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| SALINAN |

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

Menimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025- 2029;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68356);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6808);

o

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Menetapkan:

10.

1 i 5

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Riau Nomor 14);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

(2)

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat
Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam
rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau.



(3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
menjadi pedoman dalam:

a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan

b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita
Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR RIAU,

ttd.
XBDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.
SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 36

inan Sesuai Dengan Aslinya

é‘ﬂ AHPALA BIRO HUKUM,
w 3
= 3

@
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KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 276/II1/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang:

Mengingat:

a.

PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029
GUBERNUR RIAU,

bahwe dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi
Riau ""ahun 2025 - 2029 dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029, diperlukan Tim
Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemer ntah Provinsi Riau;

bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluesi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjarg Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Renstra meliputi
penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
pembeatukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau Tahun 2025-20209;

Undanz-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahran Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republ k  Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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BAB I
PENDAHULUAN

11 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Provinsi Riau yang
selanjutnya disebut Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Tahun 2025-2029
merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik untuk periode
5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2025-2029 memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika tahun 2025-2029 disusun
berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin
timbul. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a
memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ini, acuan
umum tentang arah pembangunan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik
tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 ditetapkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana

tahunan.
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Fungsi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah :

1

Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan tupoksi
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam kerangka waktu sesuai
kapasitas dalam implementasinya;

Melakukan program penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah
(Program PPIPD);

Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau agar lebih dipahami dan
bemanfaat bagi masyarakat;

Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis
yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau;
Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan;
Membantu dalam melakukan evaluasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi

Riau.

Tahapan penyusunan Renstra menurut Imendagri Nomor 2 Tahun 2025 meliputi :
Persiapan Penyusunan Renstra;
Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah;
Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;

Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Provinsi Riau melalui proses yang terdiri dari :

1.
2.

Pengolahan Data dan informasi

Penyusunan profil pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
Identifikasi kondisi umum, analisis potensi dan permasalahan Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Riau

Merumuskan isu-isu strategis

Merumuskan tujuan dan sasaran

Merumuskan strategi dan kebijakan.
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7. Menetapkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, out come, output beserta indikator

kinerja dan pendanaan indikatif

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau memuat

empat komponen penting yaitu :

1. Memuat secara jelas arah masa depan yang dituju oleh Dinas.

2. Menggambarkan kondisi saat ini dan mengidentifikasi kondisi ke depan untuk menentukan
tujuan Organisasi.

3. Menetapkan Kebijakan, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan yang akan direncanakan 5
(lima) tahun ke depan.

4. Memuat ukuran keberhasilan berupa Indikator kinerja dan target kinerja sebagai umpan
balik untuk pertimbangan kegiatan selanjutnya dalam rangka menjamin tercapainya

sasaran dan tujuannya.

Rencana pembangunan vyang harus disusun oleh daerah meliputi rencana
pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana
perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana

Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau merupakan
sub sistem dari sistem pembangunan jangka menengah daerah, sehingga untuk menjaga
konsistensi pelaksanaan pembangunan Komunikasi, Informatika dan Statistik di Provinsi Riau,
penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Setelah Tahapan Penyusunan Rancangan Teknoratik RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-
2029, serta mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang
menyatakan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan
penyusunan RPJMD, maka disusunlah Rencana Srategis Dinas Komunikasi, Informatika, dan

Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 3



Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting serta mengakomodir

perubahan internal dan eksternal yang terjadi di Provinsi Riau maupun Nasional.

Proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra,
Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya

penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Secara rinci penyusunan dokumen Renstra dilakukan dengan melalui serangkaian

kegiatan yang terdiri dari:
1. Pengolahan data dan informasi

a. Datadaninformasi gambaran pelayanan OPD; mencakup (1) struktur organisasi beserta
tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan
OPD; (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian- pencapaian yang telah
dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya; (3) data dan informasi yang

menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam lingkup kewenangan OPD.

b. Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan OPD: mencakup (1) data

pendapatan OPD; dan (2) data belanja OPD.
2. Analisis gambaran pelayanan OPD, terdiri dari:

a. Analisis gambaran umum pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan

permasalahan pelayanan OPD;

b. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan

permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayananOPD.
3. Review Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) yang mencakup:

a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L

khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;

b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
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4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup:
a. Tujuandan sasaran RTRW;
b. Struktur dan pola ruang;
c. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Stretegis (KLHS) sesuai dengan
pelayanan atau tugas dan fungsi OPD.
6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:

a. Hasil analisis gambaran pelayanan pelayanan OPD);
b. Hasil review Renstra K/L;

c. Hasil penelaahan RTRW;

d. Hasil analisis dokumen KLHS;

e. Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan

Renstra OPD;
7. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD; dan
8. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai
pada Tahun 2029 dengan menimbang terjadinya perubahan kewenangan dengan terbitnya
peraturan perundangan baru, perubahan indikator dan target, serta isu yang tengah dihadapi.
Penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan
pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur
keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Riau yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta

program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2029.

Adapun Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana terlihat pada

gambar berikut ini:
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Gambar 1.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah
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Sumber: Kemernterian Dalam Negeri Tahun 2025

Sedangkan kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat
Daerah dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Gambar 1.2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Sumber: Kemernterian Dalam Negeri Tahun 2025
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12. Landasan Hukum

1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 251, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);;

5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6056);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11;

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 180)

14. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam

Pembangunan Nasional;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 8 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi

dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026).;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.l. Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 808);

22. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.l. Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan
Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1314);
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23. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis
Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 801);

24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024
Nomor 5)Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 — 2038;

25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029

(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7)

26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Riau Nomor 14)

27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 — 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2018 Nomor 10)

28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarustamaan

Gender (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 3)

29. Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Satu Data Satu Peta;
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13 Maksud dan Tujuan

131 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah:

1. Menentukan arah strategis Perangkat Daerah dalam tahun 2025-2029
berdasarkan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis aktual guna
mendukung atau mewujudkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

2. Mewujudkan system perencanaan pembangunan daerah yang responsive
gender dan inklusif.

132 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

tahun 2025-2029 adalah :

1.

Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika

dan Statistik tahun 2025-2029;

Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja
Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik tahun 2025-2029;

Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2025-2029;
Merumuskan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik tahun 2025-2029.

Merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan

inklusif

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Provinsi Riau :

BAB |

PENDAHULUAN
11. Latar Belakang

12. Dasar Hukum Penyusunan
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13. Maksud dan Tujuan

14. Sistematika Penulisan

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

21 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

22.  Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IIl. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah
3.3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

3.4. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

8.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta Pendanaan Bidang Urusan

Statistik

8.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII. PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian

yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Riau
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Riau Nomor : 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi

Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Staistik sesuai dengan
Peraturan Gubernur Riau Nomor : 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri dari :

a. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan

2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

O

. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

o o

Bidang Aplikasi dan Informatika;

@

Bidang Statistik;
f. Bidang Persandian; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh Kepala Dinas, Sekretariat
dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan Subbagian
dipimpin oleh Kepala Subbagian. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon 1l.a), Sekretaris dan Kepala Bidang
merupakan Pejabat Administrator (eselon lll.a), dan Kepala Subbagian merupakan

Pejabat Pengawas (eselon IV.a)
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I. KEPALA DINAS

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan tugas membantu
Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika

dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan perumusan kebijakan; Kesekretariatan, Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Bidang
Komunikasi, Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;

b. pelaksanaan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi,
Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Kesekretariatan, Bidang Informasi
dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang
Persandian;

d. pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi,
Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;

e. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Il. SEKRETARIAT
1. Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan
program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta
kepegawaian dan umum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam
pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja
Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan

Kinerja Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik;
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b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur
perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik
daerah, serta kepegawaian dan umum;

c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan,

perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan
program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah,
kepegawaian dan umum; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu
oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris membawabhi :
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

b. Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

lll. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang
Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan
evaluasi pada Seksi Komunikasi Informasi, Seksi Diseminasi Informasi, Seksi Multimedia

dan Dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian, penyusunan, pengembangan rencana pengusulan program/kegiatan dan
dan anggaran pada bidang Informasi dan Komunikasi Publik;;

b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang
Informasi dan Komunikasi Publik;

c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis,
Vokasi Technical Skill Komunikasi Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota;

d. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan penyusunan bidang informasi bahan

dan komunikasi dengan Sekretariat Daerah dan/atau perangkat daerah terkait;
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e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang

Komunikasi dan Informasi Publik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

IV. BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan tugas
yang terkait dengan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi,
pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta pengendalian
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi

menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan

dan anggaranpada bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Vokasi

Technical Skill ICT Provinsi dan Kabupaten/Kota.

d. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Sekretariat Daerah dan/atau perangkat

daerah terkait;

e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dibantu oleh Kelompok Jabatan

Fungsional.
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V. BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika menyelenggarakan tugas yang terkait
dengan standarisasi penyelenggaraan aplikasi dan informatika, integrasi dan

interoperabilitas, serta pengelolaan dan pengembangan aplikasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika

menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan
dan anggaran pada bidang Aplikasi dan Informatika;

b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang
Aplikasi dan Informatika;

c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis,
Vokasi Technical Skill Infrastruktur ICT Provinsi dan Kabupaten/Kota;

d. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Aplikasi dan
Informatika dengan Sekretariat Daerah dan/atau perangkat daerah terkait;

e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Aplikasi dan Informatika; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang

Aplikasi dan Informatika dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

VI. BIDANG STATISTIK

Kepala Bidang Statistik menyelenggarakan tugas yang terkait dengan statistik
sosial, statistik ekonomi dan sumber daya alam serta statistik infrastruktur dan

kewilayahan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang Statistik

menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian,  penyusunan, pengusulan, dan pengembangan rencana

program/kegiatan dan dan anggaran pada bidang Statistik;

b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada

bidang Statistik;
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c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis,

Vokasi Technical Skill Statistik Sektoral Provinsi dan Kabupaten/Kota;

d. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Statistik

dengan Sekretariat Daerah dan/atau perangkat daerah terkait;

e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Statistik; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya. Penyelenggaran kegiatan peningkatan sumber daya manusia dan

atau sumber daya aparatur;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang

Statistik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

VII.BIDANG PERSANDIAN

Bidang Persandian menyelenggrakan tugas yang terkait dengan kelola persandian,

operasional pengamanan persandian, serta pengawasan dan evaluasi persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang

Persandian menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian, penyusunan, dan pengembangan rencana program/kegiatan dan
anggaran pada bidang Persandian;

b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada
bidang Persandian;

c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis,
Vokasi Technical Skill Sistem Manajemen Keamanan Informasi Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

d. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang
Persandian dengan Sekretariat Daerah dan/atau perangkat daerah terkait;

e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Persandian; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 18



Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang

Statistik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2. Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut:

(1)

(2)

3)

(4)

()

(6)

()

(8)

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan urusan yang

menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistikdalam melaksanakan tugas dan fungsi

melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.

Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan

tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja
yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi
sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi
program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan

kegiatan.

Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara
substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing

Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistikdalam melaksanakan tugas dan fungsi
melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris

Daerah sesuai pembidangannya.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas dan
fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan

tugas dan fungsi serta kewenangannya masing masing.

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dilaksanakan oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon Il.a), Pejabat Administrator (eselon

Ill.a), Pejabat Pengawas (eselon 1V.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
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(9) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat dibentuk Unit Pelaksana

Teknis.

(10) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai

dengan undangan.
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Gambar 1.3 BAGAN STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU
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Komisi Informasi (Kl)

Keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang
dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi
publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya
keterbukaan informasi publik dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk

mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelengaraan negara,

Komisi Informasi yang dahulunya merupakan lembaga independen dalam bentuk
sekretariat, berdasarkan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur Riau dinyatakan
berubah struktur dan wewenang, dan berada di bawah Dinas Komunikasi, Informatika

dan Statistik Provinsi Riau.

Sebagai institusi yang dibentuk UU KIP dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, Komisi Informasi Provinsi Riau memiliki kewajiban
untuk melaporkan seluruh kegiatan vyang telah dilakukan sebagai wujud

pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam struktur Komisi Informasi, terdapat 5 orang komisioner yang tugas
pokoknya menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah

melalui Mediasidan/atau Ajudikasi nonlitigasi.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau.
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau yang merupakan lembaga
independen pusat yang terdapat di Provinsi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir
atas amanat Undang- undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah
(tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran
program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan
KPI Daerah dibiayai dengan anggaran hibah APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

Provinsi.

KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta
mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-
program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan
Undang- undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3: "Penyiaran diselenggarakan dengan

tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya
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watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertagwa, mencerdaskan kehidupan bangsa,
memajukan kesejahteraan umum, dalam rangkamembangun masyarakat yang mandiri,

demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia."

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu
bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan
menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPIl, koordinasi KPID serta
pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani
perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran

menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.

2.1.3. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber daya merupakan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan
operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau didukung oleh
sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana (asset), anggaran dan

sarana pendukung lainnya.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Riau menggunakan sumber daya manusia dengan klasifikasi sebagai

berikut:

i)Jumlah Pegawai

Tahun 2024, Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Riau adalahsebanyak 99 orang PNS, 13 orang PPPK, dan 120 orang Tenaga Harian Lepas
(THL).

il) Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai (PNS) Dinas Komunikasi, Informatika

dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai (PNS) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Provinsi Riau berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024

No Tingkat pendidikan Laki-laki |Peremp |Jumlah
1 | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama(SLTP) -

2 | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 4 4 8
3 | Diploma (D3)

4 | Sarjana (S1) 35 28 63
5 | Pasca Sarjana (S2) 14 10 24
Jumlah total 55 44 99

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai (PNS) Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi
RiauMenurut Tingkat Pendidikan dan Golongan Tahun 2024

No | Pendidikan Golongan Laki- Perem| Jumlah
laki puan
| I | AV

1 Pasca Sarjana(S2) | - - | 10 (14 14 10 24

2 Sarjana (S1) - - 1603 34 29 63

3 D3 - 2 1 1 4

4 SMA - 2 6 - 4 4

Jumlah Total 55 44 99

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

iii) Pangkat dan Golongan.

Statistik Provinsi Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan

Tabel 2.3 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Provinsi Riau berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2024

No Pangkat/Golongan Laki-laki |Peremp | Jumlah
1 | Pembina Utama Madya, IV/d 1 - 1
2 | Pembina Tingkat I, IV/b 2 1 4
3 | Pembina, IV/a 10 7 17
5 | Penata Tingkat I, 1l1/d 13 10 28
6 | Penata, Ill/c 5 6 10
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Penata Muda Tingkat I, 111/b 12 10 20

8 | Penata Muda, Ill/a 12 8 21
9 | Pengatur Tingkat I, I1/d - 2 3
10 | Pengatur, ll/c 1 - 1
Jumlah total 55 44 99

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

iv) Pejabat Struktural

Berdasarkan Eselon Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
RiauTahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 : Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Provinsi Riau berdasarkan Eselon Tahun 2024

No Eselon Il [Eselon 11 | Eselon 11l | Eselon 111 | Eselon IV | Eselon IV | Jumlah
(LK) (Pr) (LK) (Pr) (LK) (Pr)
1. 1 - 4 2 - 2 9

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

V)  Pejabat Fungsional.
Berdasarkan jenis jabatan fungsional pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik Provinsi Riau memiliki 25 orang pejabat Fungsional, yaitu :

1. Arsiparis Ahli Madya

2. Perencana Ahli Muda

3. Arsiparis Ahli Muda

4. Arsiparis Ahli Pertama

5. Pranata Komputer Ahli Muda
6. Pranata Komputer Ahli Pertama

7. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

8. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
9. Statistisi Ahli Muda

10.
11.
12.
13.
14.

Statistisi Ahli Pertama

Sandiman Pelaksana

Calon Surveyor Pemetaan Pertama
Manggala Informatika Ahli Muda

Manggala Informatika Ahli Pertama.
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vi) Jenis Kelamin.

Berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5. : Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No Jenis kelamin Tahun 2024
1 Laki-laki 55
2 Perempuan 44
Jumlah 99

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

b. Aset/Modal

Upaya untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Riau, antara lain melalui kegiatan pengadaan dan
pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan kendaraan dinas.
Selengkapnya mengenai kondisi rill sarana dan prasarana aparatur diuraikan pada tabel
dibawah ini :

Tabel 2.6. : Aset/Modal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Riau Tahun 2024

No Uraian Jumlah/Unit | Ket.
1 Alat-alat besar 1
-alat-alat bantu 1
2 Alat angkutan 18
- Alat angkutan darat bermotor 17
- Alat angkutan Darat tak Bermotor 1
3 Alat Bengkel dan Alat Ukur 21

- Alat Bengkel Bermesin
- Alat Bengkel Tak Bermesin

- Alat Ukur
4 Alat Kantor dan Rumah Tangga 587
- Alat Kantor 109
- Alat Rumah Tangga 413
- Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat 65
5 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 260
- Alat Studio 224
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- Alat Komunikasi 33
- Peralatan Pemancar 3

6 Alat Persenjataan
- Persenjataan Non Senjata Api

7 Komputer 987
- Komputer Unit 319
- Peralatan Komputer 668

8 Peralatan Olahraga 1
- Peralatan Olahraga 1

9 Bangunan Gedung
- Bangunan Gedung Tempat Kerja

10 | Bangunan Air
- Bangunan Air Bersih/Air Baku

11 Instalasi
- Instalasi Gardu Listrik

12 | Jaringan
- Jaringan Listrik

13 | Bahan Perpustakaan
- Bahan Perpustakaan Tercetak
- Kartografi, Naskah dan Lukisan

14 | Konstruksi dalam Pengerjaan
- Konstruksi dalam Pengerjaan

O o|lo o o|ldBdI|IF F | P | R

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

Sarana dan prasarana di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
belum responsif gender, karena belum tersedianya fasilitas dan infrastruktur untuk
memenuhi kebutuhan semua gender secara setara, aman, dan nyaman. Contohnya
meliputi toilet terpisah, ruang laktasi atau penitipan anak, area parkir khusus, serta
fasilitas yang mudah diakses seperti ramp dan kursi roda untuk kelompok rentan,
termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Namun demikian
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sudah merancang semua

prasarana yang akan dibangun untuk memenuhi standar responsive gender.
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C. Anggaran.

Anggaran merupakan rencana keuangan yang dibuat untuk periode tertentu
(biasanya satu tahun) dan dinyatakan dalam satuan moneter. Dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menggunakan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau.

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang
dialokasikan pada APBD Provinsi Riau Tahun 2024 setelah perubahan seluruhnya
berjumlah Rp.53.733.290.595,- (Lima puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua
ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah). Jumlah tersebut
mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Tahun 2023 setelah perubahan
seluruhnya berjumlah Rp.47.635.900.025,- (Empat puluh tujuh milyar enam ratus tiga

puluh lima juta sembilan ratusribu dua puluh lima rupiah)

2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikas, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
selama tahun 2020 2024 sebagai berikut :

1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik.
Keterbukaan informasi publik sangat dibutuhkan untuk peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pemerintahan, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dan
mencegah korupsi. Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Riau mengalami
fluktuasi dari Tahun 2021 (73,45) kategori baik, Tahun 2022 (76,37) kategori baik,
Tahun 2023 (87,99) kategori baik, dan Tahun 2024 (81,25) kategori baik. Penilaian ini
dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat untuk mengetahui sejauh mana keterbukaan

informasi di daerah.

Indek KIP 87,99

a0

81,25

76,37

=20

73,45

70

2021 2022 2022 2024

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024
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Pada tabel terlihat bahwa Provinsi Riau mengalami penurunan indeks keterbukaan
informasi publik walaupun masih di kategori menuju informatif (baik). Secara umum,
Riau terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari

upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

2. Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks SPBE di Provinsi Riau mengalami peningkatan dari 2,55 (kategori cukup)pada
Tahun 2021, naik menjadi 3,00 (kategori baik) pada tahun 2022, dan 3,01 (kategori
baik) tahun 2023 dan naik signifikan menjadi 3,75 atau kategori sangat baik pada tahun
2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah memenubhi
syarat-syarat yang diinginkan SPBE. SPBE tidak semata banyaknya aplikasi yang telah
digunakan, tapi lebih kepada upaya menciptakan sistem pemerintahan yang modern
berbasis digital.

Indek SPBE
4 3,75

2021 2022 2023 2024

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

Metode struktur penilaian tingkat kematangan SPBE terdiri dari 4 Domain dan 8 Aspek
Penilaian yaitu (1) Domain Kebijakan SPBE, yang meliputi Aspek Kebijakan Internal
terkait Tata Kelola SPBE; (2) Domain Tata kelola SPBE yang meliputi Aspek
Perencanaan Strategis, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Aspek
Penyelenggaraan SPBE; (3) Domain Manajemen SPBE, meliputi Aspek Penerapan
Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK; (4) Domain Layanan SPBE, terdiridari Aspek
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik
Berbasis Elektronik. Dari kedelapan aspek tersebut terdapat 2 aspek yang perlu
ditingkatkan lagi yaitu Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK agar

mencapai nilai maksimal.
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3. Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

Nilai SAKIP adalah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang mengukur tingkat akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah. Rentang
nilai ini diklasifikasikan dalam kategori predikat, seperti AA (Sangat Memuaskan, 90-
100), A (Memuaskan, 80-90), BB (Sangat Baik, 70-80), B (Baik, 60-70), dan

seterusnya.

Nilai SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada Tahun
2024 adalah 74,80 (Sangat Baik). Penyelenggaraan dan penilaian SAKIP meliputi a.
Rencana strategis; b. Perjanjian Kinerja; c. pengukuran Kinerja; d. pengelolaan data

Kinerja; e. pelaporan Kinerja; dan f. reviu dan evaluasi Kinerja.
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Tabel. 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Riau (Tabel T-C .23)

N . L. Target Target Renstra Realisasi Renstra Rasio Capaian
Indikator Kinerja Target
o IKK 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 | 2022 2023 2024
Indeks Keterbukaan
1 . . 95,87 N.a 73,45 | 76,37 | 87,99 | 81,25 N.a 73,45 76,37 87,99 81,25 N.a 100 100 100 100
Informasi Publik
Indeks Sitem
2 Pemerintahan Berbasis 3,56 3,51 2,55 3,00 3,37 3,56 3,51 2,55 3,00 3,01 3,75 100 100 100 89,32 | 105,3
Elektronik
Nilai Sistem
3 Akuntabilitas Kinerja 74,00 Na | Na N.a N.a 74,00 | N.a N.a N.a N.a 74,80 | N.a N.a N.a N.a 101,1

Instansi Pemerintah

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024
Berdasarkan tabel 2.7 diketahui hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau untuk setiap sasaran
strategis dengan perbandingan tahun sebelumnya :

1) Pada sasaran strategis 1 untuk mendukung meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi maka dengan
diberlakukannya Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai jaminan hak masyarakat atas
Informasi Publik dilakukan pengukuran keberhasilan sasaran tersebut dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Pada tahun 2024 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Riau adalah 81,25 (Baik). Hal ini mengalami penurunan bila
dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 87,99 (sangat baik), sebesar 76,37 (baik) tahun 2022, sebesar 73,45 (baik) tahun 2021.

2) Pada sasaran Strategis 2, untuk mendukung meningkatnya pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dilakukan pengukuran
keberhasilannya dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pada Tahun 2024 Indeks SPBE Provinsi Riau adalah 3,75 (kategori baik). Indeks ini mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan
dengan Tahun 2022 sebesar 3,00 (kategori baik), dan Tahun 2023 sebesar 3,01 (kategori baik).
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3) Pada sasaran Strategis 3, untuk mendukung peningkatan akuntabillitas instansi pemerintah dilakukan dengan penlaian Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada Tahun 2024 Nilai SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Riau adalah 74,80 (B). Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2024 tersebut maka capaian Nilai SAKIP Diskominfotik adalah 101

persen atau melebihi target yang sudah ditetapkan.

Tabel. 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Riau (Tabel T-C .24)

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran
Tahun Ke

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada tahun Ke
No Uraian

1 Indeks Keterbukaan 5259 | 15.864 | 18.860 | 12.165 | 18.144 | 5132 | 15.031 | 17.942 | 12.025 | 17.357 | 97,59 | 94,75 | 95,13 | 98,85 | 95,67

Informasi Publik

Indeks Sitem
2 Pemerintahan Berbasis 8.189 6.343 7.284 5.733 4.655 7.892 5.414 6.639 5.234 3.459 | 96,37 | 85,35 | 91,15 | 91,30 | 74,30
Elektronik
Nilai Sistem N.a N.a N.a N.a N.a N.a N.a N.a N.a N.a N.a N.a
3 Akuntabilitas Kinerja 30.933 28.997 93,74

Instansi Pemerintah

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.8 diketahui hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau untuk setiap
sasaran strategis dengan perbandingan tahun sebelumnya :

1) Pada sasaran strategis 1 untuk mendukung meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan indicator
Indeks Keterbukaan Informasi Publik, kebutuhan anggaran dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sangat fluktuatif tergantung
kebijakan pimpinan yang disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Pada Tahun 2020 Realisasi anggaran 5.259.000.000,- (Lima
Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta), selanjutnya pada Tahun berikutnya yaitu 2021, 2022, 2024, dan 2024 terdapat
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kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh pemindahan urusan kehumasan dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik yang dimulai pada Tahun 2021.

2) Pada sasaran Strategis 2, untuk mendukung meningkatnya pemanfaatan teknologi, kabutuhan anggaran juga mengalami fluktuasi
yang disesuaikan dengan hasil penilaian SPBE Provinssi Riau oleh Kementerian PAN dan RB. Pada Tahun 2024 realisasi anggaran
untuk mendukung sasaran ke dua tersebut adalah Rp. 3.459.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah).
Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya relisasi anggaran Tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini
disebabkan oleh pemenuhan persyaratan penilaian SPBE yang semakin berkurang sehingga berimplikasi kepada kebutuhan
anggaran yang juga makin menurun.

3) Pada sasaran 3, untuk mendukung meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah, kebutuhan anggaran pada tahun 2024 adalah
Rp. 28.997.000.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah). Besaran ini sudah termasuk
belanja gaji pegawai, perncanaan, pemeliharaan sarana prasana gedung kantor, peningkatan kapasistas SDM Aparatur, dan lain-

lain yang bersifart rutin.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 33



2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan.

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dapat

diuraikan sebagai berikut:

A. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Kebutuhan jaringan komunikasi di Provinsi Riau berdasarkan pada kebutuhan
internet yang dilakukan oleh provider dibawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan
Informatika sampai dengan tahun 2024 masih terdapat 382 desa/kelurahan yang masih
terdapat Low Signal dan blankspot wilayahnya. Data desa/kelurahan yang belum

sepenuhnya mempunyai akses terhadap internet dapatdilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.9 Data Low Signal (Sinyal Lemah) dan Blankspot Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Riau Tahun 2024

No Kab/kota Kelurahan/ Desa
Jumlah Data Lowsignal Persentase
Kelurahan/Desa | danblankspot
1 |Indragiri Hilir 236 127 53.81
2 |Pelawawan 118 25 21.19
3 |Rokan Hulu 145 25 17.24
4 |Rokan Hilir 187 47 25.13
5 |Siak 131 11 8.40
6 |Kuansing 229 30 13.10
7 |Kep. Meranti 101 38 37.62
8 [Dumai 36 2 5.56
9 |Kampar 250 12 4.80
10 |Indragiri Hulu 194 39 20.10
11 [Bengkalis 155 24 15.48
12 |Pekanbaru 83 2 2.41
Jumlah 1865 382 20.48

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024
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Dari data pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota dengan
persentase tertinggi kelurahan/desa yang masih mempunyai data low signal dan
blankspot adalah Kabupaten Indragiri Hilir (53,81 persen), yaitu sebesar 236 desa
berbanding dengan 127 jumlah desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu
Kabupaten/Kota lainnya dengan persentase tertinggi kelurahan/desa yang masih
mempunyai data low signal dan blankspot adalah Kabupaten Meranti (37,62 persen) dan
Kabupaten Rohil (25,13 persen). Daerah yang masih banyak low signal dan blankspot
disebabkan oleh masih rendahnya sebaran penduduk di wilayah tersebut dan kondisi

daerah rawa-rawa dan terisolir.

Kelompok sasaran layanan selanjutnya adalah penerapan system pemerintahan
berbasis elektronik. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang terpercaya dan berkualitas
dibutuhkan adanya perubahan karakter, mentalitas atau pola pikir dikalangan
pemerintahan dan badan publik serta membutuhkan reformasi sistem. Untuk itu
diwujudkan salah satunya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Indeks SPBE merupakan salah satu

indikator yang digunakan dalam penyelenggaran pembangunan daerah di Provinsi Riau.

Pelaksanaan urusan pemerintah konkuren sub urusan Informasi dan Komunikasi
Publik yaitu penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan
informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan hubungan komunikasi
pemerintah daerah dan publik, pemberian dukungan pengelolaan Komisi Informasi
Provinsi, hal tersebut menjadi bagian tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Riau.

Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
mengamanatkan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik lebih ditekankan pada
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik sebagai jaminan hak
masyarakat atas Informasi Publik. Setiap tahunnya dilakukan pemantauan pelaksanaan
keterbukaan informasi pada Badan Publik.

Semua sasaran layanan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau
dapat dilihat pada Tabel 2.10.
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Tabel 2.10. Cakupan Layanan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi
Riau Tahun 2020-2024

Realisasi Tahun

No Uraian Satuan
2020 | 2021 | 2022 2023 | 2024
1 | Indeks SPBE Indeks 351 2.55 3.00 3.01 3.75
2 | Aplikasi Aktif umlah = geg 1 ong | 21 224|118
Aplikasi

Persentase Perangkat Daerah yang
3 | memanfaatkan Sistem Penghubung Persen 31 34 38 41 44
Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)

Persentase Layanan Administrasi
Pemerintahan yang diselenggara kan

4 | secaraonline dan terintegrasi dengan Persen 5.95 6.55 7.14 7.24 8.33
sistem penghubung layanan
pemerintah
Persentase OPD penerima Akses

5 Internet yang disediakan Diskominfo Persen % % % % 7

6 Persentase OPD pengguna layanan Persen 100 100 100 100 100
pusat data

7 | Server Unit 11 11 11 11 11

8 | Bandwidth Mbps 1500 1400 | 1000 1200 1500

9 Persentase Desa/Kelurahan Blankspot Persen Na Na 2173 20,86 2048

dan Low Signal

10 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik Poin N.a 73,45 | 76,37 87,99 81.25

Indek Pengelolaan Informasi dan

1 Komunikasi Publik Poin N.a N.a N.a 73.13 | 89.57

12 | Nilai Keterbukaan Informasi Publik Poin 89,86 95.81 | 95,97 87.28 | 86.80

13 | Penyelesaian Sengketa Informasi kasus 38 30 25 30 40

14 ll;'?asl: | Peliputan Pemerintah Provinsi Kali 550 1174 | 1682 1832 1982

15 | Kerjasama Media Cetak Jumlah 1 5, 20 |20 20 20
Media

16 | Kerjasama Media Online Juml_ah 61 61 61 61 61
Media

17 | Kerjasama Media Televisi Jumlah TV | 5 5 5 5 5

18 | Kerjasama Media Radio Jum_lah 2 2 2 2 2
Radio

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

B. Bidang Urusan Statistik

Pelaksanaan Sub Urusan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Riau untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya
Ketersediaan Data Pemerintahan dan Pembangunan”. Program yang dilaksanakan untuk
mendukung sub urusan ini adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan

indikator capaian Persentase Ketersediaan Data Sektoral.
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Salah satu strategi untuk ketersediaan data sektoral adalah dengan mengadakan
Forum Data yang keluarannya berupa berita acara kesepakatan daftar data antara OPD
produsen data, walidata, koordinator forum dan pembina data. Kegiatan ini sudah
dilaksanakan mulai tahun 2021 dan rutin dilaksanakan tiap tahunnya. Setelah dilaksanakan
forum data, Dinas Kominfotik selaku walidata perperan dalam mengumpulkan,
memeriksa, mengolah data tersebut serta disebarluaskan melalui Portal Satu Data Riau
dengan domain rumahdata.riau.go.id. Dalam kurum waktu lima tahun sejak 2020 sampai
dengan 2024, ketersediaan data di Portal Satu Data Riau mencapai 100 persen setiap

tahunnya.

Data memiliki peranan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama
penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya
dan bermitra dengan BPS untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam

perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel 2.11 Ketersediaan Dokumen Statistik Provinsi Riau Tahun 2019-2022

1. Indeks Pembangunan Statistik Point Na Na 2,14 2,73

2. Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang | Persen 100 100 100 100
Menggunakan Data Statistik Dalam
Menyusun Perencanaan Pembangunan
Daerah

3. Persentase  Perangkat Daerah vyang | Persen 100 100 100 100
MenggunakanData Statistik  Dalam
Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah
4, Capaian Kinerja Simpul Jaringan Informasi | Poin Na Na Na Na
Geospasial
5. Persentase pemanfaatan data informasi | Persen Na Na Na Na
geospasial

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul hingga tahun 2024 sebanyak 3.558
data, yang terdiri dari jenis-jenis data dan variabel yang mengacu pada Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017. Ketersediaan data sektoral dari tahun 2019 hingga tahun 2024
mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk mempermudah dalam
penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
membuat aplikasi Rumah Data pada tahun 2020. Kondisi saat ini pada tahun 2024
ketersedian data di aplikasi Rumah Data sudah mencapai 100%. Rincian dari aplikasi
tersebut yaitu jumlah elemen data sebanyak 4.186 data dengan 20.930 data.
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C. Bidang Urusan Persandian
Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap penyeleggara persandian, Badan
Siber dan Sandi Negara melakukan Audit Penyelenggara Keamanan Informasi persandian

Pemerintah Provinsi Riau dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.12 Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Provinsi Riau (2021 - 2024)

1 |Indeks KAMI LEVEL IV LEVEL IV | 448
(Tinggi)

514
(Tinggi) | (Tinggi)

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

Dalam rangka penerapan sistem manajemen pengamanan informasi berbasis
elektronik (SPBE) dan untuk mengetahui tingkat kesiapan pengamanan informasi
(kelengkapan dan kematangan) untuk memperoleh SNI ISO/IEC 27001 maka perlu
melakukan evaluasi tingkat kesiapan dengan menggunakan instrument INDEKS KAMI
yaitu tata kelola, pengelolaan resiko, kerangka kerja, pengelolaan asset, aspek teknologi
dengan suplemen pengamanan keterlibatan pihak ketiga penyedia layanan, pengamanan
layanan infrastruktur awan dan perlindungan data pribadi. Hasil audit menunjukkan
peningkatan nilai indeks dari level | (sangat kurang) pada Tahun 2018 menjadi menjadi
level 1V (tinggi) pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Nilai indeks ini dapat
dipertahankan secara konsisten pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024..
Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara
elektronik melalui bimbingan teknis, asesmen dan konsultasi. Untuk di tingkat Provinsi
Riau adapun layanan sandi yang telah dilakukan yaitu:

Tabel 2.13 Layanan Persandian di Provinsi Riau 2024

1 | Pengguna 2.22% | 2.22% | 2.22% 100% 100%
email Sanapati

2 | Sertifikat 22.22% | 97.72% | 97.72% | 97.77% | 100%
Elektronik

3 | Keamanan Sistem 100% 100% | 100% 100% 100%
Informasi

4 | Kontra 100% 100% | 100% 100% 100%
Penginderaan

5 | Kebijakan 18 - 4

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis layanan termasuk dalam
penyelenggaraan persandian di Provinsi Riau sebagai pengamanan data/informasi.
Layanan Persandian yang dilakukan merupakan kegiatan rutin tiap tahun meliputi
penggunaan email Sanapati, penerapansertifikat elektronik, keamanan sistem informasi
(ITSA), kontra penginderaan dan kebijakan yang bertujuan melaksanakan keamanan
data/ infomasi maupun keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan,
mengembangkan, dan mengonkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan
keamanan data/ infomasi dan siber yang ada di Pemerintahan Provinsi Riauserta
keamanan ruang Pimpinan VVIP Pemerintah Provinsi Riau. Layanan kontra penginderaan

sangat penting dalam meningkatkan pengamanan informasi ancaman penyadapan.

Data diatas menunjukkan bahwa penggunaan email Sanapati, penerapan sertifikat
elektronik, keamanan sistem informasi (ITSA), dan kontra penginderaan pada Tahun 2021
dengan Capaian Layanan masing-masing 100%, dapat dipertahankan pada tahun

berikutnya sampai Tahun 2024.

2.1.6. Mitra Dinas Komunikasi, Informatika, da Statistik Provinsi Riau
Mitra Dinas Komunikasi, Informatika, da Statistik Provinsi Riau dalam memberikan
pelayanan antara lain Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau dan Komisi Penyiaran
Indonesia (KPID) Provinsi Riau.

A. Komisi Informasi Provinsi Riau

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-
Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan
Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau
Ajudikasi nonlitigasi.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang: a. memanggil
dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik; b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan
Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya c. meminta keterangan atau
menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam
penyelesaian Sengketa Informasi Publik; d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar
keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat

menilai kinerja Komisi Informasi.
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Pada tahun 2024, permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang
diterima Komisi Informasi Provinsi Riau sebanyak 55 sengketa dan telah diregistrasi oleh
Kepaniteraan. Jumlah ini mengalami penurunan sedikit dibandingkan tahun 2023 lalu
yang tercatat Sebanyak 60 permohonan sengketa informasi publik. Dari 55 sengketa
informasi publik tersebut, terhitung sampai akhir tahun 2024 sebanyak 38 sengketa
informasi publik telah diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau, sedangkan
sisanya menjadi pekerjaan rumah Komisi Informasi Provinsi Riau. Dalam hal ini Komisi
Informasi Provinsi Riau selalu konsisten dengan memegang teguh prinsip sidang yang
cepat, tepat dan sederhana menjadi prinsip Majelis Komisioner dalam melaksanakan

persidangan.

B. Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID).

KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai
penyiaran, terdiri dari KPI Pusat dan KPI Daerah. Anggota KP| Pusat berjumlah 9 orang
dan KPI Daerah berjumlah 7 orang. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan
kewajibanya, KPI pusat di awasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan

KPI Daerah diawasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Dasar hukum Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah Undang-undang Nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam Undang-undang tersebut semangatnya adalah
pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah
badan independen yang bebas dari campur tangan pe modal maupun kepentingan

kekuasaan.

Selain itu, juga menumbuhkan penyiaran berba sis lokal, bukan hanya siarannya
saja tetapi juga kepemilikan yang beragam, supaya terwujud keberagaman konten siaran
dan kepemilikan juga beragam, diversity of content dan diversi ti of ownership, maka oleh
karenanya lembaga penyiaran diamanahkan untuk membentuk lembaga penyiaran
dengan sistem siaran berjari ngan (SSJ) dan wajib menayangkan minimal 10 persen

konten lokal.

Pada tahun 2024 menjadi moment sangat penting dan bersejarah bagi Indonesia
karena diselenggarakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden
secara serentak. Begitu juga dengan pemilihan gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil

walikota, dan bupti/wakil bupati.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 40



KPID menjadi bagian penting dari pesta demokrasi tersebut dengan membentuk
gugus tugas dari tingkat pusat hingga daerah berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, KPID,
dan Dewan Pers yang menjadi dasar dan landasan utama dalam menjalankan fungsi

pengawasan jalannya moment lima tahunan itu.

Sebagai perwakilan masyarakat dibidang penyiaran, KPID Riau berupaya maksimal
memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Sosialisasi, pengawasan dan himbauan terhadap
lembaga penyiaran tentang tahapan hingga proses hitung cepat hasil Pemilu dan
Pemilukada masif digaungkan, sebab masyarakat tidak hanya memerlukan hiburan tetapi

juga memiliki hak atas informasi yang sehat, adil, dan berkualitas.

Kualitas informasi bukan hanya terletak pada pengawasan, tetapi juga pada
edukasi dan pendampingan, oleh karenanya KPID Riau juga menggelar beberapa agenda
dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya terhadap masyarakat diantaranya:
literasi media, sekolah P3SPS, FGD penyiaran perbatasan, kompetisi iklan layanan

masyarakat (ILM), dan workshop penyiaran.

2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statikstik mempunyai peranan strategis
dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, seiring dengan kemajuan teknologi
informasi terutama dalam isu strategis reformasi birokrasi dan e-goverment.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang
ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi
permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum
didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak
dimanfaatkan, dan ancaman vyang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan
permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang

mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Sementara itu, dari evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik dalam Renstra Tahun 2019-2024 masih terdapat permasalahan-permasalahan
dalam pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini tentu saja akan

menjadi bahan dalam penyusunan permasalahan dan akan ditetapkan sebagai isu
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strategis Dinas yang harus dikelola untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada

Renstra periode berikutnya.
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Bertolak dari permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Riau dalam
RPJMD 2025-2029 yakni masih belum optimalnya penyediaan, konektivitas transportasi
dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan,
pelaksanaan pembangunan pada urusan bidang komunikasi, informatika, urusan bidang
statistik dan urusan bidang persandian juga mendapati permasalahan yang terkait
dengan infrastruktur komunikasi yang dihadapi pada kurun waktu tahun 2019-2024.

Disamping itu permasalahan pelayanan yang terkait dengan tata kelola
pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan berintegritas
serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan
profesional menuju pemerintahan yang berkelas dunia dengan sasaran meningkatnya
tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel dicapai dengan

peningkatan akses dan kualitas yang berbasis digital.

Permasalahan-permasalahan pelayanan yang dihadapi tersebut dapat dirangkum

dan diuraikan sebagai berikut:

1 Belum optimalnya integrasi sistem informasi layanan publik dan layanan

administrasi pemerintahan;

2. Belum optimalnya satu pintu layanan bandwith lingkup pemerintah provinsi yang

dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

3 Belum optimalnya jaringan intra pemerintah provinsi dengan seluruh

kabupaten/kota
4 Belum tersedianya layanan Government Cloud Computing pusat data nasional (PDN)

5 Belum optimaslnya integrasi dan konsolidasi pusat data pemerintah pusat dan

daerah(IPPD) ke PDN

6 Belum optimalnya pengembangan literasi digital, sarana dan prasarana, dan

proses pelayanan informasi publik
7 Belum optimalnya inteperobilitas (berbagi pakai) data provinsi

8 Kurangnya sarana dan prasana pendukung Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik
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9 Belum terpenuhinya peralatan keamanan siber dan sandi

10 Belum tersedianya regulasi dan standar terkait keamanan siber dan sandi secara

menyeluruh

11 Terbatasnya SDM yang memiliki Kompetensi dan Sertifikasi keahlian bidang

komunikasiinformatika dan statistik persandian.

Permasalahan-permasalahan di atas dapat diuraikan lagi dan dipetakan menjadi

masalah pokok, masalah, dan akar masalah seperti pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah.
No |Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) [ (3) (4)
1 Pel Di Masih K
eayanan |‘na.s as‘|‘ urangnya Masih  minimnya infrastruktur bidang
Kominfo dan Statistik|Kebijakan, Infrastruktur, o . . .
. . L komunikasi dan informatika hingga ke
Provinsi Riau Bidang TIK|Aplikasi Dan crdesaan
Dalam PelayananPublik |Perencanaan Bidang TIK P
Masih terbatasnya aparatur yang handal
dan profesional.
Masih rendahnya pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan sehingga
berakibat belum optimalnya tata kelola
pemerintahan
Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE
2 Pelayanan Dinas|Masih Lemahnya|Rendahnya pengetahuan masyarakat akan
Kominfo da n Statistik|Kelengkapan Regulasi,|hak dan kewajiban tentang keterbukaan
Provinsi Riau Dalam|Sarana Prasarana Dan|informasi.
Memberikan Akses |Proses Pelayanan|Tingginya sengketa informasi publik

Informasi Publik Kepada|lnformasi Publik Terjadi Ketidaksiapan badanpubli dalam
Masyarakat menghadapi permintaan informasi.
Terjadinya perubahan regulasi tentang
perangkat lunak dan perangkat keras
terhadap platform produk TI.
Belum berjalannya dengan baik

penyebarluasan informasi terkait kebijakan
pemerintah.
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3 Pelayanan Dinas|Masih minimnya Kurangnya Komitmen
Kominfo dan Statistik|perhatian terhadap data |Pimpinan OPD Prov.Riau, terhadap
Provinsi Riau Dalam|dan informasi Integrasi Data/ Pertukaran Data serta
Memberikan Data dan Keterisia Data
Informasi Kepada
Masyarakat
4 Pelayanan Dinas|Belum Optimalnya fungsi |[Kurang memadainya Sumber daya Manusia
Kominfo dan Statistik|tata dalam mendukung penyelenggaraan
Provinsi Riau Bidang|kelola, pengelolaan|persandian dan keamanan informasi yang
Persandian sumber daya, | berkualifikasi sandi dan IT
pengawasan dan|Belum terlaksananya penetapan informasi
evaluasi yang dikecualikan dan tingkat kerahasiaan

pada informasi yang dikecualikan

Belum optimalnya penerapan standarsistem
manajemen pengamanan informasi pada
system elektronik milik pemerintah daerah
Provinsi

Belum termanfaatkannya penggunaan
sertifikat elektronik pada sistem elektronik
Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau

Belum adanya kebijakan daerah tentang
penyelenggaraan persandian dan sistem
manajemen keamanan informasi

2.2.2.

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik

Isu strategis adalah masalah atau kondisi penting yang memerlukan perhatian

khusus karena dampaknya yang signifikan terhadap suatu organisasi, daerah, serta

memerlukan solusi jangka panjang. Isu-isu ini bersifat mendasar, mendesak, dan

menentukan arah kebijakan serta tujuan yang ingin dicapai. Isu strategis yang

berkembang dan aktual terkait dengan tugas dan fungsi serta urusan pemerintahan

daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik adalah sebagai berikut :

1.

Pembangunan integrasi sistem informasi layanan publik dan layanan administrasi

pemerintahan

Penyediaan layanan bandwith lingkup pemerintah provinsi yang dikelola oleh

DinasKomunikasi, Informatika dan Statistik

Pembangunan jaringan intra pemerintah provinsi dengan seluruh kab/kota

Penyediaan layanan Government Cloud Computing pusat data nasional (PDN)

Integrasi dan konsolidasi pusat data pemerintah pusat dan daerah (IPPD) ke PDN

Peningkatan

informasipublik

literasi

digital, Sarana

dan prasarana

dan proses pelayanan
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7. Inteperobilitas satu data provinsi riau

8. Peningkatan sarana dan prasana pendukung Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik
9. Pemenuhan peralatan keamanan siber dan sandi

10. Penyediaan regulasi dan standar terkait keamanan siber dab sandi secara

menyeluruh

11. Tersedianya SDM yang memiliki Kompetensi dan Sertifikasi keahlian bidang

komunikasiinformatika dan statistik persandian.

B. KEBIJAKAN NASIONAL

Di dalam RPJMN 2025-2029 dituangkan langkah-langkah strategis untuk
mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju
Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan
prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi
langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional

tersebut:
1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian
bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital,

ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta
mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif
koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran

perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam

untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan
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ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan

dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan
budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur. “Untuk pencapaian sasarannya, setiap prioritas
nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek
prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di
kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha (BUMN,
swasta),” disebutkan dalam lampiran Perpres 12/ 2025.

Sesuai dengan “Asta Cita” Presiden Prabowo, bahwa transformasi digital masuk
dalam misi ke-2 yaitu transformasi ekonomi.

Gambar 2.2. Asta Cita Presiden Probowo dan Gibran Raka Buming Raka

TRANSFORMASI INDONESIA

MISIT  TRANSFORMASISOSIAL MISI2  TRANSFORMASIEXONOMI MISI 3 TRANSFORMASITATA KELOLA
E1 Kesehatan untiuk Semua I8 olek, Inovasi, dan Produkiivilas Ekonoms o Regubas dan Tata Kelola yang
Benntagrasi dan Adaptif
E2. Pendioikan Berkualitas yang Merata €5 Penerapan Ekonomi Hijau BN o
£ Porlindungen Sosial yang Adaphil g6 Transformasi Digital

e Indagrasi Ekonomi Domestik dan Global

Perkolaan dan perdesaan sebagai Pusal
Pertumbuhan Exanam

LANDASAN TRANSFORMASI
MIS14 SUPREMASIHUKUM, STABILITAS, DAN MISI 5 KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA, DAN EXOLOGI
KEPEMIMPINAN INDONESIA
¢ Hukum Berkeadian, Keamanan Nasional Tanggn, - Beragama Masiahal dan . Berketahanan Energ), Alr, dan
b dan Demokrasi Substansisl i3 Borkebudayaan Ma i Kemanditlan Pangan
B i v i it Keluarga Berkualitas dan ¢ Resilienst terhadap Boncana
sl W Kesetarsan Gender it dan Parubshan iim
Ketangguhan Diplomas! dan Perlahanan Berdaya Gentar Kawasan |' Lingkungan Hdup Berkuakdas

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI

MISI 6 MEWUJUDKAN MISI 7 MEWUJUDKAN SARANA DAN MISI 8 MEWUJUDKAN KESINAMBUNGAN
PEMBANGUNAN PRASARANA YANG BERKUALITAS DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN YANG MERATA RAMAH LINGKUNGAN
DAN BERKEADILAN
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I. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital

Tujuan strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) adalah
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sasaran strategisnya
mencakup peningkatan akses dan inklusi digital, transformasi digital, peningkatan literasi
digital, dan penguatan tata kelola pemerintahan digital.

Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) adalah
mewujudkan transformasi digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus
pada peningkatan infrastruktur digital, pengembangan talenta digital, digitalisasi ekonomi,
dan penerapan pemerintahan digital.

Kementerian Komdigi memiliki peran sentral dalam mendorong transformasi digital

di Indonesia. Beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai meliputi:

1. Peningkatan Infrastruktur Digital:
Mempercepat pembangunan dan pemerataan akses internet berkualitas di seluruh
wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, serta memastikan ketersediaan

infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (T1K) yang modern dan andal.

2. Pengembangan Talenta Digital:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) digital melalui
program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan di bidang teknologi
digital.

3. Digitalisasi Ekonomi:
Mendorong transformasi digital pada berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM,
industri kreatif, dan sektor lainnya, untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan
daya saing.

4. Penerapan Pemerintahan Digital:
Mengembangkan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel
melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk penyediaan layanan publik berbasis
digital.

5. Penguatan Literasi Digital:
Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi
digital secara positif dan bertanggung jawab, termasuk melalui program literasi
digital.

6. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi:
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Merumuskan dan menerapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung transformasi

digital, serta menciptakan iklim industri yang sehat dan kondusif bagi perkembangan

teknologi digital.
Perlindungan Data Pribadi:

Memastikan perlindungan data pribadi masyarakat dalam ekosistem digital, melalui

penerapan regulasi yang komprehensif dan pengawasan yang ketat.

Pengawasan Ruang Digital:

Melakukan pengawasan terhadap ruang digital untuk menjaga keamanan dan

ketertiban, serta mencegah penyebaran konten negatif dan hoaks.

Tabel 2.15 Sasaran Strategis dan Program Kemenkodigi 2025-2029

No. Sasaran Strategis

Program

1 |Peningkatan Infrastruktur Digital

Program Penyediaa

Pengembangan Talenta Digital

Infrastuktur Teknologi Informasi
dan Teknologi

3 |Digitalisasi Ekonomi

Penerapan Pemerintahan Digital

5 |Penguatan Literasi Digital

Program Pengelolaan Spektrum
Frekuensi, Stand  Perangkat
danLayanan Publik

ekonnomi dan bisnis

6 |Meningkatnya pemanfaatan TIK di sekto

7 |Perlindungan Data Pribadi

Program Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi

8  |Pengawasan Ruang Digital

Sumber: Kemernterian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Tahun 2024

Tabel 2.16 Sandingan Tujuan dan Sasaran Kemenkominfo dengan Renstra

DiskominfoRiau Tahun 2025-2029

Renstra Kemenkomdigi
Tahun 2025-2029

Renstra Diskominfotik Prov Riau
Tahun 2025-2029

Tujuan Sasaran Strategis Tujuan Sasaran Strategis
menyelenggarakan | Peningkatan Meningkatkan Tata | Meningkatnya
urusan Infrastruktur Digital: Kelola Pemerintahan | keterbukaan
pemerintahandi yang digital, lincah | Informasi dan
bidang komunikasi kolaboratif, dan Komunikasi Publik

Pengembangan Talenta

dan informatika o
untuk  membantu Digital
Presiden dalam

menyelenggarakan

Meningkatnya
Pemanfaatan
Teknologi Informasi,
dan Komunikasi

akuntabel
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pemerintahan Digitalisasi Ekonomi: Meningkatnya
negara akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah

Penerapan -
Pemerintahan Digital

Penguatan Literasi -
Digital
Meningkatnya -
pemanfaatan TIK di

sector ekonnomi dan
bisnis

Perlindungan Data -
Pribadi:

Sumber: Kemernterian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Tahun 2024

Bedasarkan Tabel 2.16 bahwa sasaran Rencana Stategis (Renstra) Dinas
Komunikasi Informasi dan Statistk Provinsi Riau Tahun 2025-2029 telah diselaraskan
dengan sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025- 2029.

Il. Telaahan Renstra Badan Pusat Statistik

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai BPS untuk mendukung visi dan misi,
yang berfokus pada peningkatan kualitas data statistik, pelayanan prima, dan penguatan
sistem statistik nasional. Sasaran ini dijabarkan dalam Rencana Strategis BPS, seperti
menyediakan data statistik untuk dasar pembangunan, meningkatkan kolaborasi dan
standardisasi dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral Nasional (SSN), serta penguatan

tata kelola kelembagaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan statistik dasar, melakukan koordinasi dan kerjasama serta
mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan peraturan perundang- undangan
yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsinya tersebut, sesuai dengan Peraturan
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan
Pusat Statistik Tahun 2025-2029 menetapkan Visi Badan PusatStatistik Tahun 2025-2029
yaitu:

“Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung
Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia

Emas 2045”
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Visi tersebut diwujudkan melalui misi sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan

dan Pengambilan Keputusan

2. Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional

(SSN)

3. Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien

Tabel 2.17 Sandingan Tujuan dan Sasaran BPS dengan Renstra Diskominfotik
Provinsi RiauTahun 2025-2029

Renstra Badan Pusat Statistik
Tahun 2025-2029

Renstra Diskominfo Prov Riau
Tahun 2025-2029

Tujuan Sasaran Strategis  (Tujuan Sasaran Program
Mewujudkan Perumusan |Terwujudnya
Kebijakan dan |Peningkatan Meningkatkan
Pengambilan Keputu.sa.n Pem.ar?faatan Data | Tata Kelola |\eningkatnya
Berbasis Data Statistik |Statistik intah
. . . Pemerintahan Pengelolaan dan Layanan
Berkualitas dan Insight |Berkualitas dan . -
. yang digital, [Statistik Sektoral Dalam
yang Relevan. Insight dalam | * )
p lincah kolaboratif, |Penyelenggaraan
erumusan intahan D h
Kebijakan dan | dan akuntabel Pemerintahan Daera
Pengambilan
Keputusan
Mewujudkan Terwujudnya
Penyelenggaraan Sistem |Kualitas
Statistik Nasional vyang |Penyelenggaraan
Andal, Efektif, dan Efisien. |Sistem Statistik
Nasional yang Baik
dan Terpadu
Mewujudkan Tata Kelola |Terwujudnya
Badan Pusat Statistik yang |Kinerja Badan

Berkualitas, Akuntabel,
Efektif, dan Efisien

Pusat Statistik yang
Bersih, Akuntabel,
dan Profesional

Sumber Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 2.17 bahwa sasaran Renstra Diskominfotik Provinsi Riau
Tahun 2025- 2029 telah diselaraskan dengan sasaran Badan Pusat Statistik Tahun 2025-

2029.
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I11.  Telaahan Renstra Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sejalan dengan pemanfaatan digital di tingkat individu, era Revolusi Industri 5.0
dan Society 5.0 ditandai dengan integrasi mendalam antara machine learning dan
kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Konektivitas antar komputer tidak
hanya mentransformasi peran manusia dalam operasional manufaktur dan pengambilan
keputusan, tetapi juga menciptakan ekosistem kolaboratif di mana teknologi menjadi mitra
yang memperkuat kapabilitas manusia. Konektivitas yang menjadi kunci interaksi ini
dimungkinkan oleh perkembangan internet dan TIK yang semakin canggih.

Konektivitas antar individu maupun antar organisasi menciptakan ruang siber yang
di dalamnya mencakup interaksi masif. Interaksi tersebut terdiri dari interaksi sosial oleh
masing-masing individu, interaksi bisnis dari para pelaku usaha hingga interaksi dari
penyelenggara pemerintahan. Gangguan terhadap ruang siber terhadap salah satu
pengguna ruang siber dapat berdampak langsung terhadap stabilitas sebuah negara, baik
dampak minor maupun mayor.

Peningkatan tren gangguan keamanan siber maupun penerapan kriptografi nasional
yang menyerang Infrastruktur Informasi Kritis (11VV) maupun layanan publik menjadi

tantangan tersendiri bagi BSSN untuk dapat mengatasinya.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan berbagai peluang yang
dimiliki BSSN ke depan, serta dalam mendukung terwujudnya Visi Presiden yang
diamanatkan melalui RPJMN tahun 2025-2029, maka Visi BSSN dalam Rencana Strategis
(Renstra) BSSN tahun 2025-2029 adalah:

“BSSN menjadi PERISAI Bagi Keamanan Siber dan Sandi Negara Dalam Rangka
Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi BSSN tahun 2025-2029 merupakan upaya strategis yang harus dilakukan BSSN
dalam mewujudkan Visi BSSN tahun 2029, adalah:

1. Misi 1: Mengoptimalkan ketahanan dan keamanan siber dan sandi nasional.

Misi ini merupakan upaya strategis yang dilakukan untuk memastikan berjalannya
proses identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan dan pemantauan
keamanan siber dan keamanan informasi. Pada misi ini juga dipastikan pemanfaatan

dan kemandirian meningkatkan keamanan siber nasional. kriptografi dalam 2.

2. Misi 2: Meningkatkan dampak langsung reformasi birokrasi BSSN bagi masyarakat

Misi kedua adalah meningkatkan dampak langsung reformasi birokrasi BSSN bagi

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 51



masyarakat.

Misi ini terkait tata kelola pemerintahan BSSN menuju good government governance.

Nasional (RBN) yang menekankan pada dampak penyelenggaraan reformasi birokrasi
bagi masyarakat melalui reformasi birokrasi tematik dan mengurangi aspek
administratif (hulu) yang selama ini menjadi acuan utama pelaksanaan reformasi

birokrasi.

Renstra Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2025-2029 mengedepankan
pembangunan siber dan sandi nasional sesuai amanah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan kedaulatan,
ketahanan, dan perlindungan siber. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Siber dan
Sandi Negara (BSSN) dalam melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien
dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang
terkait dengan keamanan siber yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk mencapai hal tersebut
ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana
disajikan pada Tabel 2.18:

Tabel 2.18 Tujuan dan sasaran strategis Badan Siber dan Sandi Negara
Tahun 2025-2029

No. Tujuan Sasaran

1 meningkatnya tata kelola keamanan |Meningkatnya keamanan dan

siber dan sandi Indonesia dengan 2 |ketahanan siber dan sandi nasional,

(dua) Indikator Tujuan (IT)

2 Meningkatnya pelaksanaan penajaman|Terwujudnya penyelenggaraan

reformasi birokrasi BSSN keamanan siber dan sandi yang prima
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Tabel 2.19 Sandingan Tujuan dan Sasaran BPS dengan Renstra Diskominfo Prov
Riau Tahun 2025-2029

Renstra Badan Siber dan Sandi Renstra Diskominfo
Negara Tahun 2020-2024 Tahun 2025-2029
Tujuan Sasaran Strategis Tujuan Sasaran Program
meningkatnya tata|Meningkatnya Meningkatkan  Tata | Meningkatnya
kelola keamanan keamanan dan | Kelola  Pemerintahan | i, 5it5¢
siber  dan  sandiletahanan siber dan|) o © mgnm, fincah Persandian  dan
Indonesia dengan 2 N kolaboratif, dan
> sandi nasional, akuntabel Keamanan
(dua) Indikator Informasi
Tujuan (IT)
Meningkatnya Terwujudnya
pelaksanaan penyelenggaraan
penajaman reformasi [Keamanan  siber  dan
birokrasi BSSN sandi yang prima

Bedasarkan Tabel 2.19 bahwa sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Riau Tahun

2025-2026 telah diselaraskan dengan sasaran Badan Siber dan Sandi Negara Tahun2020-

2024.

Mandat Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika, Statistik, Dan

Persandian

1. Mandat Urusan Komunikasi dan Informatika :

Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik :

8.
9.

. Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik;

. Monitoring informasi kebijakan, opini publik, dan aspirasi publik;
. Penyusunan strategi komunikasi publik;

Penyusunan konten;

. Diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi publik;
Pelayanan informasi publik;

. Relasi media;

Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat;

Penguatan kapasitas sumberdaya manusia komunikasi publik;

10. Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola informasi di daerah dalam

rangkapenyelesaian sengketa informasi.
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Sub Urusan Aplikasi Informatika :

1) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah;
2) Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah :

a) Tatakelola SPBE Pemerintah Daerah, meliputi : arsitektur SPBE, Peta Rencana
SPBE, rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis SPBE, Data dan Informasi
Elektronik, Infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan
SPBE;

b) Manajemen SPBE, meliputi : manajemen risiko, manajemen keamanan
informasi,manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen SDM,
manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan
SPBE;

c) Audit TIK (audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi khusus, audit keamanan
infrastruktur SPBE, audit keamanan aplikasi khusus);

d) Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah;

e) Promosi literasi SPBE dan kolaborasi penyelenggaraan SPBE;

f) Penyelenggaraan provinsi cerdas dengan memfasilitasi keterhubungan data
dan/atau informasi, menyiapkan kebijakan penyelenggaraan provinsi cerdas,
menyiapkan dukungan infrastruktur TIK dan aplikasi khusus, menyiapkan

SDM yang kompeten di bidang TIK, menyelenggarakan ekosistem TIK.

2. Mandat Urusan Statistik :

Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 :
1. Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, terdiri dari :
a. Perencanaan data;
b. Pengumpulan data;
c. Pemeriksaan data; dan
d. Penyebarluasan data.

2. Penyelenggaraan survei dan hasilnya dipublkasikan harus mengikuti
rekomendasidari BPS.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 :

1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik;

2) Duplikat Informasi Geospasial Tematik sebagai bahan perpustakaan/kearsipan
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yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada Perangkat
Daerah yang bertanggungjawab di bidang perpustakaan/kearsipan;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 :

1) Pemerintah Daerah menjadi bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Daerah;

2) Pemerintah Daerah bertugas sebagai Simpul Jaringan yang melaksanakan
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan, dan

penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial.

3. Mandat Urusan Persandian

Berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019:

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah
daerahprovinsi dan kabupaten/kota :
a. Penyusunan kebijakan pengamanan informasi;
b. Pengelolaan sumberdaya keamanan informasi;
c. Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik;
d. Penyediaan layanan keamanan informasi.

2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah
provinsidankabupaten/kota :
a. ldentifikasi pola hubungan komunikasi sandi;

b. Analisis pola hubungan komunikasi sandi.

Prioritas Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Riau Tahun 2025-2045

Prioritas pembangunan untuk mencapai target kinerja pembangunan untuk tahap
akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Riau Tahun 2025-
2045 adalah sebagai berikut :

i. Bidang Komunikasi dan Informatika, diarahkan pada peningkatan inovasi kualitas
pelayanan informasi, melalui upaya-upaya peningkatan inovasi teknologi informasi
dalam manajemen pemerintahan dan peningkatan inovasi teknologi informasi dalam
pelayanan publik;

ii. Bidang Statistik, diarahkan pada peningkatan pengelolaan data dan informasi
pembangunan daerah melalui upaya-upaya peningkatan akses, akurasi dan

kecepatan pemenuhan Data Pembangunan;
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iii. Bidang Persandian, diarahkan pada pengamanan informasi, melalui upaya

peningkatan kualitas keamanan informasi.
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BABIII
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029 Perangkat
Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Tujuan dan Sasaran
Perangkat Daerah tahun 2025-2029 harus selaras dengan Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menegah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dengan menetapkan indikator
kinerja sasaran yang realistis mampu menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan
peluang dan potensi yang dimiliki sehingga semua permasalahan dan isu strategis dapat

diselesaikan dengan baik.

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2025-2029
selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD)
Provinsi Riau Tahun 2025-2029 pada misi ke 5 dan tujuan ke 6 yaitu Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dengan
Dukungan Aparatur yang Kompeten dan Profesional menuju World Class Government
dengan sasarannya meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah kolaboratif,

dan akuntabel dengan indicator Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)

Indeks Transformasi Digital Nasional

Indikator tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2025-
2029 adalah Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) yang merupakan alat ukur untuk
memantau kemajuan transformasi digital di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun
daerah. Indeks ini disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama
dengan LPEM FEB UIl. TDN mengukur kemajuan digital melalui tiga tahap (fondasi, adaptasi,
dan akselerasi) dan lima pilar (infrastruktur, pemerintah, ekonomi, masyarakat, dan
ekosistem digital). TDN memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan

digital di
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Indonesia, membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memantau
kemajuan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil pengukuran,
TDN memberikan rekomendasi untuk mempercepat transformasi digital di berbagai sektor
dan daerah serta menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program

terkait transformasi digital.

Indikator Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2025-2029

ada tiga yaitu:
1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah sistem pengukuran yang
dirancang untuk menilai tingkat keterbukaan informasi publik di suatu wilayah, khususnya
di Indonesia. IKIP mengukur sejauh mana badan publik (pemerintah dan lembaga terkait)
memenuhi kewajibannya untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU
KIP).

Sejak pertama kali dilaksanakan pada 2021, IKIP telah menjadi instrumen yang tak
hanya mengukur capaian, tetapi juga membantu merumuskan arah kebijakan dan perbaikan

tata kelola informasi publik di berbagai tingkat pemerintahan.

Formulasi Perhitungan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) :

1. Penilaian Berdasarkan Dimensi:
¢ Lingkungan Fisik dan Politik: Menilai keterbukaan informasi terkait kebijakan
publik, akses informasi, partisipasi masyarakat, dan transparansi pemerintahan.
+¢ Lingkungan Ekonomi: Menilai keterbukaan informasi terkait kebijakan ekonomi,
data ekonomi, dan informasi terkait investasi.
¢ Lingkungan Hukum: Menilai keterbukaan informasi terkait peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, dan informasi hukum lainnya.

2. Pengumpulan Data:

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan kepada informan ahli
di setiap provinsi. Informan ahli ini terdiri dari unsur pemerintah daerah, dunia usaha,
akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (CSO/LSM). Penilaian dari informan ahli ini
kemudian dibawa ke forum yang melibatkan informan ahli nasional untuk

menghasilkan nilai akhir IKIP.
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3. Skor Akhir IKIP:

Nilai akhir IKIP merupakan gabungan dari skor pada ketiga dimensi lingkungan
tersebut. Skor IKIP kemudian dikategorikan, sebagai berikut:
0-30: Buruk sekali
31-50: Buruk
60-79: Sedang
80-89: Baik
90-100: Baik sekali
4. Tujuan IKIP:

Memberikan gambaran tentang tingkat keterbukaan informasi publik di Indonesia.
Memberikan rekomendasi kebijakan terkait keterbukaan informasi publik.
Mendorong badan publik untuk meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi
publik. Memberikan masukan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam

pembangunan daerah dan nasional.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Indeks Pemerintahan Digital

Indeks SPBE adalah nilai yang menunjukkan tingkat penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam suatu instansi pemerintah, baik pusat
maupun daerah. Indeks ini mengukur sejauh mana suatu instansi telah menerapkan prinsip-
prinsip SPBE, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya.

SPBE menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna, seperti
instansi pemerintah, pegawai, masyarakat, dan pelaku usaha. Indeks ini merupakan hasil
dari evaluasi penerapan SPBE, yang mengukur tingkat kematangan pelaksanaan SPBE

berdasarkan beberapa aspek, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Indeks SPBE memiliki peran penting dalam mengukur dan mendorong
transformasi digital di lingkungan pemerintahan, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi.
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Formulasi Perhitungan Indeks SPBE melibatkan beberapa langkah:

1. Evaluasi Penerapan SPBE:

Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri
PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta pedoman terkait.

2. Penilaian Indikator:
Evaluasi mencakup berbagai indikator yang tersebar pada domain kebijakan, tata kelola,
manajemen, dan layanan SPBE. Jumlah indikator bisa mencapai 47 atau lebih,
tergantung pada pedoman yang digunakan.
3. Konversi Nilai:
Hasil penilaian indikator kemudian dikonversi menjadi nilai indeks. Skala penilaian dan
konversi nilai ini biasanya telah ditetapkan dalam pedoman evaluasi SPBE.
4. Penentuan Kategori:
Berdasarkan nilai indeks yang diperoleh, penerapan SPBE akan dikategorikan,
Sangat Baik: (3,5 sampai <4,2)
Baik: (2,6 sampai <3,5)
Cukup: (1,8 sampai <2,6)
Kurang: (< 1,8).

Metode/Rumus Perhitungan :

Nilai Indeks Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas : Indeks Aspek, Indeks Domain,

Indeks SPBE.

1) Nilai Indeks Aspek
Dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai
tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot

aspek tersebut.

n

1
Indeks Aspeki=Bi1;1=7§ NI %

Keterangan :

Indeks Aspeki adalah nilai indeks aspek ke-i

BAj adalah nilai bobot aspek ke-i

Nlijj adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-j pada aspek ke-j

Blij adalah nilai bobot indikator ke-j pada aspek ke-i
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2) Nilai Indeks Domain
Nilai indeks domain dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan
perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot

domain tersebut.

n

1
Indeks DomalnﬁBD Y NA; X

Keterangan :

Indeks Domaini adalah nilai indeks domain ke-i

BDiadalah Nilai Bobot Domain ke-i

NAijjadalah Nilai Indeks Aspek ke-j pada domain ke-i
BAijjadalah Nilai Bobot Aspek ke-j pada domain ke-i

3) Nilai Indeks SPBE :

Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat
kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung
berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks

domain dan bobot domain

n

Indeks SPBE = Y, ND; X BD;
j=1

Keterangan :

- NDj adalah Nilai Indeks Domain ke-j
- BDj adalah Nilai Bobot Domain ke-j
- n=Jumlah Domain
Ukuran/Satuan : Indeks
Judul Publikasi/Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
Tahun Data Tersedia :
Level Estimasi : Provinsi
Frekuensi Pengumpulan : Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum : Ya
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Mulai tahun 2026 pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital
meningkatkan terapan penilaian SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital (PEMDIGI).
Indeks Pemerintahan Digital adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat
kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e- government
di suatu negara atau daerah. Indeks ini mencerminkan bagaimana pemerintah
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan pelayanan

publik dan tata kelola pemerintahan

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang
dirancang untuk menjamin pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. SAKIP berfungsi sebagai alat untuk

mengukur dan melaporkan kinerja pemerintah secara transparan dan terukur.

Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/Daerah).

Penyelenggaraan dan penilaian SAKIP meliputi
a. Rencana strategis;
b. Perjanjian Kinerja;
c. pengukuran Kinerja;
d. pengelolaan data Kinerja;
e. pelaporan Kinerja; dan
f.reviu dan evaluasi Kinerja.
Rumus Perhitungan Nilai SAKIP :
Nilai SAKIP (atau Nilai AKIP) dihitung dengan rumus berikut:
Nilai AKIP = (Bobot Perencanaan x Nilai Perencanaan) + (Bobot Pengukuran x Nilai
Pengukuran) + (Bobot Pelaporan x Nilai Pelaporan) + (Bobot Evaluasi x Nilai Evaluasi) +

(Bobot Capaian x Nilai Capaian)
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Interpretasi Nilai AKIP adalah sebagai berikut

No Nilai Kategori
1 | AA (>90-100) Sangat Memuaskan
2 | A (>80-90) Memuaskan
3 BB (>70-80) Sangat Baik
4 |B (>60-70) Baik
5 CC (50-60) Cukup
6 | C (>30-50) Kurang
7 D (>0-30) Sangat Kurang

(RPJMD) Tahun 2025-2029 tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah

Provinsi Riau Tahun 2025-2029 menetapkan tujuan, sasaran beserta indicator dan targetnya

seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Diskominfotik Tahun 2025 — 2030
NSPK DAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR | BASELI | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | KET
SASARAN NE
RPIMD YANG 2024
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Meningkatnya Meningkatkan Indeks 50,61 51,50 | 52,55 | 53,60 | 54,65 | 55,70 | 56,75
Tata Kelola Tata Kelola Transformasi
Pemerintahan | Pemerintahan Digital
Digital yang yang digital, Z\IIDa§|<))nal
Lincah, lincah, om
Kolaboratifdan | kolaboratif Meningkatnya | Indeks 81,25 | 82,25 | 84,25 | 85,75 | 87,25 | 88,75 | 90,25
Akuntabel dan akuntabel Keterbukaan Keterbukaanl
Informasi dan | nformasi
Komunikasi Publik (poin)
Publik
Meningkatnya Indeks Sistem | 3,75 3,75 0 0 0 0 0
Pemanfaatan Pemerintahan
Teknologi Berbasis
Informasi Elektronik
danKomunikasi | (poin)
Indeks 0 0 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20
Pemerintahan
Digital
(Indeks)
Meningkatnya Nilai SAKIP 74,80 75,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 79,00 | 80,00
Akuntabilitas Perangkat
Kinerja Daerah (Poin)
Perangkat
Daerah
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Tahun 2025

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2025
Indikator Sasaran adalah alat ukur pencapaian kinerja sasaran dalam bentuk hasil
(Outcome). Perumusan pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikator yang disertai

dengan target selama lima tahun dapat dicermati pada tabel 3.2 dan 3.3 berikut ini :

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

NO INDIKATOR SATUAN | BASELINE KET
2024 TARGET TAHUN

2025 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

1 2.16.2.20.2.21.01.0000
- DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN

STATISTIK

2 Indeks Transformasi Poin 50,61 51,50 52,55 53,60 54,65 55,70 56,75
Digital Nasional

3 Indeks Keterbukaan Poin 81,25 82,25 84,25 85,75 87,25 88,75 90,25
Informasi Publik

4 Indeks Sistem Poin 3,75 3,75 0 0 0 0 0

Pemerintahan
Berbasis Elektronik

5 Indeks Indeks 0 0 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20
Pemerintahan
Digital

6 Nilai SAKIP Poin 74,80 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00
Perangkat Daerah

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2025
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3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang telah disajikan akan dicapai
melalui serangkaian strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah-langkah yang
berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran
Renstra. Selanjutnya arah kebijakan menjadi penjabaran strategi yang menjadi rujukan
untuk penentuan program prioritas pencapaian sasaran pembangunan. Mengacu
kepada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 — 2029.

Strategi yang terkait dengan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik
dan Persandian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau
Tahun 2025 — 2029 adalah “Pemantapan Reformasi Birokrasi” dengan arah kebijakan
“Pengembangan Smart Governance yang unggul dalam rangka mewujudkan Smart
Province”. Memperhatikan sasaran dan arah kebijakan tersebut, serta
mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis dalam bidang Komunikasi dan
Informatika, Statistik dan Persandian, strategi dan arah kebijakan dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran Renstra disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan 1. Meningkatnya 1. Peningkatan 1. Peningkatan keterbukaan
Tata Kelola keterbukaan kualitas tata kelola informasipublik;

Pemerintahan informasi dan pengelolaan

2. Penyusunan regulasi tatakelola

yang digital, lincah komunikasi publik informasi publik; pengelolaan informasi publik;

kolaboratif, dan
3. Optimasi peran danfungsi PPID.
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akuntabel

2. Peningkatan
kualitas pelayanan
publik

berbagai

informasi
melalui
media komunikasi;

. Peningkatan

. Optimasi

. Pengembangan

penyebarluasan
informasi publik denganmateri
yangberkualitas;

penyelenggaraan
hubungan media dankemitraan
komunitas;

. Peningkatan pemantauan opini

danaspirasi publik;
kapasitas
sumber dayakomunikasi publik;

. Penyelenggaraan hubungan
masyarakat;

.Optimasi media komunikasi
publik milikpemerintah;

. Peningkatan kualitas
pengelolaan pengaduan
masyarakat atas
penyelenggaraan pelayanan

publik Penyediaan dukungan
terhadap kelembagaan Komisi

Informasi.

2. Meningkatnya 3. Peningkatan . Pengembangan Smart
Pemanfaatan kualitas Governance yang unggul dalam
Teknologi penyelenggaraan rangka mewujudkan Jabar
Informasi, dan SPBE Smart Province;

Komunikasi . Penataan proses bisnis
pelayanan publik;
. Penyelenggaraan Sistem

. Penerapan

Komunikasi Intra(Jaringan
Internet dan Intra Pemerintah

Daerah);

. Perbaikan kebijakan tata kelola

SPBE;

. Penerapan Arsitektur SPBE dan

Peta Rencana SPBE;

manajemenSPBE
secara keseluruhan.

. Pelaksanaan audit TIK dengan

standar yang jelas;

. Penyelenggaraan layanan SPBE

secaraterintegrasi dalam
Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah.
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4. Peningkatan
kualitas
penyelenggaraan
data statistik dan

. Harmonisasi regulasi
Satu

Data Indonesia Provinsi

penyelenggaraan

Riau;
data geospasial . .
. Implementasi regulasi
penyelenggaraan SatuData
SatuPeta Indonesia.

5. Peningkatan . Pengamanan Informasi
kualitas tata kelola Pemerintah Daerah Provinsi
penyelenggaraan Riau (Elektronik dan Non
keamanan Elektronik)
informasi dan . Optimasi kebijakan,
persandian .

strategi penerapan, dan
prosedur pengelolaan
keamanan informasi;

. Optimasi penerapan,

pemantauan, evaluasi dan
perbaikan berkelanjutan
SNIISO/IEC 27001;

4. Implementasi SecureSDLC;

. Peningkatan kompetensi
SDM pengelola keamanan

informasi;

. Peningkatan kesadaran

keamanan informasi.

3. Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Perangkat
Daerah

1. Peningkatan
kualitas pelayanan
perencanaan  dan
pelaporan Dinas

1. Peningkatan

kesesuaian
Perencanaan Daerah
dan Perencanaan
Dinas;

2. Peningkatan

ketersediaan data dan
informasi Dinas;

2. Peningkatan
kualitas pelayanan
administrasi
keuangan Dinas

3. Peningkatan

kesesuaian laporan

kinerja dan laporan

keuangan Dinas

Peningkatan akurasi dan
kecepatan dalam
pengelolaan keuangan
Dinas.
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3. Peningkatan Pengadaan sarana dan

kualitas dan | prasarana kerja untuk

kuantitas saranadan | mendukung kinerja pegawai;

prasarana — kerja | pooliharaan  sarana  dan

yang sesuai standar i
prasarana kerjauntuk
mendukung kinerja pegawai.

4. Pengembangan Peningkatan  penyertaan
kompetensi aparatur  dalam  diklat
sumberdaya struktural, fungsional,

manusia

maupun teknis

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2025
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Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun2024 — 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau berupaya menjadi instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil dengan

berfokus pada pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dengan memanfaatkan sumber daya yang

dimiliki secara efektif dan efisien. Adapun desain kinerja dapat diuraikan pada Cascading sebagai berikut:

TABEL 3.4 Cascading Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Tujuan | Sasaran Kode Program/ Indikator Kinerja Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Lokasi
Kegiatan Tujuan, Sasaran, Capaian Tahun-1 Tahun-2 Kinerja Kerja
Program Awal Pada Perang
(Outcome) Perenc Akhir kat
dan Kegiatan Anaan Renstra | Daera
(Output) Perangk | hPen
at anggu
Daerah ng
Target Rp Target Rp Target | Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Secara Digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel
Meningkatnya keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah
2.16.02 PROGRAM Persentase Tingkat | 80 Nilai 815 7.475.000.000 84.5 7.525.000.000 84.7 DISKO
PENGELOLAAN | Kepuasan Nilai Nilai Nilai MINFO
INFORMASI Masyarakat TIK
DAN Terhadap Akses
KOMUNIKASI dan
PUBLIK Kualitas Konten

Informasi Publik
Pemerintah Daerah
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Tujuan | Sasaran Kode Program/ Indikator Kinerja Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Lokasi
Kegiatan Tujuan, Sasaran, Capaian Tahun-1 Tahun-2 Kinerja Kerja
Program Awal Pada Perang
(Outcome) Perenc Akhir kat
dan Kegiatan Anaan Renstra | Daera
(Output) Perangk | hPen
at anggu
Daerah ng
Target Rp Target Rp Target | Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.16.02.1.01 | Pengelolaan Jumlah dokumen 1 1 7.475.000.000 |1 7.525.000.000 | 4 DISKO
Informasidan | hasil pengelolaan dokume | dokume dokume Dokume | MINFO
Komunikasi informasi dan n n n n TIK
Publik komunikasi publik
Pemerintah pemerintah daerah
Daerah provinsi
Provinsi
Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2.16.03 PROGRAM Persentase Layanan | 87.5 87.5 5.450.000.000 | 89.5 5.575.000.000 | 89.5 DISKO
PENGELOLAAN |Administrasi persen persen persen persen MINFO
APLIKASI Pemerintahan yang TIK
INFORMATIKA |diselenggarakan
secara online dan
terintegrasi dengan
sistem penghubung
layanan pemerintah
2.16.03.1.01 | Pengelolaan Jumlah Hasil 1 Unit 1 Unit 100.000.000 1 Unit 100.000.000 3 Unit DISKO
Nama Domain Pengelolaan Nama MINFO
yang Telah Domain yang Telah TIK

ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat
dan Sub Domain
di Lingkup
Pemerintah
Daerah Provinsi

ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat
dan Sub Domain
Pemerintah Provinsi
Riau
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Tujuan | Sasaran Kode Program/ Indikator Kinerja Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Lokasi
Kegiatan Tujuan, Sasaran, | Capaian Tahun-1 Tahun-2 Kinerja Kerja
Program Awal Pada Perang
(Outcome) Perenc Akhir kat
dan Kegiatan Anaan Renstra | Daera
(Output) Perangk | hPen
at anggu
Daerah ng
Target Rp Target Rp Target | Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.16.03.1.02 | Pengelolaan E- Jumlah Dokumen | 4 4 5.350.000.000 | 4 5.350.000.000 | 8 DIKSO
government di | Hasil Pengelolaan | dokumen | dokumen dokumen Dokume | MINFO
Lingkup -E n TIK
Pemerintah government
Daerah Provinsi | Pemerintah
Provinsi
Riau
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Secara Digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel
Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2.20.02 PROGRAM Indeks 2.14 2.16 500.000.000 2.17 550.000.000 2.17 DISKO
PENYELENGGAR | Pembangunan Indeks Indeks Indeks Indeks MINFO
AAN STATISTIK Statistik TIK
SEKTORAL
2.20.02.1.01 Penyelenggaraa | Jumlahdokumen |1 1 500.000.000 1 550.000.000 2
n Statistik data statistik Dokume | Dokume Dokume Dokume
Sektoral di sektoral n n n n

Lingkup Daerah
Provinsi

dilingkup daerah

provinsi
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Tujuan | Sasaran Kode Program/ Indikator Kinerja Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Lokasi
Kegiatan Tujuan, Sasaran, | Capaian Tahun-1 Tahun-2 Kinerja Kerja
Program Awal Pada Perang
(Outcome) Perenc Akhir kat
dan Kegiatan Anaan Renstra | Daera
(Output) Perangk | hPen
at anggu
Daerah ng
Target Rp Target Rp Target | Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Secara Digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel
Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2.21.02 PROGRAM Persentase 72 80 3.850.000.000 | 85 2.350.000.000 | 85 DISKO
PENYELENGGAR | Tingkat persen Persen Persen Persen MINFO
AAN Kematangan TIK
PERSANDIAN Keamanan
UNTUK Informas
PENGAMANAN
INFORMASI
2.21.02.1.01 Penyelenggaraa | Jumlah 2 2 3.850.000.000 | 2 2.350.000.000 | 4
n Persandian Pengamanan Dokume | Dokume Dokume Dokume
untuk Penyelenggaraan | n n n n
Pengamanan Persandian
Informasi Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah Provinsi | Provinsi
2.21.02.1.02 Penetapan Pola | Jumlah Pola 0 32 100.000.000 32 100.000.000
Hubungan Hubungan Perangk | Perangk Perangk
Komunikasi Komunikasi Sandi | at at at
Sandi antar antar Perangkat Daerah daerah daerah
Perangkat Daerah Provinsi

Daerah Provinsi
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Tujuan | Sasaran Kode Program/ Indikator Kinerja Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Lokasi
Kegiatan Tujuan, Sasaran, | Capaian Tahun-1 Tahun-2 Kinerja Kerja
Program Awal Pada Perang
(Outcome) Perenc Akhir kat
dan Kegiatan Anaan Renstra | Daera
(Output) Perangk | hPen
at anggu
Daerah ng
Target Rp Target Rp Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Secara Digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel
Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran
X.XX.01 PROGRAM Persentase 100 100 28.529.224.112 | 100 29.608.379.469 | 100 DISKO
PENUNJANG Pemenuhan Persen Persen Persen Persen MINFO
URUSAN Kebutuhan TIK
PEMERINTAHAN | Pelayanan
DAERAH Administrasi
PROVINSI Perkantoran
bidang
komunikasi,
informatika dan
statistik
X.XX.01.1.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen 11 11 200.000.000 11 217.145.627 11 DISKO
Penganggaran, Perencanaan, dokume | dokum Dokum Dokume | MINFO
dan Evaluasi Penganggaran, n en en n TIK
Kinerja dan
Perangkat Evaluasi Kinerja
Daerah Perangkat Daerah
X.XX.01.1.02 | Administrasi Jumlah laporan 1 1 18.314.174.888 | 1 18.772.029.261 |1
Keuangan administrasi Dokume | Dokum Dokum Dokume
Perangkat keuangan n en en n
Daerah perangkat
daerah yang
dipenuhi
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Tujuan | Sasaran Kode Program/ Indikator Kinerja Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Lokasi
Kegiatan Tujuan, Sasaran, | Capaian Tahun-1 Tahun-2 Kinerja Kerja
Program Awal Pada Perang
(Outcome) Perenc Akhir kat
dan Kegiatan Anaan Renstra | Daera
(Output) Perangk | hPen
at anggu
Daerah ng
Jawab
Target Rp Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X.XX.01.1.03 Administrasi Jumlah Laporan 1 1 150.000.000 1 200.000.000 1 DISKO
Barang Milik barang milik Laporan | Lapora Lapora laporan | MINFO
Daerah pada daerah n n TIK
Perangkat pada Perangkat
Daerah Daerah yang
dikelola
X.XX.01.1.05 Administrasi Jumlah layanan 100 100 70.000.000 100 70.000.000 200 DISKO
Kepegawaian Administrasi paket paket paket paket MINFO
Perangkat Kepegawaian TIK
Daerah yang
Difasilitasi
X.XX.01.1.06 Administrasi Jumlah Jenis 27 Paket | 27 1.430.000.000 31 1.480.000.000 31 Paket | DISKO
Umum layanan Paket Paket MINFO
Perangkat Administrasi TIK
Daerah Umum yang di
Penuhi
X.XX.01.1.07 Pengadaan Jumlah laporan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 2 DIKSO
Barang Milik Pengadaan Laporan | Lapora lapora Laporan | MINFO
Daerah Barang n n TIK
Penunjang Milik Daerah
Urusan Penunjang
Pemerintah Urusan
Daerah Pemerintah
Daerah
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Tujuan | Sasaran Kode Program/ Indikator Kinerja Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Lokasi
Kegiatan Tujuan, Sasaran, | Capaian Tahun-1 Tahun-2 Kinerja Kerja
Program Awal Pada Perang
(Outcome) Perenc Akhir kat
dan Kegiatan Anaan Renstra | Daera
(Output) Perangk | hPen
at anggu
Daerah ng
Target Rp Target Rp Target | Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X.XX.01.1.08 PenyediaanJasa | Jumlah Jenis Jasa | 4 Jenis 4 Jenis | 7.365.049.224 4 Jenis | 7.369.204.581 4 Jenis DISKO
Penunjang penunjang urusan MFOTI
Urusan pemerintah K
Pemerintahan daerah
Daerah yang dipenuhi
X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Jumlah Jenis 165 unit | 165 900.000.000 162 1.400.000.000 162 unit | DISKO
Barang Milik Barang unit unit MFOTI
Daerah Milik Daerah K
Penunjang Penunjang
Urusan Urusan
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah yang
Dipelihara
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BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025-2029,
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2025-2029 pada Misi ke 5 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahann yang baik dan
berintegritas, serta pelayanan public yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang
kompeten dan profesional menuju pemerintahan yang berkelas dunia (world class
government) dengan tujuan Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik pada sasaran
ke dua yaitu “meningkatnya tata Kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan

akuntabel.

Berdasarkan sasaran RPJMD tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

menetapkan tujuan renstra yaitu ” Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital,
lincah, kolaboratif dan akuntabel” dengan sasaran renstra Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik;
2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komunikasi;

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

Gambar 4.1; Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

| SR

e n .. e
“Sasarand

.-----------~--------------“---------*---_---

RENSTRA .
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4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta Pendanaan

Sasaran tersebut dicapai melalui 5 (lima) program berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2017 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian
dimutakhirkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yakni sebagai berikut:

Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

A.

B. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

C. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

D. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

E. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

A. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari satu kegiatan yaitu
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi yang
didukung oleh 11 sub kegiatan yaitu:

Sub Kegiatan Relasi Media,

Sub Kegiatan Penyusunan Konten,

Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik,

Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Sub Kegiatan Diseminasi Informasi

Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik

N o u k~ w nNoPE

Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi
Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,

8. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
9. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

10. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

11. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

B. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari dua kegiatan yang didukung oleh

19 sub kegiatan sebagai berikut:
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B.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, didukung oleh sub

kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

B.2. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

didukung oleh 18 sub kegiatan yaitu:

1
2

o o~ W

10.

13
14,

Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi;

Sub Kegiatan Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke
Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi;

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi;

Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas;

Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional;

Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang
terintegrasi;

Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE;

Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas
Kominfo;

Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet;

Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus
yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta
pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE;

Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi
arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran
SPBE Pemerintah Daerah;

Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi
penyelenggaraan SPBE;

Sub Kegiatan Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;

Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah.

C. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri Penyelenggaraan Statistik Sektoral

di Lingkup Daerah Provinsi yang dari satu kegiatan yaitu didukung oleh lima sub

kegiatan yaitu:
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1 Sub Kegiatan Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
2. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral;

3. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik

Nasional;

4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

D. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dari dua
kegiatan yaitu:
D1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah

Daerah Provinsi yang didukung oleh empat sub kegiatan yaitu:

5. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan

Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

6. Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber

Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

7. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah

Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

8. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Provinsi

D2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah
Provinsi didukung oleh satu sub Kegiatan vyaitu: Operasionalisasi Jaring
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari lima kegiatan
yaitu:

E.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,

didukung oleh dua sub kegiatan yaitu:
1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

E.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah didukung oleh satu sub

kegiatan sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
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E.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah didukung

oleh satu sub kegiatan yaitu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

E.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat didukung oleh satu sub kegiatan

yaitu: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

E.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah didukung oleh lima sub
kegiatan yaitu:
1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung
oleh satu sub kegiatan yaitu Pengadaan Mebel
E.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung
oleh tiga sub kegiatan yaitu :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor .
E. 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah didukung oleh empat sub kegiatan yaitu:
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya;
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya

Adapun target program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik padaTahun 2025 - 2029 disajikan dalam tabel 4.1.
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TABEL 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG
URUSAN/
PROGRAM/
OUTCOME

INDIKATOR
OUTCOME

BASELINE
2024

2025

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

TAR
GET

PAGU

TAR
GET

PAGU

TAR
GET

PAGU

TAR
GET

PAGU

TAR
GET

PAGU

PENAN
GGUNG
JAWAB

6

8

10

11

12

13

14

15

2.16 - URUSAN
PEMERINTAHA
N BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA

39.804.597.755

41.356.997.296

42.679.856.570

44.036.764.692

45.193.399.883

2.16.01-
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHA
N DAERAH
PROVINSI

27.387.177.483

27.764.926.288

28.470.828.120

29.192.214.142

29.887.068.949

Terpenuhinya
kebutuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran

Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
(%)

100

100

100

27.387.177.483

100

27.387.177.483

100

28.470.828.120

100

29.192.214.142

100

29.887.068.949

Dinas/Badan
yang
menangani
Bidang
Komunikasi
Dan
Informatika

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024
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BIDANG INDIKATOR | BASELINE | 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENAN
URUSAN/ OUTCOME 2024 GGUNG
PROGRAM/ 2026 2027 2028 2029 2030 JAWAB
OUTCOME
TAR PAGU TAR PAGU TAR PAGU TAR PAGU TAR PAGU
GET GET GET GET GET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.16.02 - 6.909.425.272 7.486.393.373 7.826.208.115 8.176.248.108 8.430.592.689
PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI
DAN
KOMUNIKASI
PUBLIK
Meningkatnya Indeks 89,57 90,00 91,00 | 6.909.425.272 92,00 | 7.486.393.373 93,00 7.826.208.115 | 94,00 | 8.176.248.108 95,00 | 8.430.592.689 | Dinas/Badan
jangkauan dan Pengelolaan :’::fangani
kualitas Informasi dan Bidang
komunikasi Komunikasi Komunikasi
publik Publik (Nilai) Dan
pemerintah Informatika
daerah
2.16.03 - 5.507.995.000 6.105.677.635 6.382.820.335 6.668.302.442 6.875.738.245
PROGRAM
PENGELOLAAN
APLIKASI
INFORMATIKA
Meningkatnya Persentase 100 100 100 5.507.995.000 100 | 6.105.677.635 100 6.382.820.335 100 6.668.302.442 100 6.875.738.245 | Dinas/Badan
kualitas Pemenuhan ﬁgﬁangani
pengelolaan Indikator Bidang
aplikasi SPBE Komunikasi
informatika (Persentase) Dan

Informatika
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BIDANG INDIKATOR | BASELINE | 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENAN
URUSAN/ OUTCOME 2024 GGUNG
PROGRAM/ 2026 2027 2028 2029 2030 JAWAB
OUTCOME
TAR PAGU TAR PAGU TAR PAGU TAR PAGU TAR PAGU
GET GET GET GET GET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.20- URUSAN 499.914.000 495.590.717 518.086.066 541.258.315 558.095.637
PEMERINTAHA
N BIDANG
STATISTIK
2.20.02 - 499.914.000 495.590.717 518.086.066 541.258.315 558.095.637
PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN STATISTIK
SEKTORAL
Tercapainya Indeks 2,73 2,90 3,07 499.914.000 3,24 495.590.717 3,40 518.086.066 3,55 541.258.315 3,70 558.095.637 Dinas/Bad
kolaborasi, Pembanguna anyang
integrasi, dan n Statistik menangan
standarisasi (IPS) (Poin) i Bidang
dalam Statistik
penyelenggaraa
n Sistem
Statistik

Nasional (SSN)
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BIDANG INDIKATOR | BASELINE | 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PENAN
URUSAN/ OUTCOME 2024 GGUN
PROGRAM/ 2026 2027 2028 2029 2030 G
OUTCOME JAWAB
TAR PAGU TAR PAGU TAR PAGU TAR PAGU TAR PAGU
GET GET GET GET GET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.21-URUSAN 1.093.615.000 991.181.434 1.036.172.132 1.082.516.630 1.116.191.274
PEMERINTAHA
N BIDANG
PERSANDIAN
2.21.02 - 1.093.615.000 991.181.434 1.036.172.132 1.082.516.630 1.116.191.274
PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
PERSANDIAN
UNTUK
PENGAMANAN
INFORMASI
Tingkat Persentase 76,69 63,00 | 68,00 | 1.093.615.000 72,00 | 991.181.434 75,00 1.036.172.132 78,00 1.082.516.630 81,00 | 1.116.191.274 Dinas/Ba
Kesiapan Tingkat danyang
Pengamanan Kematangan menang
Informasi Keamanan ani
Pemerintah Siber dan Bidang
Daerah Sandi Persandi
Pemerintah an
Daerah
(%)
TOTAL 41.398.126.755 42.843.769.447 44.234.114.768 45.660.539.637 46.867.686.794
KESELURUHAN
Sumber : SIPD Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
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TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN FINAL RENSTRA PD PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NSPK DAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KETERANGAN
SASARAN KEGIATAN /
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Indeks Transformasi
Kelola Kelola Digital Nasional
Pemerintahan Pemerintahan yang (Pain)

Digital yang Lincah,
Kolaboratif dan
Akuntabe

digital, lincah,
kolaboratif dan
akuntabel

Meningkatnya
Keterbukaan
Informasi dan
Komunikasi Publik

Indeks Keterbukaan
Informasi
Publik (poin)

Meningkatnya
jangkauan dan
kualitas komunikasi
publik

pemerintah daerah

Indeks Pengelolaan
Informasi

dan Komunikasi
Publik (Nilai)

2.16.02 - PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI

DAN KOMUNIKASI
PUBLIK

Terkelolanya
informasi dan
komunikasi publik
pemerintah daerah
oleh dinas
kominfotik

Jumlah aktivitas
relasi media kepada
media yang
memenuhi kriteria
sebagai berikut: 1.
terverifikasi dewan
pers, dan 2.
terdaftar di Dinas
Kominfo, dan 3. aktif
dalam kegiatan
relasi media
(Laporan)

2.16.02.1.01 -
Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah
Provinsi

Jumlah ASN bidang
komunikasi publik
yang difasilitasi
mengikuti
bimtek/pelatihan
(Orang)

2.16.02.1.01 -
Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah
Provinsi
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NSPK DAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KETERANGAN
SASARAN KEGIATAN /
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Meningkatnya Terkelolanya Jumlah Komunitas 2.16.02.1.01 -
Kelola Kelola Keterbukaan jangkauan dan informasi dan Informasi yang aktif Pengelolaan

Pemerintahan
Digital yang Lincah,
Kolaboratif dan
Akuntabel

Pemerintahanyang
digital, lincah,
kolaboratif dan
akuntabe

Informasi dan
Komunikasi Publik

kualitas komunikasi
publik pemerintah
daerah

komunikasi publik
pemerintah daerah
oleh dinas
kominfotik

mendiseminasikan
informasi dan
terdaftar di Dinas
Kominfo
(Komunitas)

Informasi dan
Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah
Provinsi

Jumlah Konten
Informasi Publik
(Konten)

2.16.02.1.01 -
Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah
Provinsi

Jumlah laporan 2.16.02.1.01 -
Dukungan Pengelolaan
Administratif, Informasi dan
Keuangan, dan Tata Komunikasi
Kelola Komisi Publik Pemerintah
Informasi di Daerah Daerah

yang akuntabel Provinsi

serta disampaikan

kepada Kementerian

Komunikasi dan

Informatika

(Laporan)

Jumlah media 2.16.02.1.01 -
komunikasi publik Pengelolaan

milik pemerintah
daerah yang dikelola
maupun
pemanfaatan media
berbayar sesuai
kriteria/juknis
(Media)

Informasi dan
Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah
Provinsi
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NSPK DAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KETERANGAN
SASARAN KEGIATAN /
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Meningkatnya Terkelolanya Jumlah permohonan | 2.16.02.1.01-
Kelola Kelola Keterbukaan jangkauan dan informasi dan Informasi Publik Pengelolaan

Pemerintahan
Digital yang Lincah,
Kolaboratif dan
Akuntabel

Pemerintahanyang
digital, lincah,
kolaboratif dan
akuntabe

Informasi dan
Komunikasi Publik

kualitas komunikasi
publik pemerintah
daerah

komunikasi publik
pemerintah daerah
oleh dinas
kominfotik

yang diselesaikan
sesuai peraturan

Informasi dan
Komunikasi Publik

perundangan Pemerintah Daerah
(Permohonan) Provinsi

Jumlah rekomendasi | 2.16.02.1.01 -
komunikasi Pengelolaan
terhadap isu publik Informasi dan

yang berkembang Komunikasi Publik

dan usulan agenda
komunikasi prioritas
Pemerintah Daerah
(Rekomendasi)

Pemerintah Daerah
Provinsi

Jumlah Strategi
Komunikasi Publik
yang disusun
(Dokumen)

2.16.02.1.01 -
Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah
Provinsi

Persentase khalayak
sasaran yang
terpapar informasi
terkait peraturan
bidang informasi
dan komunikasi
publik (Persentase)

2.16.02.1.01 -
Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah
Provinsi

Persentase khalayak | 2.16.02.1.01-
yang terpapar Pengelolaan
informasi publik Informasi dan
(Persentase) Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah
Provinsi
I
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NSPK DAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KETERANGAN
SASARAN KEGIATAN /
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Meningkatnya Terkelolanya Jumlah aktivitas 2.16.02.1.01.0014 -
Kelola Kelola Keterbukaan jangkauan dan informasi dan relasi media Relasi Media
Pemerintahan Pemerintahanyang Informasi dan kualitas komunikasi komunikasi publik kepada mediayang
Digital yang Lincah, digital, lincah, Komunikasi Publik publik pemerintah pemerintah daerah memenuhi
Kolaboratif dan kolaboratif dan daerah oleh dinas kriteria sebagai
Akuntabel akuntabe kominfotik berikut: 1.
terverifikasi dewan
pers, dan 2.

terdaftar di Dinas
Kominfo, dan

3. aktif dalam
kegiatan relasi
media (Laporan)

Jumlah Konten
Informasi Publik
(Konten)

2.16.02.1.01.0015 -
Penyusunan Konten

Jumlah ASN bidang
komunikasi publik
yang difasilitasi
mengikuti
bimtek/pelatihan
(Orang)

2.16.02.1.01.0016 -
Penguatan Kapasitas
Sumber Daya
Manusia Komunikasi
Publik

Persentase khalayak
sasaran yang
terpapar informasi
terkait peraturan
bidang informasi
dan komunikasi
publik (Persentase)

2.16.02.1.01.0017 -
Sosialisasi Peraturan
Bidang Informasi
dan Komunikasi
Publik

Persentase khalayak
yang terpapar
informasi publik
(Persentase)

2.16.02.1.01.0018 -
Diseminasi
Informasi

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029

88




NSPK DAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KETERANGAN
SASARAN KEGIATAN /
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Meningkatnya Terkelolanya Jumlah Strategi 2.16.02.1.01.0019 -
Kelola Kelola Keterbukaan jangkauan dan informasi dan Komunikasi Publik Penyusunan Strategi

Pemerintahan
Digital yang Lincah,
Kolaboratif dan
Akuntabel

Pemerintahanyang
digital, lincah,
kolaboratif dan
akuntabe

Informasi dan
Komunikasi Publik

kualitas komunikasi
publik pemerintah
daerah

komunikasi publik
pemerintah daerah
oleh dinas
kominfotik

yang disusun

Komunikasi Publik

(Dokumen)
Jumlah laporan 2.16.02.1.01.0020 -
Dukungan Dukungan

Administratif,
Keuangan, dan Tata
Kelola Komisi
Informasi di Daerah
yang akuntabel
serta disampaikan
kepada Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
(Laporan)

Administratif,
Keuangan, dan Tata
Kelola Komisi
Informasi di Daerah
dalam Rangka
Penyelesaian
Sengketa Informasi
Publik

Jumlah Komunitas
Informasi yang aktif
mendiseminasikan
informasi dan
terdaftar di Dinas
Kominfo
(Komunitas)

2.16.02.1.01.0021 -
Kemitraan
Komunikasi dengan
Komunitas Informasi
Masyarakat

Jumlah permohonan
Informasi

Publik yang
diselesaikan

sesuai peraturan
perundangan
(Permohonan)

2.16.02.1.01.0022 -
Pelayanan
Informasi Publik
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NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Meningkatnya Terkelolanya Jumlah rekomendasi | 2.16.02.1.01.0023 -
Kelola Kelola Keterbukaan jangkauan dan informasi dan komunikasi Monitoring
Pemerintahan Pemerintahanyang Informasi dan kualitas komunikasi komunikasi publik terhadap isu publik Informasi Kebijakan,
Digital yang Lincah, digital, lincah, Komunikasi Publik publik pemerintah pemerintah daerah yang berkembang Opini, dan Aspirasi
Kolaboratif dan kolaboratif dan daerah oleh dinas dan usulan agenda Publik
Akuntabel akuntabe kominfotik komunikasi prioritas

Pemerintah Daerah
(Rekomendasi)

Jumlah media
komunikasi publik
milik pemerintah
daerah yang dikelola
maupun
pemanfaatan media
berbayar sesuai
kriteria/juknis
(Media)

2.16.02.1.01.0024 -
Pengelolaan Media
Komunikasi Publik

Meningkatnya
Pemanfaatan
Teknologi Informasi
dan Komunikasi

Indeks Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
(poin)

Indeks
Pemerintahan
Digital (Indeks)

Meningkatnya
kualitas pengelolaan
aplikasi informatika

Persentase 2.16.03 - PROGRAM
Pemenuhan PENGELOLAAN
Indikator SPBE APLIKASI
(Persentase) INFORMATIKA
Terlaksananya Jumlah Dokumen 2.16.03.1.01 -

Pengelolaan Nama
Domain yang Telah
ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat
dan Sub Domain
Pemerintah Provinsi
Riau

Pengelolaan Nama
Domain dan Sub
Domain Pemerintah
Daerah (Dokumen)

Pengelolaan Nama
Domain yang Telah
ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat
dan Sub Domain di
Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi
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NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Meningkatnya Terlaksananya Jumlah Dokumen 2.16.03.1.01.0004 -
Kelola Kelola Pemanfaatan kualitas pengelolaan | Pengelolaan Nama Pengelolaan Nama Pengelolaan Nama

Pemerintahan
Digital yang Lincah,
Kolaboratif dan
Akuntabel

Pemerintahanyang
digital, lincah,
kolaboratif dan
akuntabe

Teknologi Informasi
dan Komunikasi

aplikasi informatika

Domain yang Telah
ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat
dan Sub Domain
Pemerintah Provinsi
Riau

Domain dan Sub
Domain Pemerintah
Daerah (Dokumen)

Domain dan Sub
Domain
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Terlaksananya
Pengelolaan e
goverment
Pemerintah Provinsi
Riau

Jumlah aplikasi
khusus yang
dibangun dan/atau
dikembangkan
sesuai dengan
ketentuan atau
regulasi tentang
standar teknis dan
prosedur
pembangunan dan
pengembangan
aplikasi SPBE
(Aplikasi)

2.16.03.1.02 -
Pengelolaan E-
government di
Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi

Jumlah Aplikasi SPBE
Pemerintah Daerah
yang sudah
ditempatkan di
Pusat Data Nasional
(Aplikasi)

2.16.03.1.02 -
Pengelolaan E-
government di
Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi

Jumlah Aplikasi SPBE
yang terhubung
dengan Sistem
Penghubung
Layanan Pemerintah
Daerah (Aplikasi)

2.16.03.1.02 -
Pengelolaan E-
government di
Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi
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NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Meningkatnya Terlaksananya Jumlah data dan 2.16.03.1.02 -
Kelola Kelola Pemanfaatan kualitas pengelolaan | Pengelolaane informasi yang Pengelolaan E-

Pemerintahan
Digital yang Lincah,
Kolaboratif dan
Akuntabel

Pemerintahanyang
digital, lincah,
kolaboratif dan
akuntabe

Teknologi Informasi
dan Komunikasi

aplikasi informatika

goverment
Pemerintah Provinsi
Riau

dipetakan
berdasarkan
Arsitektur SPBE
pemerintah daerah
(Dokumen)

government di
Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi

Jumlah Dokumen
Fasilitasi dalam
rangka
penyelenggaraan
Audit TIK sesuai
kewenangan Dinas

2.16.03.1.02 -
Pengelolaan E-
government di
Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi

Jumlah dokumen
kebijakan tata kelola
SPBE meliputi
arsitektur, peta
rencana, proses
bisnis, serta
penyusunan
rencana dan
anggaran SPBE

2.16.03.1.02 -
Pengelolaan E-
government di
Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi

Pemerintah

Jumlah Dokumen 2.16.03.1.02 -
Koordinasi Pengelolaan E-
pelaksanaan government di
Manajemen SPBE Lingkup Pemerintah
(Dokumen) Daerah Provinsi
Jumlah Kab/Kota 2.16.03.1.02 -

yang terhubung Pengelolaan E-

dengan Jaringan
Intra Pemerintah
Daerah Provinsi
(kabupaten/kota)

government di
Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029

92




NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Meningkatnya Terlaksananya Jumlah laporan 2.16.03.1.02 -
Kelola Kelola Pemanfaatan kualitas pengelolaan | Pengelolaane operasionalisasi Pengelolaan E-

Pemerintahan
Digital yang Lincah,
Kolaboratif dan
Akuntabel

Pemerintahanyang
digital, lincah,
kolaboratif dan
akuntabe

Teknologi Informasi
dan Komunikasi

aplikasi informatika

goverment
Pemerintah Provinsi
Riau

pusat kendali
(Laporan)

government di
Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi

Jumlah laporan
Pelaksanaan
Kegiatan Fasilitasi
Promosi Literasi
SPBE dan/atau
kolaborasi
penyelenggaraan
SPBE (Laporan)

2.16.03.1.02 -
Pengelolaan E-
government di
Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi

Jumlah laporan
pelaksanaan
koordinasi dan
fasilitasi
penyelenggaraan
Provinsi Cerdas

2.16.03.1.02 -
Pengelolaan E-
government di
Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi

(Dokumen)

Jumlah Layanan 2.16.03.1.02 -
Pemda yang Pengelolaan E-
memanfaatkan government di

Portal pelayanan
Pemerintah Daerah
terintegrasi, yaitu
Portal Pelayanan
Publik, Portal
Administrasi
Pemerintahan,
dan/atau Portal
Data Nasional
(Layanan)

Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi
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NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Meningkatnya Terlaksananya Jumlah Perangkat 2.16.03.1.02 -
Kelola Kelola Pemanfaatan kualitas pengelolaan | Pengelolaane Daerah dan UPTD Pengelolaan E-

Pemerintahan
Digital yang Lincah,
Kolaboratif dan
Akuntabel

Pemerintahanyang
digital, lincah,
kolaboratif dan
akuntabe

Teknologi Informasi
dan Komunikasi

aplikasi informatika

goverment
Pemerintah Provinsi
Riau

yang memanfaatkan
akses internet yang
disediakan oleh
Dinas (Perangkat
Daerah)

government di
Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi

Jumlah Perangkat
Daerah di
pemerintah provinsi
yang terhubung
dengan Jaringan
Intra Pemerintah
Daerah Provinsi
(perangkat daerah)

2.16.03.1.02 -
Pengelolaan E-
government di
Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi

Jumlah data dan
informasi yang
dipetakan
berdasarkan
Arsitektur SPBE
pemerintah daerah
(Dokumen)

2.16.03.1.02.0013 -
Koordinasi
Pengelolaan Data
dan Informasi

Jumlah Aplikasi SPBE
Pemerintah Daerah
yang sudah
ditempatkan di
Pusat Data Nasional
(Aplikasi)

2.16.03.1.02.0020 -
Koordinasi
Pemanfaatan Pusat
Data Nasional
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NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Meningkatnya Terlaksananya Jumlah Layanan 2.16.03.1.02.0021 -
Kelola Kelola Pemanfaatan kualitas pengelolaan | Pengelolaane Pemda yang Koordinasi
Pemerintahan Pemerintahanyang Teknologi Informasi aplikasi informatika goverment memanfaatkan pemanfaatan Portal
Digital yang Lincah, digital, lincah, dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Portal pelayanan Pelayanan
Kolaboratif dan kolaboratif dan Riau Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Akuntabel akuntabe terintegrasi, yaitu yang terintegrasi

Portal Pelayanan
Publik, Portal
Administrasi
Pemerintahan,
dan/atau Portal
Data Nasional

(Layanan)

Jumlah Dokumen 2.16.03.1.02.0023 -
Koordinasi Koordinasi
pelaksanaan pelaksanaan
Manajemen SPBE Manajemen SPBE
(Dokumen)

Jumlah Dokumen
Fasilitasi dalam
rangka
penyelenggaraan
Audit TIK sesuai
kewenangan Dinas

2.16.03.1.02.0024 -
Fasilitasi
penyelenggaraan
Audit TIK sesuai
kewenangan Dinas
Kominfo

Jumlah Perangkat
Daerah di
pemerintah provinsi
yang terhubung
dengan Jaringan
Intra Pemerintah
Daerah Provinsi
(perangkat daerah)

2.16.03.1.02.0030 -
Penyelenggaraan
Jaringan Intra
Pemerintah Daerah
Provinsi
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NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Meningkatnya kualitas | Terlaksananya Jumlah laporan 2.16.03.1.02.0031 -
Kelola Kelola Pemanfaatan pengelolaan aplikasi Pengelolaan e pelaksanaan Koordinasi dan

Pemerintahan
Digital yang Lincah,
Kolaboratif dan
Akuntabel

Pemerintahanyang
digital, lincah,
kolaboratif dan
akuntabe

Teknologi Informasi
dan Komunikasi

informatika

goverment
Pemerintah Provinsi
Riau

koordinasi dan
fasilitasi
penyelenggaraan
Provinsi Cerdas
(Dokumen)

Fasilitasi
Penyelenggaraan
Provinsi Cerdas

Jumlah Perangkat
Daerah dan UPTD
yang memanfaatkan
akses internet yang
disediakan oleh
Dinas (Perangkat
Daerah

2.16.03.1.02.0032 -
Penyediaan Akses
Internet

Jumlah aplikasi khusus
yang dibangun
dan/atau
dikembangkan sesuai
dengan ketentuan
atau regulasi tentang
standar teknis dan
prosedur
pembangunan dan
pengembangan
aplikasi SPBE (Aplikasi)

2.16.03.1.02.0033 -
Koordinasi
pembangunan
dan/atau
pengembangan
Aplikasi Khusus yang
sesuai dengan
arsitektur dan peta
rencana SPBE
pemerintah daerah,
serta pemanfaatan
Aplikasi Umum SPBE

Jumlah dokumen
kebijakan tata
kelola SPBE meliputi
arsitektur, peta
rencana, proses
bisnis, serta
penyusunan
rencana dan
anggaran SPBE
Pemerintah Daerah
(Dokumen)

2.16.03.1.02.0034 -
Koordinasi
penyusunan
kebijakan tata kelola
SPBE meliputi
arsitektur, peta
rencana, proses
bisnis, serta
penyusunan
rencana dan
anggaran SPBE
Pemerintah Daerah
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NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Meningkatnya kualitas | Terlaksananya Jumlah laporan 2.16.03.1.02.0035 -
Kelola Kelola Pemanfaatan pengelolaan aplikasi Pengelolaan e Pelaksanaan Koordinasi dan

Pemerintahan
Digital yang Lincah,
Kolaboratif dan
Akuntabel

Pemerintahanyang
digital, lincah,
kolaboratif dan
akuntabe

Teknologi Informasi
dan Komunikasi

informatika

goverment
Pemerintah Provinsi
Riau

Kegiatan Fasilitasi
Promosi Literasi
SPBE dan/atau
kolaborasi
penyelenggaraan
SPBE (Laporan)

Fasilitasi Promosi
Literasi
SPBEdan/atau
kolaborasi
penyelenggaraan
SPBE

Jumlah Aplikasi
SPBE yang
terhubung dengan
Sistem Penghubung
Layanan
Pemerintah Daerah
(Aplikasi)

2.16.03.1.02.0036 -
Penyelenggaraan
Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah
Daerah dalam
rangka
interopabilitas data
dan integrasi
layanan

Jumlah laporan
operasionalisasi
pusat kendali

2.16.03.1.02.0037 -
Penyelenggaraan
pusat kendali

(Laporan) Pemerintah Daerah
Tercapainya Indeks 2.20.02 - PROGRAM
kolaborasi, integrasi, Pembangunan PENYELENGGARAAN
dan standarisasi Statistik (IPS) (Poin) STATISTIK SEKTORAL
dalampenyelenggaraan | terselenggaranya Jumlah laporan 2.20.02.1.01-

Sistem Statistik
Nasional (SSN)

data statistik
sektoral pemerintah
provinsi riau

penyelenggaraan
forum satu data
daerah (Laporan)

Penyelenggaraan
Statistik Sektoral di
Lingkup Daerah
Provinsi

Jumlah pegawai
yang mendapatkan
pelatihan di bidang
statistik (Orang)

2.20.02.1.01 -
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral di
Lingkup Daerah
Provinsi
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NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Tercapainya terselenggaranya Persentase kegiatan | 2.20.02.1.01-
Kelola Kelola Pemanfaatan kolaborasi, integrasi, data statistik statistik sektoral Penyelenggaraan

Pemerintahan
Digital yang Lincah,
Kolaboratif dan
Akuntabel

Pemerintahanyang
digital, lincah,
kolaboratif dan
akuntabe

Teknologi Informasi
dan Komunikasi

dan standarisasi
dalampenyelenggaraan
Sistem Statistik
Nasional (SSN)

sektoral pemerintah
provinsi riau

yang hasilnya dapat
diakses oleh
pengguna data. (%)

Statistik Sektoral di
Lingkup Daerah
Provinsi

Persentase kegiatan
statistik sektoral

2.20.02.1.01-
Penyelenggaraan

yang sudah Statistik Sektoral di
mendapatkan Lingkup Daerah
rekomendasi dari Provinsi

pembina data

statistik (%)

Persentase kegiatan | 2.20.02.1.01 -

statistik sektoral
yang telah
memenuhi standar
data, metadata,
interoperabilitas
data dan kode
referensi dan/atau
data induk (%)

Penyelenggaraan
Statistik Sektoral di
Lingkup Daerah
Provinsi

Persentase kegiatan
statistik yang
dilengkapi dokumen
perencanaan
kegiatan statistik
sektoral (%)

2.20.02.1.01 -
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral di
Lingkup Daerah
Provinsi

Persentase kegiatan
statistik sektoral
yang telah
memenuhi standar
data, metadata,
interoperabilitas
data dan kode
referensi dan/atau
data induk (%)

2.20.02.1.01.0016 -
Pemenuhan Prinsip
Satu Data Indonesia
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NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Tercapainya terselenggaranya Persentase kegiatan | 2.20.02.1.01.0017 -
Kelola Kelola Pemanfaatan kolaborasi, integrasi, data statistik statistik sektoral Pengelolaan

Pemerintahan
Digital yang Lincah,
Kolaboratif dan
Akuntabel

Pemerintahanyang
digital, lincah,
kolaboratif dan
akuntabe

Teknologi Informasi
dan Komunikasi

dan standarisasi

dalampenyelenggaraan

Sistem Statistik
Nasional (SSN)

sektoral pemerintah
provinsi riau

yang sudah
mendapatkan
rekomendasi dari
pembina data
statistik (%)

kegiatan statistik
sektoral dalam
sistem statistik
nasional

Persentase kegiatan
statistik yang
dilengkapi dokumen
perencanaan
kegiatan statistik
sektoral (%)

2.20.02.1.01.0018 -
Pelaksanaan Proses
Bisnis Statistik
Sektoral Sesuai
Standar

Persentase kegiatan
statistik sektoral
yang hasilnya dapat
diakses oleh
pengguna data. (%)

2.20.02.1.01.0019 -
Peningkatan kualitas
statistik sectoral

Jumlah pegawai
yang mendapatkan
pelatihan di bidang
statistik (Orang)

2.20.02.1.01.0020 -
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Statistik Sektoral

Jumlah laporan
penyelenggaraan
forum satu data
daerah (Laporan)

2.20.02.1.01.0021 -
Koordinasi dan
kolaborasi dalam
penyelenggaraan
statistik sectoral

Tingkat Kesiapan

Pengamanan Informasi

Pemerintah Daerah

Persentase Tingkat
Kematangan
Keamanan Siber
dan Sandi
Pemerintah Daerah
(%)

2.21.02 - PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN
UNTUK
PENGAMANAN
INFORMASI
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NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Tingkat Kesiapan Terselenggaranya Jumlah Kebijakan 2.21.02.1.01-
Kelola Kelola Pemanfaatan Pengamanan Informasi | pengamanan Tata Kelola Penyelenggaraan
Pemerintahan Pemerintahanyang | Teknologilnformasi | Pemerintah Daerah informasi Keamanan Persandian untuk
Digital yang Lincah, digital, lincah, dan Komunikasi pemerintah daerah Informasi dan Pengamanan
Kolaboratif dan kolaboratif dan Persandian Informasi
Akuntabel akuntabe Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
yang Ditetapkan Provinsi
baik berupa
Peraturan
Gubernur,
Keputusan

Gubernur maupun
Norma, Standar,
Prosedur dan
Kriteria yang
digunakan sebagai
panduan dalam
menjalankan
penyelenggaraan
persandian.
(Dokumen)

Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Keamanan
Informasi
Pemerintahan
Daerah Provinsi
Berbasis Elektronik
dan Non Elektronik
(Laporan)

2.21.02.1.01-
Penyelenggaraan
Persandian untuk
Pengamanan
Informasi
Pemerintah Daerah
Provinsi
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NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Tingkat Kesiapan Terselenggaranya Jumlah Laporan 2.21.02.1.01-
Kelola Kelola Pemanfaatan Pengamanan Informasi | pengamanan Pengelolaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Pemerintahanyang | Teknologilnformasi | Pemerintah Daerah informasi Sumber Daya Persandian untuk
Digital yang Lincah, digital, lincah, dan Komunikasi pemerintah daerah Keamanan Pengamanan
Kolaboratif dan kolaboratif dan Informasi dan Informasi
Akuntabel akuntabe Persandian Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi
berdasarkan

Analisis Kebutuhan
(Laporan)

Jumlah Perangkat
Daerah yang Telah
Menggunakan
Layanan Keamanan
Informasi dan
Persandian
(Perangkat Daerah)

2.21.02.1.01 -
Penyelenggaraan
Persandian untuk
Pengamanan
Informasi
Pemerintah Daerah
Provinsi

Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Keamanan
Informasi
Pemerintahan
Daerah Provinsi
Berbasis Elektronik
dan Non Elektronik
(Laporan)

2.21.02.1.01.0005 -
Pelaksanaan
Keamanan Informasi
Pemerintahan
Daerah Berbasis
Elektronik dan Non
Elektronik

Jumlah Perangkat
Daerah yang Telah
Menggunakan
Layanan Keamanan
Informasi dan
Persandian
(Perangkat Daerah)

2.21.02.1.01.0006 -
Penyediaan Layanan
Keamanan Informasi
dan Persandian
Pemerintah Daerah
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NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Tingkat Kesiapan Terselenggaranya Jumlah Laporan 2.21.02.1.01.0007 -
Kelola Kelola Pemanfaatan Pengamanan Informasi | pengamanan Pengelolaan Pengelolaan Sumber
Pemerintahan Pemerintahanyang | Teknologilnformasi | Pemerintah Daerah informasi Sumber Daya Daya Keamanan
Digital yang Lincah, digital, lincah, dan Komunikasi pemerintah daerah Keamanan Informasi dan
Kolaboratif dan kolaboratif dan Informasi dan Persandian
Akuntabel akuntabe Persandian Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis
berdasarkan Kebutuhan

Analisis Kebutuhan
(Laporan)

Jumlah Kebijakan
Tata Kelola
Keamanan
Informasi dan
Persandian
Pemerintah Daerah
yang Ditetapkan
baik berupa
Peraturan
Gubernur,
Keputusan
Gubernur maupun
Norma, Standar,
Prosedur dan
Kriteria yang
digunakan sebagai
panduan dalam
menjalankan
penyelenggaraan
persandian.
(Dokumen)

2.21.02.1.01.0008 -
Penetapan
Kebijakan Tata
Kelola Keamanan
Informasi dan
Persandian
Pemerintah Daerah
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NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Tingkat Kesiapan Terlaksananya Jumlah 2.21.02.1.02 -
Kelola Kelola Pemanfaatan Pengamanan Informasi | Operasioalisasi Operasionalisasi Penetapan Pola
Pemerintahan Pemerintahanyang | Teknologilnformasi | Pemerintah Daerah Jaring Komunikasi Layanan Keamanan Hubungan

Digital yang Lincah,
Kolaboratif dan
Akuntabel

digital, lincah,
kolaboratif dan
akuntabe

dan Komunikasi

Sandi Perangkat
Daerah

Informasi dan
Persandian
Pemerintah Daerah
berdasarkan
pemetaan pola
hubungan
komunikasi sandi

pemerintah Daerah.

(Kegiatan)

Komunikasi Sandi
antar Perangkat
Daerah Provinsi

Jumlah
Operasionalisasi
Layanan Keamanan
Informasi dan
Persandian
Pemerintah Daerah
berdasarkan
pemetaan pola
hubungan
komunikasi sandi

pemerintah Daerah.

2.21.02.1.02.0002 -
Operasionalisasi
Layanan Keamanan
Informasi dan
Persandian
Pemerintah Daerah

(Kegiatan)

Meningkatnya Nilai SAKIP

Akuntabilitas Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat (Poin)

Daerah Terpenuhinya Persentase 2.16.01- PROGRAM
kebutuhan pelayanan Pemenuhan PENUNJANG
administrasi Kebutuhan URUSAN
perkantoran Pelayanan PEMERINTAHAN

Administrasi DAERAH PROVINSI

Perkantoran (%)
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NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Terpenuhinya Terlaksananya Jumlah Dokumen 2.16.01.1.01-
Kelola Kelola Akuntabilitas kebutuhan pelayanan Perencanaan, Perencanaan Perencanaan,
Pemerintahan Pemerintahanyang | Kinerja Perangkat administrasi Penganggaran, dan Perangkat Daerah Penganggaran, dan
Digital yang Lincah, digital, lincah, Daerah perkantoran Evaluasi (Dokumen) Evaluasi Kinerja
Kolaboratif dan kolaboratif dan Kinerja Perangkat Perangkat Daerah
Akuntabel akuntabe Daerah Jumlah Laporan 2.16.01.1.01-
Evaluasi Kinerja Perencanaan,

Perangkat Daerah
(Laporan)

Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah
(Dokumen)

2.16.01.1.01.0001 -
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
(Laporan)

2.16.01.1.01.0007 -
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Terpenuhinya
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
(Orang/ Bulan)

2.16.01.1.02 -
Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan

2.16.01.1.02.0001 -
Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN Tunjangan ASN
(Orang/ Bulan)
Terlaksananya Jumlah Laporan 2.16.01.1.03 -
AdministrasiBarang | Penatausahaan Administrasi Barang
Milik Daerah pada Barang Milik Daerah | Milik Daerah pada
Perangkat Daerah pada SKPD Perangkat Daerah
(Laporan)
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NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Terpenuhinya Terlaksananya Jumlah Laporan 2.16.01.1.03.0006 -
Kelola Kelola Akuntabilitas kebutuhan pelayanan Administrasi Barang | Penatausahaan Penatausahaan
Pemerintahan Pemerintahanyang | Kinerja Perangkat administrasi Milik Daerah pada Barang Milik Daerah | Barang Milik Daerah
Digital yang Lincah, digital, lincah, Daerah perkantoran Perangkat Daerah pada SKPD pada skpd
Kolaboratif dan kolaboratif dan (Laporan)
Akuntabel akuntabe

Terpenuhinya
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Paket
Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapan (Paket)

Jumlah Paket
Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapan (Paket)

Jumlah Paket
Pakaian Dinas
Beserta Atribut

2.16.01.1.05.0002 -
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta

Kelengkapan (Paket) | Atribut
Kelengkapannya

Terpenuhinya Jumlah Laporan 2.16.01.1.06 -
Administrasi Umum Penyelenggaraan Administrasi Umum
Perangkat Daerah Rapat Koordinasi Perangkat Daerah

dan Konsultasi SKPD

(Laporan)

Jumlah Paket Bahan | 2.16.01.1.06 -

Logistik Kantor yang
Disediakan (Paket)

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Paket
Barang Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan (Paket)

2.16.01.1.06 -
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
yang Disediakan
(Paket)

2.16.01.1.06 -
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
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NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya Tata Meningkatkan Tata Meningkatnya Terpenuhinya Terpenuhinya Jumlah Paket 2.16.01.1.06 -
Kelola Kelola Akuntabilitas kebutuhan pelayanan Administrasi Umum Peralatan dan Administrasi Umum
Pemerintahan Pemerintahanyang | Kinerja Perangkat administrasi Perangkat Daerah Perlengkapan Perangkat Daerah
Digital yang Lincah, digital, lincah, Daerah perkantoran Kantor yang
Kolaboratif dan kolaboratif dan Disediakan (Paket)
Akuntabel akuntabe Jumlah Paket 2.16.01.1.06.0001 -

Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
yang Disediakan
(Paket)

Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan (Paket)

2.16.01.1.06.0002 -
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan (Paket)

2.16.01.1.06.0004 -
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket
Barang Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan (Paket)

2.16.01.1.06.0005 -
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD
(Laporan)

2.16.01.1.06.00009 -
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

Terlaksananya
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daera

Jumlah Paket Mebel
yang Disediakan
(Paket)

2.16.01.1.07 -
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah®
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NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya Tata
Kelola
Pemerintahan
Digital yang Lincah,
Kolaboratif dan
Akuntabel

Meningkatkan Tata
Kelola
Pemerintahanyang
digital, lincah,
kolaboratif dan
akuntabe

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Perangkat
Daerah

Terpenuhinya
kebutuhan pelayanan
administrasi
perkantoran

Terlaksananya
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Paket Mebel
yang Disediakan
(Paket)

2.16.01.1.07.0005 -
Pengadaan Mebel

Tersedianya Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

2.16.01.1.08 -
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan

yang Disediakan Daerah
(Laporan)
Jumlah Laporan 2.16.01.1.08 -

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan

Kantor yang Pemerintahan
Disediakan Daerah
(Laporan)

Jumlah Laporan 2.16.01.1.08 -

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
(Laporan)

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
(Laporan)

2.16.01.1.08.0001 -
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
(Laporan)

2.16.01.1.08.0002 -
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
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NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya Tata | Meningkatkan Tata | Meningkatnya Terpenuhinya Tersedianya Jasa Jumlah Laporan 2.16.01.1.08.0004 -
Kelola Kelola Akuntabilitas kebutuhan pelayanan Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa

Pemerintahan
Digital yang Lincah,
Kolaboratif dan
Akuntabel

Pemerintahanyang
digital, lincah,
kolaboratif dan
akuntabe

Kinerja Perangkat
Daerah

administrasi
perkantoran

Pemerintahan
Daerah

Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
(Laporan)

Pelayanan Umum
Kantor

Terlaksananya
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah

Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)

2.16.01.1.09 -
Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang
Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Unit)

2.16.01.1.09 -
Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara (Unit)

2.16.01.1.09 -
Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)

2.16.01.1.09 -
Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
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NSPK DAN PROGRAM /
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
RPJMD YANG SUBKEGIATAN
RELEVAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya Meningkatkan Meningkatnya Terpenuhinya Terlaksananya Jumlah Kendaraan 2.16.01.1.09.0002 -
Tata Kelola Tata Kelola Akuntabilitas kebutuhan Pemeliharaan Dinas Operasional atau Penyediaan Jasa
Pemerintahan Pemerintahan Kinerja Perangkat pelayanan Barang Milik Lapangan yang Pemeliharaan, Biaya
Digital yang yang digital, Daerah administrasi Daerah Dipelihara dan Pemeliharaan, Pajak dan
Lincah, Kolaboratif | lincah, kolaboratif perkantoran Penunjang Urusan Dibayarkan Pajak dan Perizinan Kendaraan
dan Akuntabel dan akuntabe Pemerintahan Perizinannya (Unit) Dinas Operasional atau

Daerah

Lapangan

Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara (Unit)

2.16.01.1.09.0006 -
Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Jumlah Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)

2.16.01.1.09.00009 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)

2.16.01.1.09.0010 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Sumber: SIPD RIAU RENSTRA PD Periode RPJMD 2025 - 2029
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TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
[ T | o | o0 | ; . ' : o | ] | : | i i N
s ,:’-:7' o= - T ] T
,. arsimrasson : 20mar 008 0
216220221

| Terpenuhinya 0000 -
kebutuhan |mm DINAS
pelayanan Kabutuhan Pelayanan 100 | 100 | 100 2738717748300 100 | 2776492628800 100 28470828120 100 20192214142 100 29 887 068 549,00 KOMUNIKAS!,

| Adrninarasi Perkantoenn (%) INFORMATIKA
packantoran DAN

ATISTIK

2.16.01.1.01 -
Perencansan,
M' 200.000.000,00] 180.000,000,00] 200.000.000| 200,000,000 200.000.000,00|
lmw
Daerah
i"m
[Perencanaan, |\ o | aporan Evaluasi
:"‘"“""E e [Kineria Pecangkat Dascah 7 7 1 200.000.00000] 1 180.000.000.00] 1 200.000000] 1 200,000000f 1 200.000.000,00
Kinena Pecanghat (Laporan)
Daerah

lwmhm-)m 4 4 . 7 7 7 7
2.16.01.1.01.0001
« Penyusunan
Dokumen 50,000.000,00 50.000.000,00| 50,000.000| 50,000,000 50.000.000,00 |RiaU
Perencanaan
| Perangkat Daerah
Tersusunnys
. J“F"""m priumevry P 7 50.000.000.00] 7 50.000.000,00| 7 50000000| 7 s0.000000| 7 50.000.000,00
Perangkat Dasrah
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INDIKATOR DUTCOME | QUTPUT

TARGEY

TanGaY

L} nm

L I3
el

§
HH

2.16,01.1.01.0007
- Evaluas: Kinera
Parangkat Dasrah

150.000.000,00

130.000.000,00

150.000.000|

150.000.000

150.000.000,00

Teraksananya
|Evaluas: Kinena
Perangkat Dasrah

Jumiah Laporan Evaluasi

Kinarja Perangkat Daerah
(Laporan)

150.000.000.00

130.000.000,00

150.000.000 1

150.000.000

1 150.000.000,00

21601102
Administras|

Keuangan
|Porangkat Daarah

23,172.724.680.00

25,300 000 000

25800 000.000

26.490.000.000,00

Jumiah Qrang yang Menenma
Gayp dan Turngangan ASN
{Orang/ Bulan)

100

23172724 680,00

25.300.000.000,00

25.300.000000| 200

25800 000 000

200 26.490.000.000,00

2.16.01.1.02.0001
- Panyodiaan Gayl
dan Tunjangan
ASN

23172724 680.00

25.300.000.000,00

25.300.000.000

2%.800.000.000

26.490.000.000,00

Tersedianya Gajl
dan Tunjangan
ASN

Jumniah Orang yang Menenma
Gayj dan Tunjangan ASN
(Orang/ Bulan)

100

200

23.172.724 680,00

25.300.000.000,00

25.300.000.000| 200

25.800.000.000

200 26.4590.000.000,00

2.16.01.1.03-
B

Barang Miik
Oaerah pada

Peranghat Daerah

150.000.000.00

130.000.000,00

150.000.000|

150,000,000

150.000.000,00

Teraksananya
Administrasi
Barang Miik
Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumiah Laporan

Daerah pada SKPD (Laporan)

150.000.000.00]

130.000.000,00

150000000 1

150.000.000,

1 150.000.000,00

2.16.01.1,03.0006
- Panatausahaan
|Barang Mk
Dasrah pads

|SKPD

150.000.000.00

130.000.000,00

150.000.000|

150.000.000

150.000.000,00

Tertaksananya
Penatausahaan
Barang Miik
Daorah pada
SKPD

Jusnlah Lagoran
Penatausahaan Barang Milk
Daerah pada SKPD (Lagoran)

$50.000.000,00

130.000.000,00

150.000.000 1

150.000.000

1 150.000.000,00
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T
y ARGET DAN PAGL INDICATIF TAMUN .
OUTCOME / INDATOR OUTCOME (OUTPUT | E TANUN | 2025 2020 0 Jum 03 'mm
l“':‘M et TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGY TARGEY rAGU TARGEY PAGU TARGEY PAGU
o 107 oy L) o ] L) o0 (0% L ) 1 ny (v o
216.01.1.05-
Administrasi
K 0,00/ 50.000.000,00 130.801.832 50.000.000 50.000.000,00
Perangkat Dasrah
TermenuiiTya | jumian Paket Pakaian Dinas
Beserta Akibut Kelengkapan 100 100 0 0.00] 100 5000000000 100 130,901,832} 100 50.000.000] 100 50.000.000,00:
Perangkat Daerah | P2kt
2.16.01.1.05.0002
« Pengadaan
Pakaian Dinas
|8osarta Adri 0,00 50.000.000,00 130,901,632 50.000.000, 50.000.000,00
K o mya
;mg’::a. Jumiah Paket Pakalan Dinas
|esarta Atrivut Besarta Abut Kefengkapan 100 100 0 0,001 100 50.000.000,00] 100 130 901 832] 100 50.000,000] 100 50.000 000 00:
Kelenghkapan {Paket)
21601108
Administrasi
) P o 1212484 493,00 845.000,000,00 945,000,000 1.160.2687 854 1.080 287 £54 00
Daarah
forpenahioda | jumiah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan ‘ 4 1 1212464 453.00 1 845.000.000,00 1 945 000,000, 1 1.160.287 B54 1 1.080.287 854 00
Umim Porangkat (Paket)
Daarah
Jumiah Laporan
Panyolonggaraan Rapat
¢ i dan Konsulas] 1 1 1 1 1 1 1
SKPD (Laporan)
Jumlah Paket Komponen
Instalas: Listrik/Penerangan
& Kantor yang 2 2 2 2 2 2 2
Disediakan (Paket)
Jumiah Paket Paratatan dan
Pedengkapan Kantor yang 20 1 1 1 1 1 1
Disediakan (Pakel)
Jumiah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang 2 2 1 1 1 1 1
Disediakan (Pakel}
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OUTCOME / MOINATOR OUTCOME / OUTPUT | £ TAMUN | 2028 2036 »3r 029 2030
KEQUATAN / Ll poerem o - " reves T =
2.16.01.1.06 0001
- Panyediaan
Komponaen
45.000.000,00 45.000,.000,00 45000000 50.000.000 50.000.000,00;

ListrikPenaranga
n Bangunan
Kantor
Tersedianya
Komponan Jurrdah Paket Komponen
Instalaal nstalasl Listrik/Pensrangan
UstrikPeneranga |Bangunan Kantor yang 2 2 2 4500000000 2 4500000000 2 45 000 000: 50000000 2 50.000.000,00
n Bangunan Disediakan (Paket)
Kantor
2.16.01,1.06.0002
« Penyediaan
Peralatan dan 47002274100 200.000.000.00 250.000.000 350.000.000| 300.000.000,00
Perlenghapan
Kantor
Pecuatandan | 2JTmioh Paket Paraatan dan
Perlengkapan {Padangkapan Kantoe yang 20 1 1 AT00Z2. 741,00 1 200.000.000,00 1 250.000.000 350.000 000 1 300.000.000,00

Disediakan (Pakat)
Kantor
2.16.01.1.06.000¢
- Penyediaan
Kantor
Tersediarya Jutriah Paket Bahan Logath
Bahan Logistix Kantor yang Disediakan 2 2 1 230.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000: 250,000 000 1 250.000.000,00
Kantor |(Paket)
2 18.01.1.08.0005
. Ewecieen 67 461.752,00 50.000.000,00 50.000.000 80287 854 80287 854 00
dan Penggandaan
Tersedianya {Jumiah Paket Barang Catakan
Barang Cetakan {dan Panggandaan yang 2 2 1 67 461.752,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000 80.287 854 1 80287 854 00
dan Panggandaan | Disediakan (Paket)
2.16.01 1.06 0009
Penyelanggaraan
Rapat Keordinasi 400 000.000,00 350 .000,000,00 400 000 000 430.000 000 400.000.000,00
dan
Konsultasi SKPO
Toraksananya
Peayet o I.Nmbh Laporan
Rapat Koordinasi I ¥ Ndan |~‘ - 1 1 1 400 000.000,00 1 350.000,000,00 1 400.000 000 430.000.000 1 400.000.000,00
dan Konsulas!  1skPo (Laporan)
SKPD
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INOATOR OUTCTOME 1 OUTIUT

TANGET

TARGEY

TARGET

TARGET

l
oL

ii!

150 000 000.00

50 000.000,00

80.000.000

80.000 000,00

Penunjang

Jumiah Paket Mobal yang
Disediakan (Pakat)

150.000.000,00|

50.000.000,00

80,000.000,00

2.16.01.1.07.0005
« Pengadaon
Mabeo!

150.000.000,00

50.000.000,00

£0.000.000,00

Torsodianya
Metel

Jumiah Paket Mebal yang
Disediakan (Paket)

150,000.000,00

50 .000.000,00

50.000.000

80.000 000,00

2.1601.1.08 -
Penyodiaan Jasa
|Penunjang
Urusan

1.726.968 310,00

B30.926.288,00

1019.926.284

1.019.926.288

1.019.526 288,00

Jumiah Laporen Penyedisan
Jasa Surat Menyurat (Laporan)

1,726,068 310,00

636 926.288 00

1019926 288

1.019.926.288

1,019,526 285,00

[ Jumiah Laporan Penyediaan

Jasa Pelayanan Umum Kantor
yong Disediokan (Loporan)

Jumish Laporan Penyedisan
Jasa Komuniasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang

| Disediakan (Laporan)

2.16.01.1.08.0001
« Ponyodiaan
Josa Surat
Meanyurat

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000

15.000.000

15.000 000,00

Terlaksananys
Penyedisan Jasa
Surat Manyurat

Jumiah Laporan Penyedinan
Jasa Surat Menyurat (Laporan)

15.000.000,00

15 000.000,00

15.000.000

15.000.000

15.000.000,00

2.16.01.1.08.0002
« Panyediaan
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listnk

5.000 000,00

4.926.288,00

4.926.280

4.926.208

4.926.268,00

Tersediarya Jasa
Koemunikas:
Sumber Daya Air
dan Listnk

Jumish Laporan Penyedinan
Jasa Komunixaesi, Sumber
Daya Alr dan Listris yang
Disediakan (Laporan)

5.000.000,00

4.926.288,00

4,926 258

4.926.288

4.928.288,00
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7 TARGET DAN FAGL INDIKATIF TAHUN
DUTCOME | WDIKATOR OUTCOME / OUTPUT l'n— 2028 2000 20 £ w28 200
sl M3 Laacer| Tamcer PAGY TARGET Bagy TARGET Pacy TARGET PAGU TaRGET paGU
o ) on | oo | on ) o7 = 9 o . ) o o4

2.16.01.1.06.0004
- Penyadiaan
1as Putiyatan 1.706.968.310,00 (£20.000.000,00 1.000.000 000 1.000.000.000 1.000.000.000,00
Umnum Kantor
Torsadianya Jasa |Jumiah Laporan Penyediaan
Petayanan Umum |Jasa Pelayanan Umurn Kantor 1 1 1 1.706.988.310,00 1 620.000.000,00 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000,00
Kantor yang Disediakan (Laposan)
21601100+
Pemelharsan
Barang Milk
| ap-'m"' 775.000.000,00 570.000.000,00 675.000.000 732.000,000 816.852 807 00|
Urusan
Pomerintahan
Daerah
Tarlaksanaya
Pemelhacsan
Barang Mk Jumiah Sarana dan Prasarana
|Dasrah {Gedung Kantor atau Bangunan 1 1
= : 3 775.000.00000] 3 570.000.00000] 3 875.000.000 3 732000000 3 818.854 807 00|
Urusan DwpeliharaDirshabitas! (Unit)
Pemerintahan
Daerah

Jumilah Gedung Kantar dan

|Banguran Lainnys yang 2 2 3 3 3 3 3

DipeliharaDirehabiitas! (Unit)

Jumiah Kandaraan Dinas

Op al atau Lapang

yang Dipalihars dan 18 186 7 17 17 1w 7

Dibayarkan Pajak dan

| Porizinannya (Unit)

Jumiah Peralatan dan Mesin

4 a a 1

Lainnya yang Dipeahara (Unit) 142 142 100 100 100 100 00
2.16.01.1 09,0002
« Penyedioan
Jasa
Pometharaan,
Biaya
Pemeiharaan 325.000.000,00 300.000.000,00 325.000.000| 332.000.000 330.000.000.00
Pagak dan
Perzinan
Kendaraan Dinas
Oporasional atau
Lapangan
Tersedianys Jass
Pemetnaraan,
Biaya Jumiah Kendaraan Dinas
Pemelharsan, Operasional atau Lagangan
Pagak dan yang Dipalhara dan 18 18 17 32500000000 7 30000000000 17 325000000 17 3320000000 7 330.000 000,00
Penzinan Pajk dan
Kendaraan Dinas |Perizinannys (Urit)
Oparasional atau
Lapangan
2.16.01.1 00.0006
- Pomesharaan
Peralatan dan 300.000,000,00 100.000.000,00 150,000 000 150.000.000 150.000 000,00
Mesin Lannya
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-
l!i

Pematharaan
Paralatan dan
Masin Lannys

Jumiah Paratatan dan Mesin
Lairnys yang Dipelhara (Unit)

142

300.000 000.00

100

100,000 000.00

150.000 000

100

150.000.000,00

2.16.01.1.09 0009

Pomesharsan/Re
habitasi Gedung
Kantor dan
Bangunan
Lannya

150.000 000,00

120.000.000.00

150.000 000

286 854 807 00

Tertaksananya
PemetharsanRe
Gedung
Kantor dan
Bangunan
Lainnya

Jumiah Gedung Kantor dan
|Bangunan Lainnya yang
DipelharaDirehabilitasi (Unit)

150.000.000,00

120.000.000,00

150.000.000

200.000 000

286 454 807,00

2.16.01.1.000010

0.00

50 000 000.00

50.000 000

50 000 000,00

dan Prasarana

Gedung Kantor

Jurniah Sarana dan Prassrana
Geadung Kanor stau Bangunan
Lairmys yang
DipelifharaDirehabiltasi (Und)

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

7.486 393 373,00

7.826.208.115]

“8.176.248.108|

8957

90.00

91,00

6.909.425.272,00| 92,00

7.486,393.373,00

7826208115

94,00

8.176.248.108] 95,00

216220221
01.0000 -

DINAS
B.430 552 68900 | KOMUNIKASL,
INFORMATIKA
DAN
STATIST

21602101

Pengeiolaan
Informasi dan
Komunikas: Pubik
Pemenniah
Daerah Proving

6.909.426.272.00|

7.4865.393 373,00

7.826 208 115,

8.176.248.108.

B8.430.592.689,00|
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[ BEANG URUSAN | ; B T
, ARGET DAN PAGL INDIKATIF TANUN

PROGRAM {
ouTCONE | INDICATOR OUTCOME / OUTPUT | B TAMUN | 2025 2020 2027 0 009 2030 wm LOKAS! WETERANGAN
mernailnal WM anet | TARcer AU TARGET rAGU TARGET Pagu TARGET AU TARGET PaGU
oo 2 =) o) | o (o v o ) o) (1) 1y A 4 oy LAl (1]
Jumniah sktivitas rolasi meda
?: g dm’ kepada media yang memenuhi
f ksl puibik krtaria sebagai bedkut: 1
lerverifikasi dowan pers, dan 2. a K 1 6900.42527200] 1 748839337300 7826.208115| 1 8176248108 1 B.430 592.689,00|
B cket rduftar & Dinas Kominfo, dan
" w‘:"“'"‘ 3. aktif datarm kegiatan relas|
media (Laporan)
Persentase khalayak yong
lerpapar informasi pubik 100 100 44 A6 48 50 100
(Parsantaso )
Jurnlah ASN bicang
komunikas! publi yang
difasiitas! mengikit L 5 5 30 30 30 30
tumtok/peiatihan (Orang)
Jumlsh Komwurdtas informass

yang aktil mendsaminaskan
informasi dan terdaftar di Dinas
Kominto (Komunitas)

Jumlah Konten Informasi Publik
[Konten)

Tata Kelola Komisi Informasi di
Daerah yang akuntabel serts 40 1 1 1 1 ] 1

disampalkan kepada
Kementeran Komnunikasd don
Informatika (Lapocan)

Jumlah media komunikas:
publik mitk permerintah daerah
yang dikelota maupun 1 1 1 1 1 1 1
P d medis berbayae

L fakniis (Media)

Jumiah parmohanan informasi
Publik yang disolesalkan
SOSUN perRturan porundangan

Jurniah rekomendas
komunikasi lerhadap su publik
yang Murbmq dan usulan 1 1 1 1 1 1 1
P;muhm Daerah
(Rekomendasi)
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[TTOANG URUSAN |
7 , TARGET DAM PAGU INDIKATIF TAHUM
OUTCOME | WORCATOR OUTCOME / OUTPUT | € TANuN | 2938 2026 077 02 EX) 0 LOKASI
il o amcer PAGY A TARGET paGU PAGU TaRGET raGU
o ) oy | e e o o ool e L - e
Jumiah Strateg! Komund:
|Publik yang disusun 1 1 1 1
{Dokumaen |
Persantase khalayak sasaran
yang terpapar mformas! tedai
peratran bidang Informasi dan 15,15 ]:15.18 S W0
(komunikasi publi (Persentase)
216021.01.0014
"R Media 150.000.000,00 3.710.000.000,00 4.000.000.000 4.150.000.000| 4 260 .000.000.00 |RAL
Jumiah aktivitas relasi media
kepada media yang memenuhi
Tarial bagal berkut: 1
Relas: Media torverifikasi dewnn pers, dan 2 0 @ 150.000.000.00 3.710.000.000.00 1 4.000.000.000 4.150,000.000 1 4 260.000.000.00
|terdafar & Dinas Kominfo, dan
3. akiif dstam keglatan relas
|media (Laporan)
2.16.021.01.0015
- Penyusunan 500.000.000.00| 560.000.000,00 566.208 115 575.000.000| 565.000.000.00| RIAU
Konten
Terlaksananya
Penyusunan Jueish Konten informast Pubisk| ., 4 500.000.000.00 560.000.00000] 556.208 115,00 575000000 4 565.000.000.00
Konken (Komen)
216021010018
- Penguatan
Kapastas Sumber 100.000.000,00! 75.000.000,00 75.000.000/ £5.000.000 90.000.000.00 |RAL
Daya Manusia
Komunikasi Publix
Jurmiah ASN bicang
Kapasitas Sumber|komunikasl publi yang
Daya Manusia difasiitasi mangikuti 50 50 100.000.000.,00 7500000000 30 75.000.000 85000000 30 $0.000.000.00
Komunikasi Publik | bimtek/patatinan (Orang)
2.16.021.01.0077
- Sosalsasi
Paraluran Bidang 100.000.000.00 75.000.000.00 75.000.000/ 65.000.000 £0.000.000.00 |RaU
Informasi dan
Komunikas Publih
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TARGET

Tancet

[

2030
PAGU

Tertaksananya

Paraturan Bidang
|informasi dan
Komunikasi Pubiik

Parseniass khalayak sasaran
yang lerpapar informasi lerkat
peraturan bidang nformasi dan
komunikasi pubiik (Parseatass)

1515

1515

100.000.000,00

75,000.000,00

75.000.000

20

2.16,02.1.01.0018
- Diseminas!

1.356.425272,00

1.100,000.000,00

1.100.000.000

1.156.000.000|

1.170.000 000,00

Terlaksananya
(4] Was!
Informasi

Porsentase khalayak yang
terpapar mnformasi publik
(Parsantasa)

100

1.356 425 272,00

46

1.100.000.000,00

1.100.000.000

1.156.000,000

100

1,170,000 000.00

2.16.02.1.01.0018

100.000.000,00|

75.000.000,00;

85.000.000

Jumish Strategs Komunikas!
Publik yang desusun
(Dokumean)

100.000.000,00

75.000.000,00:

|informasi Pullik

1.728.000.000,00|

1511.383.373.00

1.520.000.000

1.600.000.000|

1.675.000.000.00

Terlaksananys
Dukungan
Administrant,
Keuangan, dan
Tata Kefola
Komisi Informas|
di Daersh dstam
Rangka
Penyelesalan

Sengketa
Informasi Publik

Jumiah ksporan Dukungan
Administratd, Keuangan, dan
Tata Kelola Komist Informasi o
Daerah yang skuntabel sera

| disampaian kepada
Kemenierian Komunikasi dan
Informatia (Laporan)

1.728.000.000,00

1.511.383.373.00

1.520.000.000

1.500.000.000

1.575.000.000.00

2.16.02.1.01.0021
- Kamirasn
Komunikasi

Informasi
IM-y-nlui

100.000.000,00)

75.000.000,00

75.000.000

B5.248.108)

90.000.000.00
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‘ TARGET DAN PAGA INDIKATIF TANUN
PROGHAM | : BASELIN
ouTCOME | INDIKATOR OUTCOME / OUTRUT | £ TAMuN | 2025 2026 1021 o2 019 2030 Ty | v
_._m&?, S ERCa e — PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PADY TARGEY PAGU
Teraksananya Jumilah Komunitas Informasé
K 1 dangan | yang aktif kan
Pemanghu informas! dan terdaftar di Dines 1 1 1 100.000.00000f 1 7500000000 1 750000001 1t 85248108 1 90.000.000.00
Kepartingan Kominfo (Kamunitas)
2.46.02.1.01.0022
- Palayanan 200.000.000.00) 150,000.000.00 160,000.000 165.000.000 170.000.000.00 RIAU
Informas: Pubik
Tersodianys :‘ubm: ang dlmmu(" hnn ‘
Palayanan y 30 30 3 200.000.00000] 30 150.000.000.00) 30 160000000 30 165000000 30 170.000.000,00
informasi Puble, | 2548 peraturan parundangan
(Parmohonan)
2.16.02.1.01.0023
Informas:
- 75.000.000, 75.000.000, 000 ] 502 689, R
K . Opini, 5.000.000.00 '5.000.000,00! £0.000.000 85.000 000 90,502 689,00 AU
dan Asprrasi
Publik
Terlaksananys Jumiah rekomandas:
Monitoring komunikast terhadap isu publik
Informeas: yang berkembang dan usulan
Kebiakan, Opkn, |sgenda komunikasd prioriias 1 1 1 75.000.00000f 1 7500000000 1 80.000000 1 85.000000f 1 90.502.689.00
dan Asplasi Pemanntah Dasrah
Publik (Rekomendasl)
2.16,02.1.01.0024
« Pangeloiaan
Modia Komunikas! 2 500,000.000,00 840,000.000.00 §0.000.000 100.000,000 115,000,000.00 RiaU
Publik
Jumlah modia komunikasi
Tortaksannya publik milk pemerimah daersh
g yang dikeloia maupun 1 1 1 2.500.000.000.00 1 £0.000 000,00 1 90.000.000 1 100.000.000 1 115.000.000.00
pemanfastan media becbayar
sesua hrilenaluknis (Media)
2.18.220.221.
01.0000 -
P tase P ' DINAS
100 100 100 §.507.985.000.00) 100 6.105.677.63500f 100 6.362.820.335| 100 6.668.302.442) 100 6.875.738 245 00| KOMUNIKAS!,
Indikator SPBE (Persemase)
INFORMATIKA
DAN
STATISTIK
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INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT

[

o

g
g

300000 000,001

250.000.000,00

300.000 000,00

Jurmdah Dokumen Pengelotasn
Nama Domain dan Sub
Doemain Pamenntah Dascah
(Dokuman)

300 000 000,00

250.000.000,00

235,000 000

300.000.000,00

216.03,1.01.0004
- Pengeiotaan
Noma Doman
dan Sub Domain
Penyelanggaraan
Pamanntah
Daerah

300 000.000,001

250.000.000,00

235 000 000

300.000.000,00

Terlaksananys
Pangelolaan
Nama Domain
dan Sub Domain
Penyelanggarsan
Pemerintah
Daerah

Jurdah Dokumen Pangelolaan
Nama Doman dan Sub

(Dokumen)

300.000.000,00

250.000.000,00

235.000.000

300.000.000,00

216.03,1.02-
Pangeioiaan E-
lgovemment di
Linghup
Pemerintah
Daerah Provinsi

5207 995.000,00

5.855.677 835,00

6.147.820.33%,

5.368.302 442

6.575.738.245,00

Terlaksananyn
Pengeiod L]
goverment

Provinsi Riau

5.207 995.000,00

5.855677.635,00

6.147.820.335

6.368.302 442

6.575.738.245,00
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TANGET DAN PAGU INOWATIF TANUN

TARGEY

TARGEY

TARGET

TARDET

g
i|E

¥
ik

10

10

10

10

10

10

Jumiah Aplikas: SPBE
Pemerintah Daevah yang
sudah ditempathan di Pusat
Dots Nasional (Apikasi)

Jumiah Aplikasi SPBE yang
terhubung dengan Sistem
Panghubung Layanan
Pemanntah Daerah (Apikasi}

| Jurniah data dan informasi
yong dipetakan berdasackan
A SPBE h

M(Dohm-;;

Jumiah Dokumen Fasitasi
dolam ranga
|panyelanggaraan Audit TIK
B gan Dinas
Kominfo (Dokumen)

[ Jumiah dokumen kedijakan tata
kelola SPBE meliputl Rewitekiue
Wmmmm.

12

12

12

12
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[ HIGANG UNURAN T T
PROGANS ! BaseLn TARGET CAN PAGL INDKATIF TAMUN
outcome / INDUCATON OUTCOME (OUTPUT | £ TAHUN 2000 oy nn 200 LORAS
KEGIATAN / 2934 - ARG ARG ; 3 =
Jumnlah Layanan Pemda yang
memandsatkan Portsl
palayanan Pemanntah Daerah
1erintegrasl, yailu Portal i 2 2 2 2
Pelayanan Publ, Portal
Adminstrasi Pemenmahan,
dan/atau Portal Data Nasonal
(Lisyanan)
Jumiah Perangkat Daerah dan
UPTD yang memanfaatcan
aksas intornet yang disadiakan 0 u u M ot
oleh Dinas (Perangkat Daerah)
Jumiah Perangkat Daerah di
pemarnniah provinsi yang
terhubung dengan Janngan M 2 34 34 k)
Intra Pamanntah
Provinsl (perangkat dasmah)
2.16.03.1.02.0013
- Koordinasi
Pengeioisan Dsta 50.000 000,00 75.000.000.00 95.000.000 102 482107 105.000.000,00 |RAU
dan Informast
Teraksananya Jumilah data dan informasi
koordinas yang dipetakan berdasarkan
Pengelol Data | Ar SPBE pemerintah 1 50.000.000,00 1 75.000.000.00 1 95.000.000 1 102.482.107 1 106.000.000,00
dan Informasi daerah (Dokumen)
2.16.03.1.02.0019
- Keterhubungan
Janngan intra
Peenarindah
Daerah Kabiota 100.000.000,00/ 100.000.000.00 150,000.000 200.000.000| 250.000 000,00 RIAU
o Jarngan witra
Pomerintah
Daorah Provinsi
Teraksananya
Keterhubungan
Jaringan Intra Jumnish Kab¥ota yang
Pemerintah erhubung dengan Jaringan
Daerah KatiKota |intrs Pemerintah Dasrah 1 100.000.000,00 1 100.000.000.00 1 150.000.000 2 200,000.000 2 250 000.000,00
ke Janngan ntra | Provinsi (kabupatenvkota)
Pamorintah
Daerah Provinsi
2.16.03.1.02.0020
- Koordinasi
Pemanfaatan 75 000.000, 00 75.000 000,00/ 92 000.000 95 .000.000 115 000.000,00{ |RiAU
Pusat Data
Nasional
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BASELW
B TAN

—

PAOY
T

koordinas: daiam
rangka

Pusat Dita
Nasional

Jurriah Aplikasi SPBE

756 000 000,00

75.000.000.00

92 000.000

115000 000.00

2.16.03.1.02.0021
« Koordinasi
pernanfaatan
Portal Pelayanan
Pamesintah
Daerah yang
nrintegrasi

75.000.000.00

180 677.635.00|

290.820.335|

220.820.335,

250.000.000.00

Tarlaksananya
Koordinasi
pomanfaatan
Portal Polayanan
Pemaerintab
Daerah yang
larintegrasi

Jurmiah Layanan Peamda yang
7 an Portal

pelayanan Pemaerintah Daerah
torintegrasi, yaitu Portal
Pelayanan Publik, Portal

dan‘stau Portal Data Nasional
{Loysnan )

7%.000.000,00

18067763500

290.820 338

220820335

250000 000,00

2.16.03.1.02.0023
- Koordinass

polaksanaan
Manajeman SPBE

75.000.000,00

100.000.000.00}

150.000.000

165.000.000

110.000.000,00

Teraksananys
Koordinasi
Pei3kBanaan

-

Jumiah Dokumen Koordinasi
pelaksanaan Manajemen
SPBE (Dokumen)

75.000 000,00

100.000 00000

150.000.000

165 000000

110.000 000.00

2.16.03.1.02.0024
- Fasibtas
penyelenggaraan
Audit TIK sesusl

kowenangan
Dinas Kominfo

100.000.000.00

100.000.000.00}

120.000.000

125.000.000

125.000.000.00]

Teraksananys
Fasistasi

ponyslenggarann
Audi TIK sesuai

kewenangan
Dinas Kominfo

Jumiah Dokumen Fasditas:
dalam rangka
penyelenggarsan Audit TIK
sesual kewenangan Dinas
Kominfo (Dokumen)

100.000 000,00

100.000 000,00

120.000.000

125.000.000

126.000.000.00

2.16.03.1.02.0030

Panyelenggeraan
Jaringan Intra
Pomerintah
Daerah Provinsi

2000.000.000,00

2.200.000 000 00

2,200 000,000/

2.250.000.000

2.250.000.000.00|
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T

Janngan ntra
Pamerintah
Daarah Provins:

Jumiah Paranghat Dasrah o
pemerintah provine yang
tortusbung dangan Janngan
Intra Pemenntah Daerah
Proving! (perangkat dasrah)

= m
ol

2.000.000.000,00

2.200 00000000

2 200000 000

2250 000.000

2.250.000 000 00|

2.16.03.1,02.0031
~ Koordinasi dan
Fonlitasi
|Penyelenggaraan
Proving Cersas

750.000 000,00

1.000 000 000,00

1,000 000.000

1.000.000.000

1 000,000 000.00

Tenaksananys
Koordinas dan
Fonsilitnsi
Paenyotenggaraan
Provinsi Cerdas

Jumiah laporan peiaksanaan
koordinas) dan fasiitas|

| penyalenggaraan Provins
Cerdas (Dokumen)

750.000.000.00

1.000.000 000.00

1.000.000.000

12

1.000.000.000

12

1.000.000.000.00

216,03 1.02 0032
- Penyedaan
Axsas Intemet

1.100.000.000,00

1.200.000 000,00

1.200 000,000}

1.260.000.000

1.320,000.000,00

Terlaksananya
Ponyedaan
|Akses internot
untuk Parargkat
Daerah dan
UPTD daben
rangka
peryelenggarasn
SPBE

nkses intorned yang disedakan
olnh Dinas (Perangkat Daerah)

1.100,000.000,00

1.200.000.000,00

1.200.000.000

1.260.000.000

1.320.000 000,00

2.16.03.1.02.0033
Coordinasi

dan‘atou

120.000.000,00

100.000 000,00

110,000,000}

110.000.000

110 000.000,00}

|RIALU

Junish aplkas: khusus yang
dibangun dan/atau

| dikembangkan sesual dengan

| ketontuan atau regulasi tentang
standar teknis dan prosedur

10

120.000.000,00

100.000 000,00

110.000.000.

10

110.000,000

10

110.000.000 00|
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| 2k

H
Ul

|, |2
5|

| |E
z(E

2.46.021.020034
- Koordinas:
|peryusunan
kebijakan tata
kefola SPBE

120,000 000.00;

100.000 000,00

120,000 000

120.000 000

120.000 000,00

120,000.000.00

100.000.000,00

120000000, 1

120.000,000

120.000.000,00

2,16.03 1.02.0035
- Koordinas dan
Fasiinani Promosi
Lreras|
SPBEdan/atau
holabormss

Penyelonggaraan
SPBE

120,000.000,00

110.000,000,00

120.000.000|

120.000.000

120.000 000,00

RAU

Jumiah laporan Pelaksansan
| g latan Fasiltasi Promos
Literasi SPBE danvatau

| kolaborasi penyelenggaraan
SPBE (Laporan)

120.000,000,00

110.000 000,00

1220000000 2

120.000.000

120.000 000,00
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100 .000.000,00

100.000.000,00]

100 000,000}

100.000 000|

100,000.000,00{

|RIAY

Jumiah Aplikas SPBE yang

Pemarintah Dasrah (Aplikas)

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000)

100.000 000

100.000.000.00

422 995.000,00

415,000.000,00]

500.000.000|

600,738 245,00

[RiAu

Jumiah laporan

lonalisas pusat &

422 995.000,00

415.000.000,00

600.738.245,00
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z TARGEY DAN FAGU INDOWATIF TAMUN
PROGRAM | BASELN
OUTCOME / INOMATOR OUTCOME / OUTPUT | E TAHUN | 2023 00 b 009 030
w,'_ M ancer | Tancer PAGU TARGEY raGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
—_——— -
oy = on | oo | we s = o = " ay 02 ) .
22002901 -
Panyelenggaraan
|Statistik Sekioral 499,914 000,00 495 560.717 00| S18.086 066 541268015 558 0546 637 00
& Lingkup Daerah
Provinsi
keglata
Personiase keglatan wmn; .
Pt Shtows standar data, metadata,
 sedtoral & 0 o 100 499.914.000,00} 100 485580,717.00 100 516.086.066) 100 541288.315) 100 558.085.637.00
pamerintah interoperabiitas dats dan kode
peovins rigis ‘r::rms# daniatay data nduk
Parsantase kegiatan statistik
|eekioes yang hasinya dapst
oo Saromus el 0 wo | 1wo 100 100 100 100
(%)
Jumiah pegawal yang
dapatkan pelatihan di 100 100 100 100 100 100
Jbdang statistik (Orung)
Perseninss keglotan statistik
izt s o g 0 o | 10 100 100 100 100
|pembina data statstk (%)
Parsantase kegiatan statistik
yang dilengkapi dokumen
|perencanaan kegintan statstk 9 100 100 100 100 100 100
sehioesd (%)
Jumiah laporan
|panyalenggaraan forum satu 1 1 1 1
data dasrah (Laporan)
2.2002.101.0016
- Pemanuhan
Prinsip Satu Data 100.000.000.00 100.000.000,00 110.000,000 115,000,000 126.000.000.00
Parsantasa keglatan statistk
;;“'."‘"Y' sektoral yang teiah memenuhi
etk Saiioral standar data, metadata,
yang memenuhi | ¥ k 0 0 100 100.000.000,00f 100 100.000.00000f 100 110.000.000{ 100 115000.000f 100 125 .000.000,00|
 Prinsip Satu Data umemoer_abibs dala dan kode
Ind |referensi dan/atau data incuk
onesa
(%)
220021010007
- Pengeiclaan
[hegiatan slatistk
Sadoesd dslem 100.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000 115000.000 120.000.000.00
sistom statstik
nasional
Menmghkatrya
pangeloiaan Persentase keglatan statistik
[hegiatan statistk  |sekioral yang sudah
selaorsl delam mendapatkan rekomendasi darl 0 ¢ 100 100.000.000,00f 100 100.000.000,00f 100 110.000.000] 100 115.000.000f 100 120.000.000.00|
si5tem statistik pembing data statistk (%)
nasional
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NDOATOR OUTCOME | OUTPUY

TAROET

'
‘ouTcoME |
WEGIATAN {
= ___ L.
[

203
[

220.02.1.01.0018

100.000.000,00

100.000.000.00

105.000.000

110.000.000

113,096.637.00

RiAU

Terishsananys
Proses Bisres.
Statistik Seddorsd
| Sesual Standar

|Persantase kegiatan statistik
yang diengkani dokumen
perencanaan kegiatan siabssi
sektoral (%)

100

100

100.000.000.00

100.000.000,00

105.000.000

100

110.000.000

100

113.096.637.00

220.02.1.01.0019
- Pannghatan
kualitas statistik
sektoral

99.914 000,00

|

100.000.000.00|

100.000.000

104 258 315,

100.000.000.00

RIAU

Maningkasnya
kualitas statistik
sekioral

Parsantase keglatan statistik
soktoral yang haslinya dapat
|diaksas oleh pangguna data
(%)

100

100

99.914 000,00

100.000 000.00

100 000 000

100

104 258 315

100

100 000 000.00

2.20.02.1.01.0020

100.000.000,00

|

41.181.434.00

45.000.000

47.000.000.00{

RIAU

Kelembagaan
Statistik Sektoral

100

100.000.000,00|

4118143400

45.000,000

100

47.000.000.00

2.20.02 1.01.0021
- Kooednas! dan
kodab datam

ponyelonggaraan
statistk sekloral

0,00

54.40% 283 .00

50.000.000

63.000.000,00

RIAU
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PROGRAM | o il
ouTCOME | INOKATOR OUTCOME / OUTPUT | € Tasun | 2025 203 3027 o0 220 3230 PRRANGRAT
omacaprt U anceT | Tancer wacu TanGET paGU Tancer PaGU TAnGET vacu Tancer pacu
i = o | e | e o " o | ow ow | on TN ) e o |
Terdaksananys
koordinasi dor
kolaborast dalam | Jumiah laporan
penyclenggaraan |penyelenggaraan forum satu oo0f 1 54409283001 1 50000000 1 52000000 1 53.000.000,00
statisbk molaui  |data daerah (Laporan)
Forum Satu Data

216220221,
| Tingkat Kessapan P sase Tingkat 0000 ~
Pengamanan X Siber DINAS
Informasi SR 7968 | 83,00 | 88,00 1.093.815.000,00f 72,00 991,181 434,00| 7500 1.038,172.132] 78.00 1.082.516.630| 81.00 1.118.191 274 00 | KOMUNIKAS|,
| dan Sandi Pemerintah Daerah
Pemerintah INFORMATIKA
Daerah (%) DAN

STATISTIK

122102101
Penyelenggarsan
Persandian unsuk
| Pengamanan 993.615.000,00| B41.181 434 00| 871172132 932.516.630| 966.191.274 00
Ilnhm-n
| Daerah Provnsi
Terselanggaranya | Jumiah Perangkat Daerah yang |
pangamanan Talah Manggunakan Layanan
Informasi Keamanan Informasi dan 37 37 ar 993615.000,00f 37 84118143400 37 8772132 37 932516630 37 966.191.274.00|
P ntah Ir dian (Pecangkat
| daeran Daerah)

Jumiah Laporan Pengelotasn

Sumber Daya Keamanan

Informasi dan Persandian 1 1 1 1 1 1 1

Pemerintah Doerah

berdasarkan Analss

Kebutuhan (Laporan)

Jumiah Laporan Pelaksanaan

Koamanan informasi

Pemaenntah Pro 1 1 1 1 1 1 1

Berbasts Elaktronik dan Non

Elakironik (Laposan)
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. f TARGET DAN PAGU INDIXATIF TAMUN
OUTCOME | MOKATOR OUTCOME [ OUTPUT | E TAHUN | 2033 200 w7 e 200 LOKASS
ﬁ“_‘ o TARGET | TARGET PAGY TARGEY PAGU TARGETY PAGU TARGETY PAGU TARGEY Pasy
o1 o2t o Ll 08 100) 7). ) 0 1y 1 A1 L] L m
Jumish Kebijakan Tata Kelola
Keamanan Informasi dan
| Parsandian Pemerdntah Daerah
yang Ditatapkan baik berupa
Peraturan Gubermnur,
Keputusan Gubemur maupun 1 1 1 1 1 1 1
[Norma. Standar, Prosedur dan
Kritaria yang digunakan
sobagal panduan dalam
menjalankan penysienggaraan
persandian, (Dokumen)
2.21.02.1.01.0005
« Palaksanaan
Keamanan
Informas:
| 2 543.615.000,00 300.000.000.00 330.000.000 350.000.000 360.000.000,00 RIAU
Oaerah Barbasis
Elektronik dan
Non Elektronik
Terlaksananya
Koeamanan Jumlah Laporan Pelaksanaan
Informass Keamanan Indormas|
Pemenntahan Pemenntahan Daerah Provinai 1 1 1 543.615.000,00 1 300.000.000.00 1 330.000.000 1 350.000.000 1 360.000.000,00
Daerah Berbasis |Borbasis Elektronk dan Non
Etekironik dan Elektronik (Lapocan)
Non Elektronik
2.21.02.1.01 0008
- Penyodiaan
Layanan
[ro—— 100.000.000,00 200.000.000,00 220.000.000 230,000.000 240.000.000,00 RIAU
Informas: dan z < Y : 2o |
Porsandian
Pamarntah
Daerah
Tersedianya
Layanan Jumlah Perangkat Daerah yang
Keamanan Toelah Menggunakan Layanan
Informass dan Keamanan Indormasl dan 37 37 37 100.000.000,00| 37 200.000.00000| 37 220000000y 37 230.000.000) 37 240.000.000,00
Persandian Persandian (Perangkat
Pemaerintah Daerah)
Daerah
2,21.02.1.01.0007
- Pengelotaan
Sumber Daya
Keamanan
Informas: dan
Persandian 200.000.000,00| 141,181,434 00 101172132 112516630 116,191 274,00 RIAU
Pomerintah
Daerah
|berdasarkan
Analisis
Kobutuhan
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PROGRAM | BASELIN TARGET DAN PAGU INDIATI TANUN
OUTCOME INDIATOR OUTCOME | OUTPUT | E TAMUN | Ju2s 2006 2097 2029 0% LOKASI
it M4 | ancet | Tarcer PAGY TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PaGU TARGET PAGU
_en’ o an | o0 | & e _on_ o o | ] _on e o | it [
Terlaksananya
Pengelolsan
::N Doye Jumiah Laporan Pengelolaan
iormas) dan Sumber Daya Keamanan
Informas: dan Persandian
Persandian 1 1 1 200.000.000.00 1 141.181.434,00 1 101972132 1 112.516.630 1 116101274 00
- Pemarintah Daerah
D berdasarkan Analisis
bercasarian Kebutuhan (Laporan)
Analiss
Kodutuhan
2.21.02.1.01.0008
- Penetapan
Kebiakan Tala
mm' andi dans - 150.000.000.00 200.000.000,00 220.000.000 240.000.000! 260.000.000,00) |RIAU
Porsandian
Pemedmah
Daerah
[ Jumiah Kebjakan Tata Kelola
Keamanan Informas: dan
Detapkannya Parsandian Pamerintah Dasrah
Kebijokan Tata yang Ditotapkan baik berupa
Keicla Kearmanan [Peraturan Gubermur,
Informasi dan Keputusan Gubernur maupun 1 1 1 150.000.000.00 1 200.000 000,00 1 220.000.000 1 240000000 ¢ 250.000.000,00
P di N Standar, Prosedur dan
Pamenntah Kriteria yang digunakan
Daerah sebagel pandusn dalam
menialankan
parsandian. (Dokumen)
22102102-
Penctapan Pola
m’ Rubungan Sandi 100.000.000.00/ 150,000 000,00 165 000.000| 150.000.000| 150.000.000.00)
antar Perangkat
Daerah Provins:
Jumiah Operasionalisas!
Terl ¥ Lay K it
Opmrasioalisasl  [dan Persandian Pemenntah
Jaring Ki ikasi|Daerah kan per ar ar 37 100.000.00000] 37 150,000 000,00| 37 165.000.000] 37 180.000.000| 37 150.000.000,00
Sandi Parangkal | poia hubungan komunikasi
Daorah sandl pemarintah Daerah
(Kegiatan)
2.21.02 1.020002
Layanan
e 100.000,000,00 150,000.000.00 165.000.000 150,000,000 150.000.000.00 |reau
Persandian
Pomaenman
Daerah
m;w""m' Jumiah Operasionaiisss|
Lay K ”
;mﬂ dan Persandian Pamenniah
informasi dan Oaerah berdasarkan pemataan a7 a7 a7 100.000.00000| 37 150 000 000,00 37 165000000 37 150.000.000| 37 150.000.000,00
Persandien pola hubungan komunikasi
P " sandi pemerintah Daerah
Daerah (Kegistan)
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Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Provinsi Riau

NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01 (02) r (03) (04) I' (05)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
| 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN | M eningkatnya kualitas pengelolaan 2.16.03.102 - Pengelolaan E-government di
APLIKASI INFORM ATIKA aplikasi informatika Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

2.16.03.102.0031- Koordinasi dan Fasilitasi
Penyelenggaraan Provinsi Cerdas

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029.
Penjabaran dalam Renstra bertujuan untuk menguraikan langkah untuk mencapai tujuan
dan sasaran RPJMD. Berikut ini tabel indikator kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Riau Tahun 2025 — 2029:

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan dan
sasaran strategis. IKU Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Tahun

2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.4:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

NO INDIKATOR SATUAN | BASELINE TARGET TAHUN KET
TAHUN 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2.16.2.20.2.21.01.0000
- DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN

STATISTIK

2 | IndeksTransformasi Poin 50,61 51,50 | 52,55 | 53,60 | 54,65 | 55,70 | 56,75
Digital Nasional

3 | IndeksKeterbukaan Poin 81,25 82,25 | 84,25 | 85,75 | 87,25 | 88,75 | 90,25

Informasi Publik

4 Indeks Sistem Poin 3,75 3,75 0 0 0 0 0

Pemerintahan
Berbasis Elektronik

5 Indeks Pemerintahan Indeks 0 0 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20
Digital

6 NiIaiS:KIPPerangkat Poin 74,80 75,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 80,00
Daera

Sumber: SIPD RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
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Indikator Kenerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Disamping itu IKK juga

membantu pemerintah daerah dalam mengukur dan melaporkan kinerja serta mejadi dasar

untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

NO

INDIKATOR

STATUS

SATUAN

BASELINE

TAHUN
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KET

2

5

10

11

12

2.16 - URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Persentase
Pemenuhan Indikator
SPBE

positif

Persentase

100

100

100

100

100

100

100

Indeks Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi Publik

positif

Nilai

89,57

90,00

91,00

92,00

93,00

94,00

95,00

2.20 - URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG STATISTIK

Indeks Pembangunan
Statistik (IPS)

positif

Poin

2,73

2,90

3,07

3,24

3,40

3,55

3,70

2.21 - URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERSANDIAN

Persentase Tingkat
Kematangan
Keamanan Siber dan
Sandi Pemerintah
Daerah

positif

%

79,69

63,00

68,00

72,00

75,00

78,00

81,00

Sumber: SIPD RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Indikator kinerja program adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang

digunakan untuk menilai keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan dan

sasarannya. Indikator ini membantu mengukur pencapaian hasil (outcome) dan dampak

(impact) suatu program. Untuk mencapai target yang ditetapkan, program ditunjang oleh

kegiatan dan sub kegiatan dengan indicator yang ditetapkan untuk mendukung

pencapaian program. Indikator dan target program dapat dilihat pada table 4.5.
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi
Riau Tahun 2025-2029 merupakan kebijakan jangka menengah yang berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dan
memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya serta

mandat yang diberikan berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan.

Dokumen Renstra ini merupakan acuan rencana kerja tahunan agar dapat
memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan Riau, terutama pembangunan
dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian melalui penetapan

program unggulan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran.

Substansi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2025-2029
dapat dilakukan penyesuaian seperlunya seiring perubahan lingkungan strategis di bidang
komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, baik dari internal maupun eksternal
yang mempengaruhi tujuan dan sasaran Renstra. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau panduan dalam
pelaksanaan kebijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Riau yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan Tahun 2029.

A. Kesimpulan.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau menetapkan satu
tujuan yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif, dan
akuntabel yang selaras dengan sasaran ke lima Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Selanjutnya Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Provinsi Riau menetapkan 3 sasaran strategis yaitu:

1) Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan indicator Indeks
Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

2) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Provinsi Riau dengan indicator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
sampai tahun 2025 dilanjutkan dengan Indeks Pemerintahan Digital pada tahun 2026-
2029, dan

3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indicator Nilai Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP)

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 135



B. Kaidah Pelaksanaan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik menggunakan berbagai sumber daya seperti sumber daya manusia, sarana dan
prasarana pendukung, serta anggaran yang disediakan pemerintah daerah melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemeritah Provinsi Riau. Layanan kinerja Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik diselenggarakan oleh satu sekretariat, dan lima bidang
yaitu Bidang Informasi Komunikasi Public, Bidang Infrastruktur Teknologi dan Informasi
Publik, Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian. Disamping
itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik juga berkolaborasi dengan Komisi Informasi

dan Komisi Penyiaran Informasi Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif
perlu dilakukan untuk meningkatkan layanan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik Provinsi Riau. Upaya untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, antara lain melalui kegiatan pengadaan

dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

Upaya Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dalam meningkatkan layanan

kinerja adalah:

1) Melakukan penyusunan dokumen manajemen resiko untuk meminimalisir terjadinya

halangan dan tantangan baik internal maupun eksternal;

2) Menjalin kerjasama lintas sektor yang mempengaruhi capaian tujuan dan sasaran

renstra yang sudah ditetapkan;
3) Meningkatkan efektivitas sistem evaluasi kinerja internal, serta;

4) Meningkatkan perkembangan inovasi dan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi Dinas

Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau.

Disamping itu, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau juga
berkomitmen penuh untuk melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi seluruh program
dan kegiatan dalam Renstra ini secara responsif gender. Pemantauan dan evaluasi akan
dilakukan secara berkala dengan melibatkan Pokja PUG dan menggunakan data terpilah. Hasil
evaluasi akan menjadi bahan untuk penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

dan Audit Perencanaan Responsif Gender (APE)
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Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini sangat membutuhkan komitmen penyelenggara
pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat penerima layanan untuk bersinergi dan

bekerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Demikian dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau
Tahun 2025-2029 ini dibuat, kami sangat mengharapkan masukan dan saran demi

kesempurnaannya.
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Metadata

1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik
Institusi Penghasil : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi

Riau

Definisi :

Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah nilai tingkat keterbukaan
informasi publik nasional/daerah yang disusun oleh Komisi Informasi
bersama tim penilai independen, berdasarkan pengukuran implementasi
keterbukaan informasi publik, pengembangan website, pengadaan barang

dan jasa serta kelembagaan.

Interpretasi :

Memberikan gambaran tentang tingkat keterbukaan informasi publik,
semakin tinggi nilai KIP menunjukkan semakin terbuka dan transparannya
pengelolaan informasi publik oleh pemerintah daerah. Nilai rendah
menggambarkan masih lemahnya kebijakan, kelembagaan PPID, dan
implementasi layanan informasi, sehingga perlu penguatan pada aspek tata

kelola, SDM, dan pemenuhan kewajiban layanan informasi publik.

Metode/Rumus Perhitungan :
Penetapan Kualifikasi Badan Publik hasil Monev KIP Tahun 2025
berdasarkan akumulasi penilaian dari verifikasi dan presentasi uji publik

dengan formula :

Nilai Verifikasi SAQ x 80% + Nilai Presentasi x 20% = Nilai KIP (Nilai
Kualifikasi)

Nilai Kualifikasi adalah skor yang diperoleh Badan Publik sebagai dasar
penetapan kualifikasi keterbukaan informasi publik, yaitu :

a) Kualifikasi Informatif, dengan nilai 90 s.d 100

b) Kualifikasi Menuju Informatif, dengan nilai 80 s/d 89,9

¢) Kualifikasi Cukup Informatif, dengan nilai 60 s/d 79,9

d) Kualifikasi Kurang Informatif, dengan nilai 40 s/d 59,9

e) Kualifikasi Tidak Informatif, dengan nilai kurang dari 39,9

Keterangan :

SAQ = Self Assesment Questionnaire (Kuesioner Penilaian Mandiri)



Ukuran/Satuan : Nilai
Judul Publikasi/Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik Provinsi Riau

Tahun Data Tersedia: 2025
Level Estimasi : Provinsi

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum : Ya

Indeks Sistemm Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Institusi Penghasil : Dinas Komunikasi, Informastika dan Statistik Provinsi

Riau

Definisi :

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah : ukuran
kuantitatif yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada
suatu instansi pemerintah. Indeks ini merupakan hasil evaluasi terhadap
penerapan SPBE yang mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas
layanan publik yang diberikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi.

Interpretasi :

Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi
pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan optimal. Nilai indeks
yang merepresentasikan tingkat kematangan (maturitas) dan keberhasilan
penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara
keseluruhan di Perangkat Daerah. Semakin tinggi nilai Indeks SPBE
menunjukkan peningkatan kematangan tata kelola pemerintahan berbasis
elektronik, baik dari sisi kebijakan, proses bisnis, keterpaduan data, maupun

layanan digital kepada masyarakat.

Metode/Rumus Perhitungan :

Nilai Indeks Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas : Indeks Aspek, Indeks
Domain, Indeks SPBE.



1)

2)

3)

Nilai Indeks Aspek
Dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara
nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi

dengan bobot aspek tersebut.

n

1
Indeks Aspeki= BA Y. Nlij x Blij
l

i=m

Keterangan :
- Indeks Aspeki adalah nilai indeks aspek ke-i

- BAiadalah nilai bobot aspek ke-i
- NIij adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-j pada aspek ke-i
- BIlijadalah nilai bobot indikator ke-j pada aspek ke-i

Nilai Indeks Domain
Nilai indeks domain dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan
perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot

domain tersebut.

1
Indeks Domaini= B D Y, NAij X BAij
A

j=m

Keterangan :

- Indeks Domaini adalah nilai indeks domain ke-i

- BbDiadalah Nilai Bobot Domain ke-i

- NAjadalah Nilai Indeks Aspek ke-j pada domain ke-i
- BAjadalah Nilai Bobot Aspek ke-j pada domain ke-i

Nilai Indeks SPBE :

Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan
tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks
SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian

antara nilai indeks domain dan bobot domain

Keterangan :

n

Indeks SPBE =Y,
NDj X BDj

- NDjadalah Nilai Indeks Domain ke-j
- BDjadalah Nilai Bobot Domain ke-j



- n =Jumlah Domain

Nilai indeks merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE,

dikelompokkan berdasarkan predikat :

Predikat Penilaian SPBE

No. Nilai Indeks Predikat
1 4,2-5,0 Memuaskan
2 3,5-<4,2 Sangat Baik
3 2,6-<3,5 Baik
4 1,8-<2,6 Cukup
S <1,8 Kurang

Ukuran/Satuan : Indeks

Judul Publikasi/Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik Provinsi Riau

Tahun Data Tersedia : 2025

Level Estimasi : Provinsi
Frekuensi Pengumpulan : Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum : Ya



TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR STATUS SATUAN TAHUN 2024 KETERANGAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 12)
1. 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2. Persentase Pemenuhan Indikator SPBE positif Persentase 100 100 100 100 100 100 100
3. Indeks Pengelolaan Informasi dan positif Nilai 89,57 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 95,00

Komunikasi Publik
4. 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

STATISTIK
5. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) positif Poin 2,73 2,90 3,07 3,24 3,40 3,55 3,70
6. 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERSANDIAN
7. Persentase Tingkat Kematangan Keamanan | positif % 79,69 63,00 68,00 72,00 75,00 78,00 81,00

Siber dan Sandi Pemerintah Daerah




Form Penyelarasan
(dijadikan lampiran dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025 — 2029)

PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN TAHUN 2025 - 2029

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau melalui Mitra Bidang dan Perangkat Daerah melakukan
Penyelarasan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan
mempertimbangkan Kondisi, Karakteristik dan Otonomi Daerah, antara lain:

1. PERIODESASI

Periodesasi Renstra PD

N Peri i RPUMN
o eriodesasi RPJ (diisi oleh PD)
(1 (2) 3)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan

tahun 2025 - 2029 Statistik Provinsi Riau tahun 2025 - 2029




2. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) YANG TERDAPAT DALAM RPJMN

TAHUN 2025-2029;

Kegiatan Prioritas

NO Utama (KPU) Program Kegiatan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
RPJMN 2025 - g (diisi oleh PD) (diisi oleh PD) Penanggung Jawab
2029
(1 (2) (3) “4) &) (6)

1 | Penguatan Pers Program Pengelolaan | Pengelolaan Informasi dan Relasi Media Dinas Komunikasi,
dan Media Massa Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Informatika dan
yang Bertanggung Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Publik Statistik Provinsi
Jawab, Edukatif, Provinsi Penyusunan Strategi Komunikasi | Riau
Jujur, Objektif, dan Publik
Sehat Industri
(BEJO'S)

2 | Transformasi Program Pengelolaan | Pengelolaan E-government Penyelenggaran Sistem Dinas Komunikasi,

Digital Layanan
Publik Prioritas

Aplikasi Informatika

di Lingkup Pemerintah

Daerah Provinsi

Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah

Pembangunan dan/atau
Pengembangan Aplikasi

Khusus yang sesuai dengan
arsitektur dan peta rencana SPBE
pemerintah daerah

Koordinasi Pemanfaatan Pusat
Data Nasional

- Koordinasi pemanfaatan Aplikasi

Umum SPBE

Penyediaan Akses Internet untuk
Perangkat Daerah dalam rangka
penyelenggaraan SPBE
penyelenggaraan SPBE

Informatika dan
Statistik Provinsi
Riau




3. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITENTUKAN LOKASINYA
DI DALAM RPJMN TAHUN 2025 - 2029; (Perpres RPJMN lampiran I tabel 2.2)

Khusus yang sesuai
dengan arsitektur dan peta
rencana SPBE

pemerintah daerah

- Koordinasi Pemanfaatan
Pusat Data Nasional

- Koordinasi pemanfaatan
Aplikasi Umum SPBE

- Penyediaan Akses Internet

untuk Perangkat Daerah
dalam rangka
penyelenggaraan SPBE

Daftar Indikasi Proyek Program Kegiatan (diisi - Bt Perangkat Daerah
NO Strategis Nasional (diisi oleh PD oleh PD Sub Kegla:::lk(a(:ltl)m oleh PD Penanggung
2025 - 2029 terkait) terkait) Jawab
1) @) ) @) 5) (6)
1 | Pengembangan Layanan Digital | Program Pengelolaan - Penyelenggaran Sistem Dinas Komunikasi,
Pemerintah Terpadu Pengelolaan E-government Penghgbung Layanan Informatika dan
Aplikasi di Lingkup Pemerintah Daerah Statistik Provinsi
Informatika Pemerintah Riau
D h - Pembangunan dan/atau
aer.a . Pengembangan Aplikasi
Provinsi

Ket : hanya diisi oleh OPD yang berkaitan dengan ProSN




4. KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME SERTA INDIKATOR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 UNTUK MENDUKUNG
RPJMN TAHUN 2025-2029

SASARAN PEMBANGUNAN . INDIKATOR Perangkat Daerah
NO RPJMN 2025 — 2029 Tujuan Sasaran Outcome Program Penanggung Jawab
(diisi oleh PD) (diisi oleh PD) (diisi oleh PD)

(1) @) (8) (4) () (6)




5. INDIKATOR KINERJA SASARAN

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029

DENGAN INDIKATOR DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU (LAMPIRAN III RPJMN)
Catatan : Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Kementerian/Lembaga masing-masing (dapat diambil pada Lampiran 11l RPJMN 2025-2029)

. DUKUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029 TERHADAP PROGRAM STRATEGIS

NASIONAL TAHUN 2025 - 2029 (berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun
2025)

NO

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
(PSN)

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OPD PENANGGUNG
JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Catatan : Diisi oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi mendukung Program Strategis Nasional (PSN)




PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256 |

PEKANBARU

LAPORAN HASIL REVIU |

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU
TAHUN 2025-2029

\

NOMOR : 328/LHR/INSP-RIAU/Ir.II/X/2025
TANGGAL :13 OKTOBER 2025




PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU
Nomor : 328/LHR/INSP-RIAU/Ir.11/X/2025 Pekanbaru, 13 Oktober 2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal - Laporan Hasil Reviu atas Rancangan

Akhir Renstra Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi
Riau Tahun 2025-2029

Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
di- Pekanbaru

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Surat
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1811/lJ tanggal 1
Agustus 2025, Hal Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029, kami telah melakukan reviu terhadap Laporan Rancangan Akhir Renstra Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029, dengan uraian

sebagai berikut:

. Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 berupa
pengujian terbatas ternadap substansi dan penyajian dokumen Rancangan Akhir
Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian
dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas
mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai
dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen
Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang
berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk
menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan
Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan dokumen pendukung



lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui
hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan
tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan
daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat dae‘rah bersangkutan dalam
rancangan akhir Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1,

2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra
Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi
perangkat daerah pemangku urusan).

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras,
namun Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum disajikan pada dokumen
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025

- 2029 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2;

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan
rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-202¢ dengan program
prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

a. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan
program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak
selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3;

b. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD
dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak
selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4;

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah
tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja
Renstra periode 2020-2024.



a. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil
capaian periode sebelumnya.
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak
selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5;

b. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil
capaian periode sebelumnya.
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak
selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6;

. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral

Daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

Dasar Hukum

1.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 3743/Xl11/2024, tanggal 11 Desember

2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko
Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025;

. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1811/1J

tanggal 1 Agustus 2025 Hal Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029;
Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 322/SPT/2025
tanggal 12 September 2025 dan SPT perpanjangan Nomor 348/SPT/2025
tanggal 08 Okiober 2025.



IV.

Tujuan Reviu

Reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Komunikasi, Informatika dan Stafistik Provinsi Riau ini bertujuan untuk

memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Rancangan Akhir Renstra
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 telah

disusun berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1.

Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan
tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan
daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam
rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;

. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra

perangkat daerah tahun 2025-2029;

Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan pada

rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program

prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029;

a. Konsistensi program prioritas pada RPJMD dengan rancangan akhir
Renstra perangkat daerah; dan

b. Konsistensi program perangkat daerah pada RPJMD dengan rancangan
akhir Renstra perangkat daerah.

Konsistensi program perangkat daerah pada RPJMD dengan rancangan akhir

Renstra perangkat daerah;

a. Kesesuaian penetapan IKU dengan dokumen pengendalian dan evaluasi
tahun sebelumnya; dan

b. Kesesuaian penetapan IKD dengan dokumen pengendalian dan evaluasi

tahun sebelumnya.
Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan

kesesuaian penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral
Daerah (DSSD).



V. Metodologi Reviu

VI.

Metodologi yang digunakan dalam reviu rancangan akhir Rencana Strategis
perangkat daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah melalui tahapan

persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut:

1.
2.

Penelaahan dokumen rancangan akhir Renstra perangkat daerah.
Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk tatap muka
maupun menggunakan media komunikasi.

Pengujian terbatas terhadap kesesuaian, Konsistensi, dan integrasi
perencanaan pembangunan, dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas
atas akurasi, keandalan, dan keabsahan dokumen.

Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak terkait sebelum finalisasi Laporan
Hasil Reviu (LHR) atas Catatan Hasit Reviu (CHR).

Gambaran Umum

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau merupakan unsur

pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan

Persandian yang menjadi kewenangan Daerah.

Ada beberapa hal yang mendasari perlu dilakukannya penyusunan Rancangan

Akhir Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun
2025-2029, yaitu:

1.

Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Riau tahun 2025-2029;

Merumuskan strategi dan arah kebijakan guna mencapai target kinerja
Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2025-2029;

Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2025-2029; dan
Merumuskan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2025-2029.



VIL. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan atas dokumen rancangan akhir

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2025-

2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

1.

Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan
tuyjuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan
daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam
rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1.

. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra

perangkat daerah tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi
perangkat daerah pemangku urusan).

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.

. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan

rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program

prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

a. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan
program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak
selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3.

b. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD
dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak
selaras sebagaimana yang teriuang dalam Lampiran KKR - 4.

. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah

tahun 2025-2028 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja
Renstra periode 2020-2024.

a. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil
capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak
selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.



-

b. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil
capaian pericde sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak
selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

5. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral
Daerah (DSSD).

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Riau agar memerintahkan Ketua Tim Perencanaan Program untuk
menyajikan satuan dan capaian tahun 2024 Data Statistik Sektoral Daerah
(DSSD) pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Uraian lebih kongkrit terkait pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 5 (lima) di
atas dapat dilihat dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) Rancangan Akhir Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

VIill. Apresiasi

[nspektorat Daerah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas bantuan dan
kerjasama dari semua pihak, terutama Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Riau sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian
kegiatan reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029.



Demikian Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disampaikan
untuk mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

@NSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU, %

=2l

SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710729 199302 1 003

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
2. Plt. Kepala BAPPEDA Provinsi Riau



Demikian Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disampaikan

untuk mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710729 199302 1 003
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~ PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENSTRA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU
PERIODE 2025-2029

DINAS KOMUNIKASI, Disusun oleh/ Tanggal [Sapril/l  Oktober 2025

INFORMATIKADAN  nyireyiy oleh/Tanggal |Fith Ermanto/  Oktober 2025

ikl Disetujui oleh/Tanggal |Roni Cokro Subagio/  Oktober 2025
PROVINSI RIAU isetujui oleh/Tanggal |Roni Cokro Subagio ober

Uraian Catatan Hasil Reviu

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau
Nomor 322/SPT/2025 tanggal 16 September 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan
Akhir RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Periode 2025-20289,
bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM
Tujuan : Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sasaran : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
2. Meningkatnya efektivitas penanganan dan pengendalian korupsi.
3. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah.

A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan
sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi
tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat
daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras sebagaimana
yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1.

B. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra PD tahun
2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras sebagaimana
yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.

C. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir
Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program
perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

1. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada
Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah:

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3;

2. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan




program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah,

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4.

D. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-
2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.
1. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian
periode sebelumnya:
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5, namun target TO -T5 belum
sesuai dengan dokumen Renstra PD tahun 2025 - 2029;

2. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian
periode sebelumnya.
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

E. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan terdapat catatan yang tidak selaras sebagaimana yang
tertuang dalam Lampiran KKR -7.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau untuk
menginstruksikan Ketua Tim Perencanaan Program Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Riau agar;

1. Menyesuiakan target TO -T5 pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan
dokumen Renstra PD tahun 2025 - 2029;

2. Menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 pada e-walidata SIPD Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pekanbaru, Oktober 2025

Pit. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pengendali Teknis
\*Provinsi Riau,
r T
TEZA DARSA, M-Eng RONI COKRO SUBAGIO
Pembina (IV/a) Pembina Utama Muda (1V/c)

NIP. 19801213 201001 1 006 NIP 196712051998031003




Lampiran KKR -1
KESELARASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN FERANGHAT DAERAH

’ HASIL REVIU AFIP
RANCANGAN AXHIR RENSTRA PD
KESELARASAN CATATAN/

TUJUAN | SASARAN ] CUTCOME | PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | YA | Tipax | REKOMENDASI

2.16.01.1.01 2.16.01.1.01.0001 [Jumiah

Perencanaan, Penyusunan Dokumen

Penganggaran, dan {Dokumen Perencangan [Dokumen W

[Evaluasi Kinerja Perencanaan Perangkat

Perangkat Daerah  JPerangkat Dzaerah  §Daerah

Jumlah Crang
2.16.01.1.02 2.16.01.1.02.0061 [yang

:E:sg-:il’erangkat' Penyediaan Gaji {Menerima Geji |Orang/ Bulan|
Daerah dan Tuniangan ASN[den Turjangan
ASN
Jumlah
2,16.01.1.03 2,16.01.1.03.0008 |Laporan
Administrasi Barang |Penatausahaan Penatausahaa L2 v
Milik Daerah pada Barang Milik Daerah|n Barang Milik poran
Perangket Daerah | pada SKPD Daerah pada
SKPD
2,16.01.1.05.0002
i;:ug;;a(z Pengadaan Pakaian':‘;'?km[?:nplgiﬁs
K awaian DII‘!BS Beserla Beserta Atribut Paket v
Perangkat Daerah |00t Kel
erang engkapan

Kelengkapannya




2.16.01.1.06
Administrasi Umum
IPerangkat Daerah

2.16.01.1.06.0001
Penyediaan
Kompanen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket
Kompanen
Instalask
.LisirikIPeneranFPakel
gan Bangunan
Kanior yang
Disediakan

2.16.01.1.06.0002
Penyadiaan
Peratatan ¢fan
Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket
Peralatan dan
Perengkapan |Pakel
Kantor yang
Disediakan

2.16.01.1.06.0004

Jumlah Paket

[Penyediaan Bahan Bahen Logistic Paket
Logistik Kanter Kantor yang
Disediakan
pJumfah Pake!
2.16.01.1.06.0005 JBareng
Penyediaan Barang [Cetekan dan Paket
Cetakan dan Penggandaan
Penggandaan yang

Disediakan




10

"

12]

13

[Meningkatny

Akuntahilitas
Hinerja
Perangkat
Daerah

Jumlah
2.16.01.1.06.0009 [Lapcran
Penyelenggaraan  jPenyelenggara
Rapat Koordinasi  }an Rapat Laporan
dan Konsultasi Koordinasi dan
SKPD Konsultasi
|skPD
2.16.01
- PROGRAM
Terpenuhiny PENUNJAN 2 16.01.1.07
akebutuhan |G URUSAN
pemran [PENERNTAIESZ 260 o oo sonoms Lmnpeet |
edministrasi JHAN Penumjang Urusan | ongacaan Mebel 1y skkan
perkartoran [DAERAH | R TR MR
PROVINSI
Jumiah
2.16.01.1.08.0001 |Laporan
{Penyediaan Jasa [Penyediaan [Laporan
Surat Menyurat Jasa Surat
Menyurat
Jumiah
Laporan
2.16.01.1.08.0002 |Penyediaan
Penyediaan Jasa |Jasa
Komunikasi, Kemunikasi, flLeporan
2.16.01.1.08 Sumber Daya Alr  |Sumber Daya
Penyediaan Jasa dan Listrik Adr dan Listrik
Penunjang Urisan yang
Pemerintzhan Disediakan
Daerah




141

16

Jumlah

216.01.1.09
Pemeliharaan

iLaporan
2.16.01.1.08.0004 |Penyediaan
Penyediaan Jasa |Jasa
Pelayanan Umum | Pelayanan Laporan
Kantor Umum Kantor

yang

Disediakan
2.16.01.1.09.0002 "“"“““m
Penyediaan Jasa =
Pemeliharaan, .
Biaya e
Pemeliharaan, ;‘:ﬂu;‘gl-!pm Unit
Kendaraan Dinas E”““. DA dan
Operasional atau iikcdan
Lapangan ,PE". :
2.16.01.1.09.0006 "F‘"“”' e
Pemefiharaan i 4 "
Peralatandan | osin Lainnya fUnit

IMesin Lainnya i -




17

18

Penunjang Urusan
Pemerintahan
Dagrah

Jumlah
2.16.01.1.09.0009 [Gedung
Pemefiharaan/Reha JKantor dan
bilitasi Gedung Bangunan Unit
Kantor dan Lainnya yang
Bangunan Leinnya |Dipefihara/Dire

habilitasi

Jumlah Sarana
2.16.01.1.00.0010 |dan Prasarana
Pemeliharaan/Reha jGedung
bilitasi Szrana dan | Kantor atau Unit

{Prasarana Gedung ]Bangunean
Kantor atay Lainnya yang
Bangunan Lainnya |DipeliharaDire

habilitasi




19

20

21

2,16.02,1.01.0014
Relasi Media

Lfumlah
aktivitas refasi
media kepada
media yang
memenuhi
kriteria
sebagai
berikut: 1.
terverifikasi
dewan pers,
dan 2.
terdaftar di
Dinas
Keminfo, dan
3. aktif dafam
kegiatan relast
media

Laporan

2,16.02.1.01.001§

Penyusunan Konten

Informasi
Publik

Jumiah Konten

|Konten

2.16.02.1.01.0016
Penguatan
|Kepasitas Sumber
Daya Manusia
Komunikasi Publik

Jumnlah ASN
bidang
komunikasi
publik yang
difasilitasi
mengikuti
bimtek/palatin
an

Crang




23

24

Persentase
khalayak
sasaran yang
2.16.02.1.01.0017 {terpapar
|Sesiafisasi finformasi
Peraturan Bideng  Jterkait Persentase
Informasi dan peraturan
|Komunikasi Publik  |bidang
informasi dan
komurikasi
publik
§Persentase
2.16.02,1.01.0018 {khalayak vang
Diseminasi terpapar [Persentase
Informasi finformasi
publk
216.02.1.01.0019 |LUmEn
{Strategl
Penyusunan Komunikasi Dokumen
Strategi Komunikasi | -Or |
Pubtik P_ubl:k yang
distssun




25

27

Meningkatny
Keterbukaan
Informasi
dan
Komunikasi
Publik

a jangkauan
dan kualitas
komunikasi

pemerintah
daerah

2.16.02

Meningkatny | PROGRAM

PENGELOL
AAN
INFORMASI
DAN

| PUBLIK

2.16.02.1.01
Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah

KOMUNIKAS Provinsi

Jumilah
laporan
Dukungan
2 16.02.1.01 0020 |M“ PR,
Dukungan dan Tata i
Administratif, Kelola Komisi
Keuangan, dan Tata m di
Kelola Komisi
e i Daerah yang |Laporan
dalam Ranuka it
Penyelesaian . Iisampaikan
Publik Loy
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
Jumiah
{Komunitas
216.021.010021 {Informasi yang
Kemitraan aktif
Komunikasi dengan jmendiseminasi \Komunitas
Komunitas Informasi|kan informasi
iMasyarakat dan terdaftar
di Dinas
Kominfo
Jumiah
{permohonan
216.021.01.0022 |mformasi
Pelayanan Informasi || Lo Y318 fpeohonan
Pubiik diselesaikan
sesuai
peraturan
Fpenmdangan




28

29

2.16,02,1,01.6023

Kebijakan, Opini,

Jumlah
rekomendast
komunikasi
terhadap isu
publik yang

Monitoring tnformasi [berkembang

dan usulan

dan Aspirasl Publik Jagenda

komunikasi
prionitas
Pemerintah
Daerah

Rekomendas
i

2.16.02.1.01.0024
Pergelolaan Media
Komunikasi Publik

Jumlah media
Jkomunikas‘l
publik milik
pemerintah
daerah yang
dikelola
mizupun
pemaniaatan
media
betbayar
sesuai
kriteriafuknis

Media




30,

a1

2.16.03.1.01 Jurnlzh
Pengelolaan Nama  ]2.16.03.1.01.0004 |Dokumen
Domain yang Telah HPengeluIaan Nama [Pengelolzan
ditetapkan ofeh Domain dan Sub Nama Domain
Pemerintah Pusat  JDomain dan Sub Dokumen
dan Sub Domaindi  |Penyelenggaraan  fDomain
Lingkup Pemerintah |Pemerintah Daerah [Pemerintah
Daerah Peovinsi Daergh
Jumlah data
dan informasi
yang
21602102095 [
Pengelolan Data ] berf!asarkan Daokumen
dan Informasi il
SPBE
pemerintah
daerah




32|

33

Meningkatka
n Tata Kelola
Pemerintaha
n yang
digital,
lincah,
kolzboratif
dan
akuntabel

Nasional

2.16.03.1.02.0019 Lumiah
Kelerhubungan Kab/Kota yang
Jaringan Intra terhubung
Pemerintah Daerah |dengan kabupaten/k
Kab/Kota ke Jaringan Intra {cta
Jaringan Intra Pemerintah
Pemerintah Daerah {Caerah
{Provinsi Provinsi
Jumlah
Aplikasi SPBE
2.16.03,1,02,0020 Pemerinizh
Kocrdinasi Daerah yang o
Pemanfaatan Pusat [sudah Aplikasi
Data Nasional ditempatken di
Pusat Data

Program,
Kegiatan dan
Sub Kegiatan
telah selaras
dengan Tujaun
dan Sasaran
PD




35

36

Jumnizh
Layanan
Pemda yang
memanfaatkan
Poriat
216.03.1.020021 {Poranen
Koardinasi Daerah
pemanfastan Portal terintegrasi, |Layanan
Pelayanan 3
. yaitu Porlal
Pemerinizh Daerah Pelayansn
yang tenntegres o ik, Portal
 Administrasi
Pemerinlahan,
dan/atau
Portal Data
Nasional
Jumlah
2.16.03.1.02.0023  [Dokumen
Koordinasi Koordinasi Cokumen
peleksanaan pelaksanaan
IMenajiemen SPBE  [Manajemen
SPBE
Jumlah
216.02.1.020024 |DOKuTen
Fasiftasi
dalam rangka
penyelenggaraafl {penyelenggara JDokumen
Audit TIK sesual an Audit TIK
kewenangan Dinas sesuai
Kominfa kewenangan
Cinas Keminfo




37

38

Meningkatn
a kualitas
pengelolaan
aplikesi
informatika

2.16.03
PROGRAM
YIPENGELOL
AN
APLIKASI
INFORMATI
KA

2.16,03,1.02
Pengelolaan E-
govemment di
Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi

Jumlah

Perangkat

Daerah di
2.16.03.1.02.0030 jpemerintah
Penyelenggaraan  Jprovinsi yang
[ Jatingan Intra terhubung zzgaggkal
Pemerintah Daerah dengan
Provinsi Jaringan Intra

Pemerintah

Daerah

Provinsi

Jumlah
216.03.1.020031 | o0

L pelaksanaan

Koordinast dan koordinasi dan
Fasilitasi fasiitas) Dokumen
Penyelenggaraan |
Provinsi Cerdas ~ |Poerenagara

an Provinsi

Cerdas
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40

Jumlah
Psrangkat
Daerah dan
2.16.03,1.02.0032 JUPTD yang
Penyedizan Akses  [rnemanfaatkan ;e:angkat
5 aerah
Internel akses internst
yang
disediakan
cleh Dinas
Jumiah
aplkasi
2.16.03.1.020033 |khusus yang
Koordinasi dibangun
pembangunan dan/atau
danfatau dikembangkan
|pengembangan sesuai dengan
Aplikasi Khusus ketentuan atau
yang sesual dangan [regulasi Aplikasi
arsitektur den peta ftentang
{rencana SPBE standar leknis
{pemerintah daerah, [dan prosedur
serta pemanfaatan [pembangunan
Apfikasi Umum dan
SPBE pengembanga
n aplikasi
SPBE
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42

JMeningkatny
a

jPemanfaatan
Teknologi
Informasi
dan

Komunikasi

Jumiah

dakumen
GBI H 003 Niabiakan tata
canyusunan kelola SPBE
melipuli
[kebijakan tata kelcla)
SPBE meliputi :’B'i'.‘;‘;‘:r pata
arsitekius, pela proses bisnis, |Dokumen
rencana, proses
bisnis, serta serta
. penyusunan
|penyustmas rencana dan
rencana dan anggaran
anggaran SPBE 59
. SPBE
{Pemerintah Daersh Pemariniah
Daerah
{lumlah
2.16.02.1.02.0035 :';‘;’I‘;fs';naan
HKoordinasi dan Kegiatan
Fasilitasi Promaosi Fasitast
.Iéllt?e;st;anlata " Promosi rLaporan
. Literasi SPBE
kolaborasi daniatay
penyelenggaraan .
kolaborasj
SPEE penyelerggara
an SPBE
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44/

2.16.03.1.02.0036
Penyelenggaraan

Jumah

Aplikast SPBE
{Sistem Penghubung Jyang

Layanan {terhubung
Pemerintah Daerah {dengan Sistem|Aplkast
dalam rangka Penghubung
|interopabilitas data jLayanan
dan integrasi Pemerintah
layanan Daerah
2.16.03.1.02.0037 [ umien
Penyelenggaraan laporar_l .

. operasionalisa Laporan
pusat Ifendah si pusat
Pemerintah Daerah wendali
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46

2.20.02.1.01.0018
Pemenuhan Prinsip
Satu Data Indonesia

Persentasa
kegiatan
statistik
Isektoral yang
telah
memenubi
standar data,
metadata,
interoperabilita
s data dan
koda referensi
danfatau data
rinduk

2.20.02.1.01.0017
Pengelolaan
kegiatan statisti
sektoral dalam
sistern statistik
nasional

Persentase
kegiatan
statistik
sektoral yang
sudah
mendapalkan
rekomendasi
dari pembina
data statistik
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481

49

Tercapainya

kolaborasi,

integrasi, dan

standarisasi
datam
penyelengga
raan Sistem
Statistik
Nasional
{SSN)

2.20.02
PROGRAM
PENYELEN
GGARAAN
STATISTIK
SEKTORAL

2.20.02.1.01

FPenyelenggaraan

Statistik Sektoral di
Lingkup Daerah
Provinst

Persentase

kegiatan
2.20.02.1.01.0018 }statistik yang
Pelaksanaan dilengkapi
Proses Bisnis dokumen %
Statistik Sektoral  perencanaan
Sesuai Standar kegiatan

statistik

sektoral

Persentase

kegiatan
2.20.02.1.01.0018 istatistik
Peningkatan sektoral yang "
kualitas stafistik hasilnya dapat
stkioral dizkses cleh

pengguna

data.
2.20.02.1.01.0020 |Jumlah
Peningkatan pegawai yang

|¥apasitas mendapatken [Orang

Kelembagaan [petatihan di
Statistik Sektoral jbidang statistik
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51t

52

2.20.02.1.01.0021 |Jumlah
Kocrdinasi dan laporan
kolaborast dalam penyelenggara fLaporan
Jeenyelenggaraan  $an forum saty
statistik sektoral data daereh
Jumtah
Laporan
2.21.02.1.01.0005 Pelaksanaan
Pelaksanzan
Keamanan Keamanan
Informasi lnformgsi
Pemerinighan Pemerintatan [Laporan
. Daerah
jDacrah Berbasis Pravinsi
JEtektrorik dan Non
Elektroni Berbasis
Elektronik dan
Non Elektronik
Jumish
Perangkat
221021010008 [ - o yang
Panyediaan Telzh
Layanan Keamanan Menggunakan {Perangkat
Informasi dan La ngr?an Daerah
Persandian Ke):!manan
Pamerintah Dasrah
taformasi dan

Persandian
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- Tingkat
Kesiapan
Pengamanan
Informasi
Pemeriniah
Daerah

2.21.02
lProGRAM
PENYELEN
GGARAAN
PERSANDIA
N UNTUK
PENGAMAN
AN
Insormast

2.21.02.1.01
Penyelenggaraan
Persandian untuk
Pengamanan
Informasi Pemeriniah
DGaerah Provinsi

2.21.02.1.01.0007
Pengelolaan
§Sumber Daya
Keamanan
Infarmasi dan
Persandian
Pemerintah Daerah
berdasarkan
Analists Kebutuhan

Jumlah
Laporan
Pengelolaan
Sumber Daya
Keamanan
[Informasi dan
Persandian
Pemerintah
Daerah
berdasarkan
Analisis
Kebutuhan

Laporan

2.21.02,1,01,0008
Penatapan
Kebijzkan Tata
Kelala Keamanan
Informasi dan
Persandian
Pemerintah Daerah

Jumlsh
Kebijakan Tata]
Kelola
IKeamanan
Informasi dan
Persandian
Pemerintah
Daerah yang
Ditetapkan
baik berupa
Peraturan
Gubernur,
Keputusan
Gubemur
maupun
Nomna,
Standar,
Prosedur dan
Kriteria yang
digunakan
|sebagai
panduan
datam
menjalankan
{penyetenggara
an parsandian,

Dokumen
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2.21.02.1.02
Penetapan Pola
Hubungan
Komunikasi Sandi
antar Perangkat
Daerah Provinsi

2.21.02.1.02.c002
Operasionalisasi
Leyanan Keamanan
Informasi dan
Persandian
Pemerintah Daerah

Jumlah

si Layanan
Keamanan

Persandian
Pemariniah
Daerah
bardasatkan

hubungan
komunikasi
sandi
pemerintah
Daerah.

Qperasionalisa

Informasi dan

pemetaan pola

FKegiatan




Lampiran KKR - 2
KESELARASAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH

HASIL REVIU APIP
IKUNKD SUMBER

INDIKATOR SATUAN = PERANGKAT (TUJUAN/SASARAN/P. KESELARASAN

oamay | WOORAN REKOMENDAS
YA TIDAK

Indeks Sistem
Pemerintahan ipoin IKU SASARAN v
Berbasis Elektronik

-

PD belum disajikan
dalam dokumen
Ranhir Renstra PD

Indeks
Pemerintahan Indeks IKU SASARAN v
Digital

2]

Persentase
Tingkat
Kematangan
Keamanan Siber % IKD FPROGRAM v
dan Sandi
Pemerintah
Daerah

W

Persentase
4!Pemenuhan Persentase |IKD PROGRAM v
Indikator SPBE

Indeks
Keterbukaan Fpoin HIKU SASARAN v
{Infarmasi Publik

(4]

Indeks
Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi Publik

Nilai IKD IPROGRAM v

[o)]

Nilai SAKIP

Perangkat Daerah Fioin IKU SASARAN V

gindeks
Pembangunan Poin IKD PROGRAM ¥
Statistik (IPS)

[e2]




Lallie

Lamplran KKR -3
KONSISTENS| DAN KETERHUBUNGAN PROGRAM PRIORITAS PADA RPJMD DENGAN PROGRAM PADA RANHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH

RPIMD RANCANGAN AKHIR HASIL REVIU APIP
Mo RENSTRA PD UNIT KESELARASAN | oo~
PROGRAM PRIORITAS DAERAH PROGRAM YA TIDAX | REKOMENDASI
Program Prioritas
2.16.02 PROGRAM pada RFJMD
1|2-16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI  {PENGELOLAAN fi;:iﬁﬁ?kﬁfﬂ?ggi&m { telah konsisten
IDAN KOMUNIKASI PUBLIK INFORMAS! DAN DAN STATISTIK dengan Program
KOMUNIKAS| PUBLIK pada Renstra PD
2.16.03 PROGRAM 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS
fﬁl%fﬁ&?ﬁw PENGELOLAAN APLIKAS]  lpewar OLAAN APLIKASI  |KOMUNIKAS, INFORMATIKA | ¥
INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.20.02 PROGRAM 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS
3 gﬁg:rolzsmcscém:im&memm PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA |
STATISTIK SEKTORAL  |DAN STATISTIK




Lampiran KKR -4
KONSISTENS| DAN KETERHUBUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH PADA RPJVD DENGAN PROGRAM PADA RANHIR RENSTRA PD

~a

HASIL REVIU APIP
No RPJMD RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD NI e ]
PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM YA I TIDAK | REKOMENDASI
Program Prioritas pada
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS RPJMD telah
1JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  JKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN Y konsisten dengan
PROVINSI(Non Prioritas) PROVINSI STATISTIK Program pada Renstra
PD
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS
2N INFORMAS| DAN KOMUNIKASI fﬁ}%ﬁmﬁ?gﬁﬁ“&gaﬁﬁ%&ﬁ&m KOMUNIKAS!, INFORMATIKA DAN y
PUBLIK (Prioritas) STATISTIK
4|2.16.08 PROGRAM PENGELOLAAN  12.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN &é‘:ﬁﬁ?&g%ggﬁﬂ?ﬁ DAN ‘
APLIKAS! INFORMATIKA (Pricritas)  JAPLIKASI INFORMATIKA oA '
) STIK
2.20.02 PROGRAM 2.20.02 PROGRAM 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS
4lPENYELENGGARAAN STATISTIK  {PENYELENGGARAAN STATISTIK fKOMUNIKAS!, INFORMATIKA DAN y
SEKTORAL (Prioritas) SEKTORAL STATISTIK
ﬁﬁ;ﬁéf&%%’i‘mm cersaNDIaN 22102 PROGRAM 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS
B PENYELENGGARAAN PERSANDIAN  JKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN J
rNFORM S\ (Non Priortas) UNTUK PENGAMANAN INFORMASI  ISTATISTIK




Lampiran KKR -5

KESELARASAN PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA {IKU) DENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN PERIODE SEBELUNMNYA

IKU YANG PERIODE TAHUN SEBELUMNYA RENSTRATO-T5 HASIL REVIU APIP
- TERSEDIA KESELARASAN 7
NO PERANGKAT DAERAH TERKAIT PADA SATUAN TARGET CAPAIAN |PERSENTASE TARGET CATATAN/
RENSTRA 2025 BASELINE | TAHUN TAHUN CAPAIAN | BASELINE vA | TIDAK |REKOMENDASI
-2029 TERAKHIR | TERAKHIR | KINERJA (%) T | ™ T2 T4 | T5
Penstapan targety
2,16.2.20.2.21.01.0000 DINAS :i’f.i'éfiffiﬁi’“n IKU telah selaras
1{KOMUNIKAS, INFORMATIKADAN | 2b e pain 3.01 3.56 3.75 105%)3.75 3,75 ) 0 ] ¥ dengan
ﬁSTATISTlK Elekironik pengendallan
GKLroN: dan evaluasi
hasil capalan
2 .16.2.20.2.21.01,0000 DINAS Indeks _ 9eg°|“e e
2! KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  [Pemerintahan  |indeks 3.01 3.56 3.75 105% 0 180 Y180 Ja2oo f210 J220 ¥ sebelumnya
STATISTIK Digital
2,16.2.20.2,21.01,0000 DINAS Indeks
3]KOMUNIKASI, INFORMATIKADAN  JKeterbukaen  [poin 87.28 95.87 lss.s B55151.26 8225 |s4.25 J85.75 [e7.25 |es.75 [o0.25 4
STATISTIK Informasi Publik F
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS Nilal SAKIP .
4IKOMUNIKAS!, INFORMATIKA DAN  {Perangkat Poin NA 74{78.8 106%]74.80 7500 {76.00 |77.00 |78.00 |79.00 }80.00 4
) STATISTIK Daerah I




KESELARASAN PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) DENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN PERIODE SEBELUMNYA

Lampfran KKR - &

PERIODE TAHUN SEBELUMNYA

RENSTRATO-TS

HASIL REVIU APIP

KESELARASAN
NO PERANGKAT DAERAH | IKD YANG TERSEDIA PADA SATUAN
TERKAIT RENSTRA 2025 - 2029 TARGET | CAPAIAN |PERSENTASE TARGET R&‘:rm‘“;:g ;Sl
BASELINE TAHUN TAHUN GAPAIAN BASELINE YA TIDAK
TERAKHIR | TERAKHIR | KINERJA (%} T0 T1 T2 T T4 5
Penetapan Target
IKD telah selaras
glmzs?oznfanﬁugfo Persentase Tingkat dengan
1 ’ Kematangan Keamanan Siber 1% NA NA NA NaN% 79.69 63.00 68.00 7200 ;7500 §78.00 §81.00 v pengendatian dan:
INFORMATIKA DAN - - R
dan Sandi Pemerintah Daerah evaluasi hasil
STATISTIK
capalan periode
sebelumnya.
2.16.2,20.2,21,01.0000
DINAS KOMUNIKASI, Persentase Pemenuhan
INFORMATIKA DAN Indikator SPBE [Persentase [NA NA NA NaN% 100 100 100 100 100 100 100 v
STATISTIK
h2.16.2.20.2.21.t:l1.00cm
DINAS KOMUNIKASI, Indeks Pengelolaan Inforrnasi .
3 INFORMATIKA DAN den Komunikasi Publik Jilai NA NA NA NaN% 88.57 00.00 [91.00 |o2.00 (93.00 J94.00 |[95.00 v
STATISTIK
2.16.2.20.2.21.01.0000
DINAS KOMUNIKASI, Indeks Pembangunan Statistik
4 INFORMATIKA DAN (PS) JPoin NA INA NA NaN% 2,73 2.90 3.07 3.24 3.40 3.55 3.70 v
STATISTIK




Lamplran KKR -7

KESELARASAN PENETAPAN TARGET SUB KEGIATAN DENGAN DATA STATISTIK SEKTOR DAERAH

RENSTRA PD DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD) HASIL REVIU
NO |BIDANG URUSAN INDIKATOR
PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN sSUB SATUAN TARGET SUB KEGIATAN NAMA | coruan| 202z | 2023 | 2024 | CATATAN!
DSSD REKOMENDAS!
KEGIATAN
TO T1 T2 T3 T4 T5
Catatan
satuan dan data
|tahun 2024
Slaran pers belum disajlkan
yang dibuat Rekomendasti
agar menyajikan
satuan dan data
tahun 2024
Catatan
satuan dan data
fahun 2024
belum disajlkan
Staran .pers Rekomendasi
yarg dimuat
durnlah di media
aktivitas relasi agar menyajlkan
media kepada satuan dan data
media yang tahun 2024
memenuhi
kriteria sebagal
berikut: 1. Catatan
Relasl Media terverifikast Laporan 1 1 1
dewan pers, satuan dan data
dan 2, terdafiar tahun 2024
di Dinas belum disafikan
Kominfo, dan J
3. akiif dalam EPenga!uran Rekomendasi
relasi media
kegiatan relasi i
media agar menyajlkan
Jsatuan dan data
tahun 2024
Catatan
saluan dan data
Jumlah tahun 2024
Media Massa belum disajikan
yang Bekerja Rekomendasi
il Sama
dengan
Pemerintah agar menyajlkan
Daerah satuan dan data
tahun 2024
Catatan




Penyusunan
Konten

Jumlah Konten
Informasi
Publik

Konten

J

Konten Folo

365

365

Isntuan dan data
tahun 2024
belum disajikan

Rekomendasi
agar menyajikan

|satuan dan data
tahun 2024

Konten Teks

365

365

Catatan

Isatuan dan data
tahun 2024
belumn disajikan

Rekomendasi
agar menyajikan

{setuan dan data
tahun 2024

Kanten
Grafis

365

365

Catatan

satuan dan data
tahun 2024
betum disajlkan

Rekomendasi
agar menyajiken

satuan dan data
Wlahun 2024

Kanten
Audlo Video

365

366

Catatan

satuan dan data
tahun 2024
kelum disajikan

Rekomendasdi
agar menyajikan

satuan dan data
tahun 2024

{Konten

ark:

IRR

Catatan

satuan dan data
tahun 2024
belum disajikan

Rekomendasi




10

1

12

13

L S
Audlo o wo
agar menyajikan
{satuan dan data
1ahun 2024
Catatan
satuan dan data
tahun 2024
lwonten belum disajikan
digital yang Rekomendasi
menggunaka 1 1
n bahasa agar menyajikan
Isetempat
sotemp satuan dan data
fahun 2024
Catatan
satuan dan data
SDM Pemda tahun 2024
yang |belum disaffican
memiiki latar
Rek dasi
belakang di 3 3 ekamenca
bidang
Komunikes agar menyajlkan
Jumiah ASN Publik |gatuan dan data
bidang tahun 2024
Penguatan komunikasi
Kapasitas Sumber [publik yang
Daya Manusia difasilitasl Orang 50 50 3 3 30 30 Catatan
Kemunikasi Publik ﬁmenglkull satuan dan data
bimtek/petatiha SDM Pemda eahun 2024
n yang betum disajikan
memiliki
tsertifikas! Rekomendasi
. ¢ 1
kompetensi
dl bidang agar menyajikan
Komunikasi satuan dan data
Publik tahun 2024
Catatan
Persentase ls(::alg:k
khalayzk vang satuan dan data
sasaran yang terpapar tahun 2024
Sosialisasi SSI'PBPBF Infarmasi belum disajikan
Peraturan Bid informasi {arkait
erauran Seand  lerkalt Persentase §15.15 200 20 =20 20f 100 4199000] 4245000 Rekomendasi
Informasi dan peraturan
. ., |peraturan
Komunikasi Publik {. - bidang
bidang Informasl agar menyalikan
informasi dan dan satuan dan data
komurlkasi komunikasl tahun 2024
publik

publik




144

15

17

4191

Warmunibaoi

e :\\‘w J
Catatan
satuan dan data
tahun 2024
belum disajikan
Pertemuan Rekomnendasi
ftatap muka
agar menyajikan
satuan dan data
ftahun 2024
Catatan
Isatuan dan data
tahun 2024
belum disajikan
Diseminasi
melalul Rekomendasl
Media
Berbayar egar menyajikan
satuan dan data
tahun 2024
Catatan
lsatuan dan data
tahun 2024
belum disajikan
DigemInasi
Imelatui Rekomendasi
Eamed
Medla agar menyalikan
|satuan dan data
tahun 2024
Persentase
o khalayak yang
iDtsemlnazsI terpapar Persentase 100, 46 48 50 100 T
Informasi informasi atatan
pubtik safuan dan data
tahun 2024
belum disajikan
Diseminasi
melalui Rekomendasi
|shared
media agar menyalikan
satuan dan data
tahun 2024
Catatan
satuan dan data
Diseminasi ftahun 2024
melalui belum disajikan
Media

Rekomendasi




19

20

21

22

Pengelolaan
PROGRAM Informasi dan
PENGELCLAAN liKemurikast
INFORMASI DAN JPubllk
KOMUNIKASI Petnerintah
PUBLIK Daerah

Provinsi

£

.
CRASIEL VTR - P 1) ] 1
Publik
Pamerintah agar menyajlkan
Daerah satuan dan data
tahun 2024
Catatan
satuan dan data
Khalayak tahun 2024
yang belum disajikan
terpapar
Ilnl’urmasl ses0] 5500 Irekonendast
publik .
s
semua kanal a
tahun 2024
Catatan
|saluan dan dala
tahun 2024
belum disajlkan
Strategi
Komunikasi 0 0 Rekomendasi
Publik yang
disusun agar menyajikan
satuan dan data
tahun 2024
Catatan
saluan dan data
tahun 2024
Jumilah belum disajiken
Panyusunan Strategi Komunikasl
Strategi KomunikasiiKomunikasi Deokumen 13krisis yang 0 0 Rekomendasi
Publik Publlik yang telah dikelola )
agar menyajikan
disusun
satuan dan data
tahun 2024
Catatan
satuan dan data
tahun 2024
belum disajikan
Prosedur
penanganan. 0 0 Rekomendasi
komunikasi
krisis agar menyajiken
satuan dan data
tahun 2024
] Catatan




23

24

25

26

27

L ;;
- LN
satuan dan data
tahun 2024
belum disajikan
Jumlah (Ii(lml"t:n an !
laporan mgngg{masita 1 1 Rekomendasi
Dukungan n bahasa
Administratif, Jsetempat agar menyajikan
Dukungan Keuangan, dan satuan dan data
Administratif, Tata Kelola tahun 2024
Keuangan, dan Komisk
Tata Kelola Komisi {Informasi di
Informasi di Daerah |Daerah yang  JLaporan 1 Cataton
dalam Rangka akuntabel
Penyelesaian serta Laporan satuan dan data
Sengketa Informasi fdisampaikan Dukungan tahun 2024
Publik kepada | Administratif, betum disajikan
Kementedan Keuangan,
Kornunikasi dan Tagla 1 1 Rekomendasdi
dan Kelola
Informatika Kamisl agar menys]lkan
Informasi di satuan dan data
Daerah tahun 2024
Catatan
satuan dan data
Jumtah tahyn 2024
Kemittaan Komunitas belum disafikan
nformasi yang
Komunlikasi dengan aldif Komunilas Rekemendast
Komunitas Komunilas 1}Informas! 0 0 .
mendiseminasl
Informasi taf | Masyarakat "
Masyarakat kan informas agar menyajikan
dan terdaftar di satuan dan data
Dinas Kominfa tahun 2024
Catatan
satuan den data
Permohonan tahun 2024
Informasi belum disafikan
Publik yang
diselesalkan 30 60 Rekonendasi
sesual
peraturan agtar mznyagkan
satuan dan data
perundangan tahun 2024
Catatan
saluan dan data
tahun 2024
{informasi belum disajlkan
berkala yang
disediakan : M iRekomendasi




Y

28

29

30

3

oleh v
Pemerintah agar menyajikan
Jumlah Daerah satuan dan data
permohonan Ftahun 2024
finfarmasi
Pelayanan Pubfik yang
loformasi Publik  [disclesaikan |FoOnOnAny  30p 30 3oy sy 3G 30 T
sesuai
peraturan satuan dan data
pefurdangan Informasi tahun 2024
|serta merta belum disafikan
g‘?sr:agdiakan 5 Rekomendasi
oleh .
Pemerintah agar menyajikan
Daerah saluan dan data
tahun 2024
Catatan
1saiuan dan data
Informasi tahun 2024
setlap sa st belurn disajikan
zalisr;gdiakan 1 Rekemendasi
oleh "
Pemerintah ger menyajian
Daerah satuan-dan data
tahun 2024
Catatan
saluan dan data
flahun 2024
Aduan belum disajikan
{Masyarakat
vang masuk sl Rekomendasi
ke SP4N- .
Lapor agar menyajikan
Isatuan dan data
tahun 2024
Catatan
satuan dan data
tahun 2024
Aduan belum disajikan
Masyarakat
yang masuk a Rekemendasi
Jumlah ke kanal
rekomendasi selain SP4N agar menyajikan
kemunikas] LAPOR satuan dan data
Iterhadap isu tahun 2024
Monitosing publik yang
Informasi berkernbang  jRekomendas! 1 q 1 1 1 1
Kebfjzkan, Opini,  |dan usulan i Catatan




32

33

35

R

L . \ /')
dan Asplrasi Publlk |agenda Isatuan dan data
"‘{"‘_‘;“““’5' Jumlah tahun 2024
priontas Kanal belum disajikan
Pemerintah pengaduan
Daerah masyarakat Rekomendasi
yang dimiliki
atau dikelola agar menyajikan
eemerintah |satuan dan data
daerah tahun 2024
Catatan
{saluan dan data
tahun 2024
. belum disajikan
Frekuensi
taporan isu Rekomendasi
publlk yang
dipantau agar menya]ikan
saluan dan dala
tahun 2024
Catatan
satuan dan data
tahun 2024
betum disajikan
Media cetak Rekomendasi
yang dikelola
Pemda
agar menyajikan
satuan dan data
tahun 2024
Catatan
satuan dan data
tahun 2024
belum disajikan
Saluran TV Rekomendasi
yang dikelola
pemda agar menyajikan
satuan dan data
tahun 2024
Jumlah media Catatan
komunikasi satuan dan data
pubik milik tanun 2024
pemerintah belum disajikan
daerah yang .
Pangzlolaan Media [dikelota \tortin Radio milik Rekomendasi
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'satuan dan data
Jumlah data ahun 2024
dan informasl belur disajikan
Koordinasi yang dipetakan Data dan
Pengelolaan Data berdasarkan dp o\ men informas! Rekomendasi
" Arsitektur dibagipakaik
dan Informasi .
SPBE an agar menyajikan
fpemerintah satuan dan data
daerah tahun 2024
Catatan
Kab/Kota satuan dan data
yang tahun 2024
fterhubung belutn disafikan
3:2:;; Rekomendasi
{intra
Pemerintah agar ’"Z"Yagkan
satuan dan data
Keterhubungan Jumiah Daerah tahun 2024
: Kab/Kola yang Provins n
Jaringan Infra
Jterhubung
Pemerintah Daerah
dengan {kabupaten/k 5
Kau/Kota ke Jaringan Intra Jota 4 Catat
Jaringan Intra ga atatan
’ Pemerintah
Pem_enr_'ltah Daerah {Daerah Jaringan satuan dan data
Provinsi Provinsi Intra tahun 2024
Pemerintah belum disejtkan
:::,:E:zgang Rekomendasi
dengan §
taringan agar menyafikan
lintra satuan dan data
Pemerintah tahun 2024
Catatan
Aplikas! satuan dan data
SFBE tahun 2024
Pemerintah belum disajikan
Dacrah yang Rekomendasi
diternpatkan
i Pusat agar menyajikan
Jumlah Data Isatuan dan data
Aplikasi SPBE Nasiona! tahun 2024
Koerdinasi Pemetinan
Pemanfaatan Pusat udah yang Aplikasi 1 s
Data Nasional : ’ atatan
ditempatkan di
Pusat Data saluan dan data
Naslonal Pusat Data tahun 2024
Pemerintah belurn disajikan
Eii:tﬂiyang Rekomendasi

AR
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PLIS Lo ] L]
baglan dari "
Pusat Data agar menyajikan
Nasional satuan dan data
tahun 2024
Layanan
Pemda yang
‘memanfaatk Catatan
an Pertal
pelayanan
Pemerintah
Daerah
terintegrasl, o 0
yaitu Portal - }
Palayanan
Publik, Portal
Administrast
Pemerintaha
Jumlah n, dan/atau
Layanan Portal Data
Pemda yang Naslonal satuan dan data
{memanfaatkan tahun 2024
Portal belumn disajikan
{Koordinasi lg‘:l:-lfﬂr;\ai:h Rekomendasi
pemanfaatan Porta! Dagrah
Pelayapan \erintegrasi, j-ayanan Qagar menyalikan
Pemerintah Daerah yaltu Portal satuan dan data
yang terintegrasi Pelayanan tahun 2024
Publik, Pontal
Administrasi
Pemerintahan, Catatan
dan/atau Portal tuan dan dat
Data Nasicnal |5aluan can data
Layanan tatiun 2024
administrasi belumn disajikan
pemeriniaha
n berbasis Rekomendasi
elekironik 146 187
yang agar menyajikan
diselenggara saluan dan data
kan pemda ﬁahun 2024
Catatan
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- e
satuan dan data
Layanan tahun 2024
publik belum disajikan
berbasis
felektronik 110 122 Rekonendas1
z?sr:agllenggara agar menyajtkan
satuan dan data
fran pemda tahun 2024
Catatan
satuan dan data
tahun 2024
belum disajikan
Dokumen
Pelaksanaan 0 0 Rekomendasi
Manajemen
Aset SPBE agar menyajikan
Isatuan dan data
tahun 2024
Catatan
satuan dan data
fahun 2024
JDL;TL?:en Dokumen belum disaikan
Koordinasi Woondinas] Pelaksanaan Rekomendasi
pelaksanaan petaksanaan Dokumen Manajemen 0 )
IManajemen SPBE Manajemen ;&:}yggan agar menyejikan
SPBE satuan dan data
{tahun 2024
Catatan
satuan dan data
SDM Pemda tahun 2024
yang belum disafikan
memliki latar
belakang 80 1 Rekomendasi
dan/atau
sertifikasi agar menyajtkan
kompetens safuan dan data
di bidang TIK tahun 2024
Catatan
satuan dan data
tahun 2024
belum disajlkan
Audit TIK a n |rekomendasi




we

53

55

- i e »
. ! 1
K- - N
Internal * *
agar menyajikan
Jumlah satuan dan data
Dokumen tahun 2024
Fasilitasi Fasilitasi
penyelenggaraan  ldalam rangka
Audif TIK sesuai  penyelenggara |Dokumen 1 1 1 1 1 1 Catatan
kewenangan Dinas [an Audit TIK
Kaminfo sesuai |satuan den data
kewenangan tahun 2024
Dinas Kominfo belumn disajikan
Audit TIK o 0 Rekomendasi
ekstemal
agar menyajikan
saluan dan data
tahun 2024
Catatan
Jumlah Perangkat
Pesangkat Daerah di
Daerah di pemerintah
Penyelenggaraan pemerintah provins! yang
Jaringan Intra provinsiyang {0 ngkat ferhubung
9 terhubung  Jro ond 34| asf as] 3af 34 34ldengen 32 a3z safuan dan data
Pemerintah Daerah dengan daerah Jaringan tahun 2024
Provinsi Jaringan Intra Intra belum disejikan
{Pemerintah Pemerintah Rekomendasi
Daerah Draerah
Provinsi Provins! Bgar menyajikan
satuan dan data
tahun 2024
Catatan
satean dan data
Jumlah KabfKola dl tahun 2024
laporan wilayah belum disajikan
Koordinast dan pelzksanaan provins! yang
Fasilitasi koordinasi dan mendapatka 1 1 Rekomendasi
Penyelenggaraan |fasifitasi Dokumen 12 12 1ZH 12 12 12 n sosialisasi
Pravinsi Cerdas penyelenggara program agar menyajikan
an Provinsi Provinsi fsatuan dan data
Cerdas Cerdas tahun 2024
Catatan
satuan dan data
tahun 2024
Kapasitas belumn disajkan
Kecepatan
bandwidth 1200 rann Rekomendasi
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PROGRAM
PENGELOLAAN
APLIKAS!
INFORMATIKA

Pengelolaan E-
government di
Lingkup
Pemerintah
Daerah
Provinsl

Penyediaan Akses
Intemet

—

Jumlah
Perangkat
Daerah dan
UPTD yang
memanfaatkan
akses intermet
yang
disediakan
oleh Dinas

Perangkat
Daerah

L
Nl | & |
yang
tersedia di agar menyajikan
Pemda satuan dan data
tahun 2024
Catatan
satuan dan data
tahun 2024
Perangkat belum disajikan
Daerah yang 1
memlliki 32 32 Rekomendas
ﬁ:::‘;set agar menyajikan
satuan dan data
tzhun 2024
Catatan
|satuan dan data
Perangkat tahun 2024
Daerah yang belum digajlkan
maemarnfaatk
Rekomendasi
34Ian akses 32 a2 ¢
g;;eer:;tkg:‘ng agar menyajikan
oleh Dinas satuan dan data
tahun 2024
Catatan
satuan dan data
Area publlk tahun 2024
yang belum disajlkan
memiliki
akaes o 25 Rekomendasi
tintarnet yang
disediakan agar menyajikan
oleh Dinas satuan gan data
Kominfo tahun 2024
Catatan
satuan dan data
tahun 2024
befum disajikan
Jumlah
Sebaran Titik ag8 282 Rekomendasi
Koordinat
Blankspot agar menyajikan
satuan dan data
tahun 2024
Catatan
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~ S -
) satuan dan data
Aplikas] tahun 2024
khusus yang belum disajikan
dibangun
danfatau |Rekomendasi
dikembangk
an oleh agar menyajikan
pemerintah satuan dan data
daerah tahun 2024
Jumlah
Koordinasi :z:l;a;:::‘l;l:? Catatan
pembangunan danvat
Sanatay an/atau satuan dan data
nengambangan dlkempgngkan  oikes! tahun 2024
g sesuai dengan { belum disajikan
';;:;12;3::5”5 ketentuan atau Khusus yang :

. f ki dasi
dengan arsitekiur ::g:ﬁi;‘ Aplikasi 0] tof 10l 1o} 1o]  soffianaten Rekonendas
dsg,nB Ee:sﬂe ::;:;?‘ standar teknis Kementerian Iagar menyajikan
1 daerah, sera dan prosedur Kominfo saluan dan data
peman;aalan pembangusan tahun 2024
Aplikas! Umum dan
SPBRE pengembanga

n aplikasl Catat
SPEE o
WSaluan dan data
takun 2024
Aplikas| belum disajikan
Umum yang |Rekomendasi
telah
dimanfaatka
In agar menyajikan
Isatuan dan data
tahun 2024
Cataztan
Rancangan jsatuan dan data
Kebijakan tahun 2024
domain belum disajikan
arsiteklur
Infrastruktur Rekomendasd
dalam
Arsitektur agar menyajikan
SPBE satuan dan data
Pemerintah tahun 2024
Daerah
Catatan
Rancangan Isatuan dan data
Kebijakan tahun 2024
domaln belum disajikan
arsitekiur
Jumtah aplikasi |Rekomendasi,
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(N
dokumen dalam ! !
Koordinasi kebijakan tata Arsitektur agar menyajikan
penyusunan kelola SPBE |SPBE rsatuan dan data
kebijakan tata metiputi Pemerintah tahun 2024
{kelola SPBE arsitektur, peta Caerah
meliputi arsitektur, [rencana,
peta rencana, proses bisnis, [Dokusmen 1
- Catatan
proses bisnis, seria |serta
penyusunan penyusunan satuan dan data
rencana dan rencana dan tahun 2024
anggaran SPRE anggaran Rancangan belum disgjikan
Pemerintah Daerah |SPBE Kebljakan
Pemerintah peta rencana 1 4 Rekomendasi
Daerah SPBE
Pemerintah agar menyajiken
Daerah satuan den data
tahun 2024
Catatan
satuan dan data
Rancangan tahun 2024
Kebljakan jbelum disajikan
rencana dan Rekamendasi
anggaran 0 0
SPBE )
Pemerintah "39;'” ’“Z“V"‘gkz‘
satuan dan daf
Poereh tahun 2024
Catatan
Jumlah
laporan
Koordinasi dan Pelaksanaan
Fasilitasi Promosi  [Kegiatan Pengguna
Literasi Fasilitasi {SPBE yang satuan dan data
SPBEdan/atau Pramaosi JLaporan 2{mendapatka 0 0| tahun 2024
Jkolaborasl Literasl SPBE n literasi belum disajikan
penyelenggaraan  |danfatau {SPBE
SPBE kolaboras] Rekomendasi
penyelenggara
an SPBE ager menyajikan
satuan dan data
tahun 2024
Catatan
Perangkat saluan dan data
Daerah yang tahun 2024
terhubung belum disajikan
S:?:ET 14 41 Rekomendasi
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Penghubung '
Layanan egar menyalikan
Pemerintah satuan dan data
Daerah tahun 2024
Catatan
Aplikasi
SPBE
Pemerintah satuan dan data
1Penyelenggaraan Jumiah Deerah yang tahun 2024
Sistem Aplikasi SPBE :Iem"bung st " |betum disajikan
Penghubun an engan
Laygnan ’ z;:m?.lbung Sistem Rekomendasi
Pemerintah Daserah |dengan Sistem JApTikasi gjPenghubung
dalam rangka Penghubung Layanan agar menyajikan
interopabilitas data |Layanan Pemerintah satuan dan data
dan integrasi Pemerintah Daerah tahun 2024
layanan Daerah
Catatan
Sistem
Penghubung
Layanan
Pemerintah satuan dan data
Caerah yang tahun 2024
terhubung 0 0 betum disaiken
dengan
Slatem Rekomendasi
Penghubung
Layanan agar menyajikan
Pemerintah satuan dan data
tahun 2024
Catatan
satuan dan data
Pusat tahun 2024
tkomputasl belum disajlkan
r:r:?:bun g 1 1 Rekomendasi
dengan
Pusat Data aglar ’"Z"Yagka"
Naslonat satuan dan data
aslona Htahun 2024
[Catatan
satuan dan data
tahun 2024
Pusat pusat belum disajkan
kendali yang
terhubung n 5 Rekomendasi




\. A
‘v dengan
Pusat Data agar menyajikan
Nasional satuan dan data
tahun 2024
Jumlah
Penyelenggaraan ilaporan
usat kendall toperasionalisa fLaporan 1
il‘;emerintah Daerah sippusal 7 Catatan
kendali satuan dan data
Pusat tahun 2024
komputasi belum disajlkan
an,
74 zlse?enggam Rekomendasi
kan
pemeriniah agar menyaljlkan
serah satvan dan data
Hahun 2024
Catatan
saluan dan data
hahun 2024
Pugat _ belurn disajlkan
kendali yang
75 diselenggara Rekomendasi
fkan
pemerintah agar menyajikan
daerah satuan dan data
tahun 2024
Catatan
|satuan dan data
Jumian tahun 2024
seluruh belum disajkan
kegiatan
76 statistik Rekomendasi
sektaral yang
difaksanakan agar menyajikan
Pemerintah satuan dan data
Daerah tahn 2024
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81

koae
referensi saluan dan data
dan/atau takun 2024
data induk belum disajikan
{Rekomendasi
agar menyajikan
satuan dan data
tahun 2024
Catatan
satuan dan data
dumiah tahun 2024
selu_ruh belum disajikan
kegiatan
statistik Rekomendasi
sektoral yang
dilzksanakan agar menyajlkan
Pemerintah satuan dan dala
Daerah tahun 2024
Catatan
Persentase
keglatan
Parsentase statistik |satuan den data
kegiatan sektoral yang tahun 2024
Pengelolaan statistik fsudah belum disajikan
kegiatan statistik  Ysektoral yang mendapatka R
sektoral dalam sudah 100 100 100 100 100{n . ekomendasi
sistem statistik mendapatkan rekomendasi . K
nasicnal rekomendasi dari pemblna ag?u mt;nya{! .'::
dari pembina data statistik lsah anm:: a
data statistik tahun
Catatan
Jumlah
kegiatan
statlstlk satuan dan dala
sektoral yang tahun 2024
sudah belum disalikan
nrnendapatka iRekomendasi
;Zl:‘?pmee;g;sai agar menyajikan
data statistk Faat:l::?\nzgg: data
Catatan
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URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
STATISTIK

:PROGRAM
PENYELENGGA
RAAN STATISTIK
SEKTORAL

Penyelenggara
an Statistik
Sektoral di
Lingkup
|Daerah
Provinsi

satuan dan data
Jumiah tahun 2024
A belum disajikan
kegiatan
statistik o Rekomendasi
sektoral yang
dilaksanakan agar menyajikan
Pemerintah satuan dan data
Daerah tahun 2024
Catatan
satuan dan data
Porsentass Jumiah tahun 2024
ot yarg keglatan .
Pelaksanaan il kapi statistik E Rekomendasi
Proses Bisnis 9 sektoral yang 0
dokumen 100 100 100 100 100 100
Statistik Sektoral dilengkapi
perencanaan agar my.jk]n
Sesuai Standar K lokumen
egiatan perencanaan rsmnn dan data
statistik tahun 2024
sektoral
Catatan
Persentase
satuan dan data
i hanun 2024
statiaik belum disajikan
sektoral yang.
dilengkapi 0! Rekomendasi
perencanaan
keglatan agar menyajikan
statistik satuan dan data
sektoral tahun 2024
Catatan
satuan dan data
-::;‘mn tahun 2024
disajikan
jika
sektoral yang 0 Rekomendasi
hasilnya
tersedia agar
pada portal dan data
data pemda tahun 2024
Catatan
P ta satuan dan data
ersentase 2024
Ti
egaan k,mm =2 belum disajikan
statis|
Peningkatan pengguna
Iruam,ge etatietil sektﬂra‘ yaﬂg ANy Ela'al 4nn 4Ny 40y 1nNiAasta Aalam n hmndas"
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sekloral l:llas;:Inya dlaﬁat mengakses
ases o portal data agar menyallkan
gPengguna pemda {saluan dan data
data. tahun 2024
Catatan
Persentase 1saluan dan data
keglatan tahun 2024
statistik belum disajlkan
:::‘1';;:1?; yang 0 o Rekomendasi
dapat N
diakses oleh agar menyajikan
satuan dan data
engguna
gmi ’ tahun 2024
Catatan
satuan dan data
Jumlah tahun 2024
pegawal belum disajikan
yang
mendapatka o 1 Rekomendasi
n pelatihan di) )
bidang agar menyajikan
statllstik satuan dan data
1 tahun 2024
Catatan
Lsatuan dan data
Jumiah , tahun 2024
i Jumiah pegaya belum disajikan
Peningkatan pegawal yang yang
Kapasitas mendapatkan {Orang 100§ 100{ 100 oo 100 mendapatka 1 2 Rekomendasi
Kelembagaan . n pelatihan di
Statistik Sektoral  |PEatnan di bict .
bidang statistik ang agar menyajlkan
manajemen satuan dan dala
data tahun 2024
Catatan
Jumlah satuan dan data
pembinaan tahun 2024
dibidang belum disajikan
statistk yang .
dilakukan 20 12 Rekomendasi
oleh walidata
terhadap agar menyajikan
produsen satuan dan data
data tahun 2024
Catatan




Jurmlah satuan dan data
Stetlet tahun 2024
MW" yang belum disajikan
91 dilengkapi 5 Rekomendasi
analisis
kebutuhan agar menyajikan
data dan satuan dan data
4 konfirmasi tahun 2024
Koordinasi dan ':Tr:: hasil
kolaborasi dalam | pn e 4 % 1 1
penyelenggaraan PEnyesangg e Catatan
statistk sektoral |01 orum satu
data daerah satuan dan data
tahun 2024
Jumlah belum disajikan
g2 MF 9 ny WE engga 0 Rekomendasi
satu data
daerah agar menyajikan
satuan dan data
‘tahun 2024
Catatan
Laporan satuan dan data
Pelaksanaan }nhun 2024
Keamanan belum disajikan
93 Ln:omul ha 38 Rekomendasi
n Daerah
Jumiah Provinsi agar menyajikan
Laporan Berbasis satuan dan data
Pelaksanaan Pelaksanaan Elekironik tahun 2024
Keamanan Keamanan
[Informasi Informasi
Pemerintahan Pemerintahan :Laporan 1 1 1 ;| 1 1
Daerah Berbasis  Daerah Catatan
Elektronik dan Non {Provinsi Laporan
Elektronik Berbasis Pelaksanaan
Elektronik dan ‘Keamanan
Non Elektronik Informasi
Pemerintaha
o n Daerah -
Provinsi
Berbasis
Non
Elektronik
Catatan
Jumlah satuan dan data
Perangkat Perangkat tahun 2024
Feeciom Daerah yang Daerah yang belum disajikan
R Telah Telah
Keamanﬂn ‘Mananiinalan Pemngkﬂ! a7 a7 a7 a7 Q7 A7 Manan inaka 1 Rekomendasi

ar
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|Penyelenggara
an Persandian
uniuk
Pengamanan.
Informasi
Pemerintah
Daerah
Pravinsi

Informasi dan R g IGnad | Daerah ' e il i i TN T PR T [
Layanan n Layanan "
Persaqdlan Keamanan Keamanan agar menyajikan
Pemerintah Daarah |, oo aey dan {informasi satuan dan data
Persandian tahun 2024
Catatan
Lap qran satuan dan data
Analisis tahun 2024
Kebutuhan |belum disajlkan
ISumber
Daya Rekomandasl
0,
Jumfah Keamanan
Laporan Informast agar menyajlkan
Pengelolaan Pengelofaan Pemerintah {satuan dan data
Sumber Daya Sumber Daya Daerah tahun 2024
Keamanan Keamanan Provinsi
Informasi dan Informasi dan
Persandian {Persandian Laporan 1 1 1 1 1 1 Catatan
Pemerintah Daerah JPemerintah
berdasarkan Daerah Laporan Isatuan dan data
Analisis Kebutuhan Jberdasarkan Pengelolaan tehun 2024
Analisis Sumber belum dlsajikan
Kebutuhan lE::?nanan 0 Rekomendasl
- Informasi ’
Pemerintzh agar menyajikan
Daerah 'satuan dan data
Provinsi Ftahun 2024
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URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERSANDIAN

PROGRAM
PENYELENGGA
RAAN
PERSANDIAN
UNTUK
PENGAMANAN
|INFORMASI

~ 4
Jumtah Catatan
Kebijakan Tata
Kelola
Keamanan Kebijakan
Informasi dan Tata Kelofa
Persandian Keamanan
Pemerintah Jinformas! 5
Daerah yang Pemerintah
Ditetapkan Daerah yang
baik berupa Ditetapkan
Penetapan Peraturan
|Kebijakan Tata Gubemnur,
Kelola Keamanan  {Keputusan Dokumen
Informasi dan Gubernur
Persandian maupun
Pemerintah Daerah [Nomma, salusn dan data
Standar, tahun 2024
Prosedur dan belum disaflkan
Kriteria yang
digunakan Rekomendasi
sebagal
panduan agar menyajlkan
dalam satuan dan dala
menjalankan tahun 2024
penyelenggara
an persandian.
Catatan
satuan dan data
|Kebiakan lahun 2024
Tata Kelofa belum disajlkan
Jaring
Komunikasi Rekomendasi
5]
ISandt
Pemerintah agar menyajikan
Daecrah yang satuan dan data
Ditetapkan tahun 2024
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Penetapan
Pola Hubungan
Komunikasi
Sandi antar
Perangkat
Daerah
|Provinsi

Qperasionalisasi
Layanan
Keamanan
Informasl dan
|Persand]an
Pemerintah Daerah

Jumlah

Operasionalisa

sl Layanan
Keamznan
Informasi dan
Persandian
Pemerintah
Daerah
berdasarkan

pemetaan pola

hubungan
komunikasi
sandi
pemerntah
Daerah.

JKegiatan

37,

37,

37]

37,

37|

37

Perangkat
Daerah yang
Terhubung
dalam Jaring
Komunikasi
Sandi

Catatan

satuan dan data

tahun 2024
belum disajikan

Rekomendasi
agar menyajikan

satuan dan data
tahun 2024
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MATRIK VERIFIKASI PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN PROVINSI RIAU

No |

RPIMD

INTEGRASI | TAB

AT

S=——

 camamavrsan

2

4

T

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Merumuskan latar belakang
penyusunan Renstra PD Tahun
2025 -2029 berupa gambaran
kondisi yang mendasari
disusunnya Renstra PD Tahun
2025-2029 dan dilengkapi definisi,
amanat regulasi, dan nilai strategis
Renstra PD

Dasar Hukum
Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang
relevan dan  signifikan dalam
penyusunan Renstra PD Tahun
2025-2029, serta disusun sesuai
dengan kaidah penyusunan produk
hukum

Maksud dan Tujuan

Menguraikan Maksud dan Tujuan
penyusunan Renstra PD Tahun
2025-2029

Sistematika Penyusunan

Menjelaskan sistematilka penulisan
yang berisi uraian ringkas tentang
masing-masing bab dalam Renstra
PD) Tahun 2025-2029

Sitematika
penulisan

k3

Untuk Sistematika agar di uraikan dan

digambarkan Pokok Bahasan secara

garis besar, sebagal Contoh :

o Bab I, Pendahuluan
Mengemulkakan secara  ringkas
pengertian Renstra Perangkat Daerah,
fungsi Renstra Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses
penyusunan Renstra  Perangkat
Daerah, keterkaitan Renstra
Perangkat Daerah dengan RPJMD,




Renstra K/L dan Renstra
provinsi/kabupaten/kota, dan dengan
Renja Perangkat Daerah

Bab II. Gambar Pelayanan

Memuat informasi tentang peran
(tugas dan fungsi) PD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintah
daerah, mengulas secara ringkas apa
saja sumber daya yang dimiliki PD
dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya, mengemukakan capaian-
capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra PD
periode sebelumnya

o Dat..

Saran ini telah kami sampaikan di
verifikasi rancangan awal dan rancangan
renstra tapi belum ditindak lanjuti

BAB 11 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN 18U STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan
Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran
{tugas dan fungsi) Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan
urusan  pemerintahan  daerah,
mengulas secara ringkas apa saja
sumber daya yang  dimiliki
Peranglkat Daerah dalam
penyelenggaraan tugas dan
fungsinya, mengemulalan
capaian-capalan penting yang telah
dihasilkan melalui pelaksanann
Renstra Perangkat Daerah periode
sebelumnya, mengemu

capaian program priovitas
Perangkat Daerah yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan
RPJMD periode sebelumnya, dan
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mengulas hambatan-hambatan
utama yang masih dihadapi dan
dinilai perlu diatasi melalui

Renstra Perangkat Daerah ini,
Tugas, fungsi dan - Memuat  penjelasan umum
struktur Perangkat tentang dasar hukum
Daerah pembentukan Perangkat Daerah;

- Struktur organisasi Perangkat
Daerah serta uraian tugas dan
fungsi sampai dengan dua eselon
dibawah kepala Perangkat
Daerah;

- Uraian tentang struktur
organisasi Perangkat Daerah
ditujukan untuk menunjukkan
organisasi, jumlah personil, dan
tata laksana Perangkat Daerah
(proses, prosedur, mekanisme),

Sumber daya Perangkat

Daerah

Memuat penjelasan ringkas tenteng
sumber daya yang  dimiliki
Perangkat Daerah dalam
menjalankan tugas dan fungsinya,
mencakup sumber daya manusia,
asset/modal, dan unit usaha yang
masih operasional,

Untuk Pejabat fungsional juga dibuat
berdasarkan gender

Kinerja
Peranglkat

pelayanan
Daerah

(termasuk capaian SPM

sesual
tupoksinya

dengan

- Menunjukkan tingkat ecapaian
kinerja Perangkat Daerah
berdasarkan sasaran /target
Renstra Perangkat Daerah
periode sebelumnya, menurut
SPM  untulk urusan  wajib,
dan/atau  indikator  kinerja

pelayanan  Perangkat Daerah
dan/atau indikator lainnya

- Mengemukakan macam
pelayanan, perkiraan besaran




kebutuhan  pelayanan, dan
arahan lokasi pengembangan

pelayanan yang dibutuhkan.
Kelompok sasaran | Misalnya  Bappeda, kelompok M
layanan sasaran layanannya adalah

Perangkat Daerah

Permasalahan dan Isu | Permasalahan dan Isu Strategis
Strategis Perangkat | yang ada pada urusan yang
Daerah dmmpu ole Perangkat Daerah
Permasalahan pelayanan | - Pernyataan yang disimpulkan | Permasalahan
Perangkat Daerah dari kesenjangan antara realita | yang dirumuskan

/capaian pembangunan dengan | di RPJMD telah
kondisi ideal yang seharusnya | terdapat di dalam
tersedia renstra

- Mengidentifikasi permasalahan
yvang dirumuskan dari Bab II,
Rancangan Awal RPJMD Provinsi
Riau Tahun 2025-2029 yang
berkaitan dengan pelayanan PD
dan Laporan KLHS RPJMD
Provinsi Riau Tahun 2025-2029
yang berkaitan dengan pelayanan
PD, ataupun hasil penjaringan
aspirasi yang dilakukan oleh PD,
Rumusan permasalahan
merupakan pernyataan kondisi
(realita) yang dapat disimpulkan
dari kesenjangan antara realita/
capalan pembangunan dengan
londisi ideal yang seharusnya
tersedia, Perumusan
permasalahan dapat
menggunakan  kertas  kerja
sehingga yang disajikan dalam
sub bab ini berupa permasalahan
yang bersifat dominan
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Isu strategis Perangkat Mengidentifikasi  isu  strategis
Daerah sesuai lingkungan dinamis (isu
nasional, dan regional) yang dapat
mempengaruhi PD  baik secara
langsung ataupun tidak langsung.
Isu strategis ini dapat dirumuskan
dari berbagai sumber yang dapat
dipertangungjawabkan antara lain:
RPJMN 2025-2029, Renstra K/L,
laporan  resmi dari lembaga
pemerintah/lembaga  2025-2029,
ataupun luar negeri, Laporan KLHS
RPJMD basil penjaringan aspirasi
yang dilakukan oleh PD

BAB III TUJUAN, SASBARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan  Renstra  PD | Kinerja yang ingin diwujudkan | Tujuan Renstra
Provingi Riau Tahun | selama 5 tahun untuk sama dengan
2025 - 2029 menggambarkan kebermanfaatan
PD berdasarkan NSPK yang | S8saran RPIMD
giterbitkm oleh Pemerintah Pusat | tapl indikatornya
an/atau memperhatikan sasaran
RPIMD Provinai Risu Tahun 2025 - | PUN Sudah sama
2029

Tujuan Renstra PD Tahun 2025-

2029 yang penentuannya

didasarkan paca:

a. Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat sesuai

dengan kewenangannya;
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b. Sasaran RPJMD Provinsi Riau
Tahun 2025-2029

Perumusan Tujuan Renstra PD
disusun dengan:
a. kalimat kondisi;

b. dapat diukur untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun;

c. disusun dengan bahasa yang
jelas dan mudah dipahami;

d. bersifat lebih khas sesuai
dengan tugas dan fungsi PD
serta merupakan intermediate
outcome

Sasaran  Renstra  PD |

Provinsi  Riau
2025 - 2029

Tahun

Rangkaian kinerja yang dapat
berupa tahapan dan fokus/aspek
prioritas menuju terwujudnya
pencapaian tujuan Renstra PD

Sasaran Renstra PD Tahun 2025-

2029 yang penentuannya
didasarkan pada;

a) Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat sesuai
dengan kewenangannya;

b) Sasaran RPJMD Provinsi Riau
Tahun 2025-2029

Perumusan Sasaran Renstra PD
disusun dengan:
&. kalimat kondisi;

b, dapat diukur untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun;

Terdapat 3 indikator sasaran salah
satunya  ditulis Indeks Bistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(S8PBE) dan pada tabel 3.1 ditulis Indeks
Bistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (BPBE)/Indoks
Pemerintahan Digital, Berdasarkan
Surat Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan  Reformasi
Birokrasi RI Nomor : B/66/PD.02/2025,
tanggal 21 April 2025 perihal
Pembinaan kepada Instansi Pemerintah
pada Tahun 2025 dalam Rangka
Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital
sebagai Penguatan Kebijjakan SPBE,
maka Indeks SPBE akan dilakukan
penguatan kebijakan menjadi Indoks
Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi)
yang akan mulal dilaksanakan tahun
2026. Oleh karena itu kami sarankan
agar memakai indikator Indeks Pemdi
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¢. disusun dengan bahasa yang
jelas dan mudah dipahami;

d. bersifat lebih khas sesuai
dengan tugas dan fungsi PD
serta merupakan intermediate
outcome

Strategi Perangkat
Daerah dalam mencapai

fujuan dan  sasaran
Renstra PD Riau Tahun
2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-
2029 adalah adalah rencana
tindakan yang langkah/upaya
komprehensif berisikan langkah-
vang akan dilakukan diantaranya
berupa optimalisasi sumber daya,
tahapan, fokus dan penentuan
program/kegiatan / subkegiatan
dalam menghadapi lingkungan
vang dinamis untuk mencapai
tujuan/sasaran Renstra PD

Tabel 3.4 Cascading kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi
Riau Tahun 2025- 2029 hal 68 dan 69
agar indkcator programnya diperhatikan
lagi dan disesuaikan dengan indikator
yang digunakan contoh untuk Program
Pengelolaan  Aplikasi informatika di
cascading memiliki 3 indikator program
padahal memiliki 1 indikator, begitu
juga dengan nama indikator program
disesuaikan dengan indikator yang
digunakan

Arah kebijakan Peranglkat
Daerah dalam mencapal
tujuan  dan  sasaran
Renstra PD Provinsi Riau
Tahun 2025-2029

Arah  Kebijakan Renstra PD
Provinsi Riau Tahun 2025-2029
adalah rangkeian kerja yang
merupakan operasionalisasi NSPK
sesuai dengan tugas dan fungsi PD
dan arah  kebijakan RPJMD
Provinsi Riau Tahun 2025-2029
serta selaras dengan strategl dalam
rangka mencapal target tujuan dan
sasaran Renstra PD

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Uraian Program

- Program, mengacu pada
nomenklatur yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri
beserta permutakhirannya

- Program, kegiatan dan
subkeglatan merupakan hasil
cascading dari tujuan, sasaran,
outcome, dan output

Indikator program
Pengelolaan Aplikas|
Informatika perlu
disesualkan dengan
RPIMD dan pagu 2026
s.d 2030 telah sesual
dengan RPIMD

Tabel 4,1, Rencana Program/Keglatan/
Sub Kegiatan dan Pendanaan, untuk
program Pengelolaan Aplikeasi
Informatika dengan indikator
Persontase Pemenuhan Indikator
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)/PEMDIGI. Di RPJMD
untuk program pengelolaan Aplikasi
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Informatika indikatornya Persentase
pemenuhan Indikator BPBE. Jadi kata
PEMDInya dihilangkan saja disesuaikan
dengan indicator RPFJMD

Tabel Tabel 4.1 belum sesuai dengan
Inmendagri No 2 Tahun 2025

Uraian Kegiatan

- Kegiatan dan subkegiatan

mengacu pada nomenklatur yang
diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri beserta
pemutakhirannya
Program, kegiatan dan

subkegiatan merupakan hasil
cascading darl tujuan, sasaran,
outcome, dan output

Karena tabel Tabel 4.1 belum sesuai

dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025

sehingga tidak terlihat output kegiatan

sementara adanya penyamaan Output

kegiatan pada Program Penunjang

urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

yang telah ditetapkan, oleh karena itu

tabel 4.1 perlu di sesualkan dengan

inmendagri no 2 Tahun 2025 dan periu

memasukkan output kegiatan sesuai

dengan  penyamaan  output  yang

ditetapkan tersebut yaitu

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
daerah outputnya menjadi
Terlaksananya Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasl Kinerja
Perangkat Daerah

2, Kegiatan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah outputnya menjadi
Terpenuhinya Administrasl Keuangan
Perangkat Daerah

3. Keglatan Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah
outputnya menjadi Terlaksananya
Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah

4, Kegiatan Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah outputnya menjadi
Terpenuhinya Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah
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5, Kegiatan  Administrasi Umum
Perangkat Daerah outputnya menjdi
Terpenuhinya Administrasi Umum
Perangkat Daerah

6. Kegiatan Penggadaan Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah
outputnya menjadi Terlaksananya
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

7. Kegiatan Penyedinan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
outputnya menjadi Tersedianya Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

8. Kegiatan Pemellharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah outputnya
menjadi Terlaksananya
pemeliharaan baang milik daerah
penunjang urusan pemerintahan
daerah

Saran ini telah kami sampaikan pada
verifikasi rancangan renstra tapi belum
ditindak lanjuti,

Uralan Sublkegiatan
beserta kinerja, indikator,
target, dan pagu indikatif

- Bubkegiatan mengacu  pada
nomenklatur yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri
beserta pemutakhirannya

= Program, kegiatan dan
subkegiatan merupakan hasil
cascading darl tujuan, sasaran,
outcome, dan output

Target keberhasilan
pencapaian tujuan dan
sasaran  Renstra PD
Provinsi Riau  tahun
2025-2029 melalui

Pada baglan ini dikemukakan
indikator Kinerja Utama (IKU)
Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai Perangkat

Berdasarkan saran kami pada butir 3
maka IKU Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasls  Elektronik  (SPBE)  /Indeks
Pemerintahan Digital kami sarankan di
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Indikator Kinerja Utama
(IKU) Perangkat Daerah

Daerah  dalam  lima  tahun
mendatang  sebagai  komitmen
untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perangkat Daerah yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD.

rubah menjadi indeks Pemdi saja

Target kinerja
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah
Tahun 2025-2029
melalui Indikator Kinerja
Kunei (IKK)

- Indikator Kinerja Kunci adalah
Indikator Kinerja yang
menggambarkan keberhasilan
penyelenggaraan suatu urusan
pemerintahan  sesuai dengan
kewenangan daerah.

- Pada bagian ini dikemukakan
indikator kinerja Kunei (IKK)
Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai Perangkat
Daerah dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator Kinerja Kunei (IKK)
Perangkat Daerah merupakan
indikator  urusan  Peranghkat
Daerah

Di verifikasi Rancangan Renstra kami
sudah menyarankan agar di IKK
ditambahkan  indikator  Persentase
tingkat kematangan keamanan siber dan
sandi Pemerintah daerah namun belum
ditindak lanjuti

BAB V PENUTUP

Penutup

Memuat  kesimpulan  penting
substansial, kaidah pelaksanaan,
dan pelaksanaan pengendalian dan
evaluasi terhadap perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
berdasarkan urusan pemerintahan
daerah

SK Tim Penyusunan yang dilampirkan
adalah sesual Keputusan Gubernur Riau
nomor ! 276/111/2025  tentang
Pembentukan Tim Penyusun Renstra
Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 -
2029




An. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Riau
Sekretaris,

TEZA DARSA, M.,Eng
Nip. 19801213 201001 1 006

Ketua Tim Perencanaan/ Perencana Ahli Muda

Pekanbaru,22 Oktober 2025

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala Bidang Infrastruktur dag Kewilayahan

Nip. 19720518 998703 1 006

Verifikator :
1. ERNI YANTI, SP,M.Si
Nip. 197401291998032002

Fungsional Perencana Madya

2. DEDI HARIANTO, ST
Nip. 197411052007011005 J —
Fungsional Perencana Ahli Muda )
3. LILY SANDI, SE., M.Si ? A
Nip. 19771025 201001 2012 /'
Penelaah Teknis Kebijakan i

4. AMANDA CESTY, S.STP
Nip. 19911219 201406 2 001

Penelaah Teknis Kebijakan



10.

11,

Undeng-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20292 Nomor
162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6808 ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembeangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 — 2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produl: Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata
Cara Ferubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Taun 2024 Nomor 14);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-

2029.

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
terdiri dari:

b. Wakil Ketua;

c. Sekretaris;

d. Koordinator;

€. Anggota.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan
Gubernur ini.

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Keputusan Gubernur ini

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada

Guberrur Riau.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Guberrur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanje Daerah Provinsi Riau.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal |9 MARET 2028

QUEERNUR RIAU,
Y o O -4_“”‘ /

/ <

7%,
<
b




PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR
TANGGAL

:276/111/2025
: 19 Maret 2025

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN 2025 - 2029
JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA LB DALAM TIM
(1) (2) (3) (@)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Pendidikan Ketua
2 | Sekretaris Dinas Dinas Pendidikan Sekretaris
3 | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah | Dinas Pendidikan Anggota
Menengah Atas
4 | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah | Dinas Pendidikan Anggota
Menengah Kejuruan
S5 | Kepala Bidang Pembinaan Dinas Pendidikan Anggota
Pendidikan Khusus dan Layanan
Khusus
6 | Kepala Bidang Guru dan Tenaga Dinas Pendidikan Anggota
Kependidikan
7 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan Anggota
Wilayah I
8 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan Anggota
Wilayah II
9 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan Anggota
Wilayah III
10 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan Anggota
Wilayah IV
11 | Perencana Ahli Madya Dinas Pendidikan Anggota
12 | Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan Anggota
Sekretariat
1 | Perencana Ahli Muda Sekretariat | Dinas Pendidikan Koordinator
2 | Perencana Ahli Pertama Dinas Pendidikan Anggota
3 | Pranata Komputer Dinas Pendidikan Anggota
4 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Anggota
dan Umum
5 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas Pendidikan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
6 | Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan Anggota
Sekretariat
7 | Pengolah Data dan Informasi Dinas Pendidikan Anggota
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Kesehatan Ketua
2 | Sekretaris Dinas Dinas Kesehatan Sekretaris
3 | Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Anggota
Kesehatan
4 | Kepala Bidang Pencegahan dan Dinas Kesehatan Anggota
Pengendalian Penyakit
5 | Kepala Bidang Sumber Daya Dinas Kesehatan Anggota
Kesehatan dan Kefarmasian




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
6 | Kepala Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Anggota
Masyarakat
7 | Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan Anggota
Rujukan
8 | Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan Anggota
Primer dan Kesehatan Tradisional
9 | Ketua Tim Kerja Pembiayaan dan | Dinas Kesehatan Anggota
Jaminan Kesehatan
10 | Kepala Seksi Surveilans dan Dinas Kesehatan Anggota
Imunisasi
11 | Kepala Seksi Pencegahan dan Dinas Kesehatan Anggota
Pengendalian Penyakit Menular
12 | Ketua Tim Kerja Pecegahan dan Dinas Kesehatan Anggota
Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
13 | Kepala Seksi Pengembangan Dinas Kesehatan Anggota
Sarana dan Prasarana
14 | Kepala Seksi Farmasi dan Alat Dinas Kesehatan Anggota
Kesehatan
15 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Dinas Kesehatan Anggota
dan Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
16 | Kepala Seksi Kesehatan Keluarga | Dinas Kesehatan Anggota
dan Gizi
17 | Kepala Seksi Kesehatan Dinas Kesehatan Anggota
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Olahraga
18 | Ketua Tim Kerja Promosi Dinas Kesehatan Anggota
Kesehatan
19 | Fungsional Administrator Dinas Kesehatan Anggota
Kesehatan Ahli Pertama, Muda
dan Madya
20 | Fungsional Epidemiolog Dinas Kesehatan Anggota
Kesehatan Ahli Pertama, Muda
dan Madya
21 | Fungsional Nutrisionis Pertama, Dinas Kesehatan Anggota
Muda dan Madya
22 | Pembimbing Kesehatan kerja Ahli | Dinas Kesehatan Anggota
Pertama, Muda dan Madya
23 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kesehatan Anggota
UPT Balai Pelatihan Kesehatan
1 | Kepala UPT Balai Pelatihan Dinas Kesehatan Anggota
Kesehatan
2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Anggota
3 | Kepala Seksi Penyelenggaraan Dinas Kesehatan Anggota
Pelatihan
4 | Kepala Seksi Pengkajian, Dinas Kesehatan Anggota
Pengembangan dan pengendalian
Mutu
UPT Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan
1 | Kepala UPT Laboratorium Dinas Kesehatan Anggota

Kesehatan dan Lingkungan




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM

(1) (2) (3) (4)

2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Anggota
Laboratorium Kesehatan dan
Lingkungan

3 | Kepala Seksi Pelayanan Klinis Dinas Kesehatan Anggota

4 | Kepala Seksi Pelayanan Dinas Kesehatan Anggota
Lingkungan

S5 | Penata Laboratorium Pertama, Dinas Kesehatan Anggota
Muda dan Madya

6 | Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli | Dinas Kesehatan Anggota
Pertama, Muda dan Madya

7 | Penelaah Kebijakan Teknis Dinas Kesehatan Anggota

UPT Instalasi Farmasi Dan Logistik

1 | Kepala UPT Instalasi Farmasi dan | Dinas Kesehatan Anggota
Logistik

2 | Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Anggota

3 | Kepala Seksi Logistik Kesehatan Dinas Kesehatan Anggota

4 | Kepala Seksi Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Anggota

S5 | Apoteker Pertama, Muda dan Dinas Kesehatan Anggota
Madya

6 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kesehatan Anggota

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD

1

Direktur

Rumah Sakit Umum
Daerah Arifin Achmad

Wakil Ketua

2 | Kepala Bagian Perencanaan Rumah Sakit Umum Anggota
Daerah Arifin Achmad

3 | Wakil Direktur Keuangan Rumah Sakit Umum Anggota
Daerah Arifin Achmad

4 | Wakil Direktur Medik dan Rumah Sakit Umum Anggota
Keperawatan Daerah Arifin Achmad

S5 | Wakil Direktur Umum, SDM dan Rumah Sakit Umum Anggota
Pendidikan Daerah Arifin Achmad

6 | Fungsional Perencana Ahli Rumah Sakit Umum Anggota
Pertama, Muda dan Madya Daerah Arifin Achmad

7 | Penelaah Teknis Kebijakan Rumah Sakit Umum Anggota

Daerah Arifin Achmad

RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN

1 | Direktur Rumah Sakit Jiwa Wakil Ketua
Tampan
2 | Kepala Bagian Perencanaan Rumah Sakit Jiwa Anggota
Tampan
3 | Wakil Direktur Medik dan Rumah Sakit Jiwa Anggota
Keperawatan Tampan
4 | Wakil Direktur Umum dan Rumah Sakit Jiwa Anggota
Keuangan Tampan
S5 | Perencana Ahli Pertama, Muda Rumah Sakit Jiwa Anggota
dan Madya Tampan
6 | Penelaah Teknis Kebijakan Rumah Sakit Jiwa Anggota
Tampan
7 | Pelaksana Program Perencanaan Rumah Sakit Jiwa Anggota

Tampan




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (@) (@)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
1 | Direktur Rumah Sakit Umum Wakil Ketua
Daerah Petala Bumi
2 | Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Petala Bumi Anggota
3 | Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Petala Bumi Anggota
4 | Kepala Bidang Pelayanan RSUD Petala Bumi Anggota
Penunjang
5 | Kepala Bidang Pelayanan RSUD Petala Bumi Anggota
Keperawatan, Kebidanan
6 | Kepala Sub Bagian Perencanaan RSUD Petala Bumi Anggota
Program
7 | Fungsional Perencana Ahli RSUD Petala Bumi Anggota
Pertama, Muda dan Madya
8 | Pelaksana Program Perencanaan RSUD Petala Bumi Anggota
9 | Pelaksana Program Keuangan RSUD Petala Bumi Anggota
Sekretariat
1 | Ketua Tim Kerja Perencanaan Dinas Kesehatan Koordinator
Program
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Anggota
dan Umum
3 | Ketua Tim Kerja Keuangan, Dinas Kesehatan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
4 | Fungsional Perencana Ahli Madya | Dinas Kesehatan Anggota
S | Fungsional Perencana Ahli Muda | Dinas Kesehatan Anggota
6 | Fungsional Perencana Ahli Dinas Kesehatan Anggota
Pertama
7 | Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kesehatan Anggota
8 | Penelaah Kebijakan Teknis Dinas Kesehatan Anggota
9 | Pengolah Data dan Informasi Dinas Kesehatan Anggota

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

1

Kepala Dinas

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Ketua

Sekretaris Dinas

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Sekretaris

Kepala Bidang Sumber Daya Air

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

Kepala Bidang Bina Marga

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota




NO

JABATAN STRUKTURAL/
FUNGSIONAL/ PELAKSANA

INSTANSI

KEDUDUKAN
DALAM TIM

(1)

(2)

(3)

(4)

Kepala Bidang Cipta Karya

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

Kepala Bidang Perumahan,
Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

Kepala Bidang Penataan Ruang
dan Pertanahan

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

Kepala Bidang Bina Jasa
Konstruksi

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

Kepala UPT Laboratorium Bahan
Konstruksi

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

10

Kepala UPT Pengelolaan Air
Minum

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

11

Kepala UPT Peralatan Konstruksi

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

12

Kepala UPT Jalan dan Jembatan
Wilayah I

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

13

Kepala UPT Jalan dan Jembatan
Wilayah 11

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

14

Kepala UPT Jalan dan Jembatan
Wilayah III

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

15

Kepala UPT Jalan dan Jembatan
Wilayah IV

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,

Anggota




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA IR DALAM TIM
(1) (2) 3) (4)
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
16 | Kepala UPT Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Anggota
Wilayah V Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
17 | Kepala UPT Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Anggota
Wilayah VI Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
18 | Perencana Ahli Madya Dinas Pekerjaan Anggota
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
19 | Penata Kelola Penyehatan Dinas Pekerjaan Anggota
Lingkungan Ahli Madya Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
20 | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Dinas Pekerjaan Anggota
Madya Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Sekretariat
1 | Perencana Ahli Muda Sekretariat | Dinas Pekerjaan Koordinator
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Anggota
dan Umum Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
3 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pekerjaan Anggota
Sekretariat Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU
1 | Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Ketua
Praja
2 | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Sekretaris
Praja
3 | Kepala Bidang Pembinaan Satuan Polisi Pamong Anggota
Masyarakat dan Aparatur Praja
4 | Kepala Bidang Operasi Satuan Polisi Pamong Anggota
Praja




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
5 | Kepala Bidang Penegakan Satuan Polisi Pamong Anggota
Peraturan Daerah Praja
6 | Kepala Bidang Pembinaan Satuan | Satuan Polisi Pamong Anggota
Perlindungan Masyarakat Praja
7 | Kepala Seksi Bina Masyarakat Satuan Polisi Pamong Anggota
Praja
8 | Kepala Seksi Peningkatan Satuan Polisi Pamong Anggota
Fasilitasi Aparatur Praja
9 | Kepala Seksi Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Anggota
dan Ketentraman Masyarakat Praja
10 | Kepala Seksi Pengamanan Asset Satuan Polisi Pamong Anggota
Praja
11 | Kepala Seksi Hubungan Antar Satuan Polisi Pamong Anggota
Lembaga Praja
12 | Kepala Seksi Penegakan dan Satuan Polisi Pamong Anggota
Pengawasan Praja
13 | Kepala Seksi Data dan Informasi Satuan Polisi Pamong Anggota
Praja
14 | Kepala Seksi Pengarahan dan Satuan Polisi Pamong Anggota
Pengendalian Praja
Sekretariat
1 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Koordinator
dan Pelaporan Praja
2 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Satuan Polisi Pamong Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Praja
Barang Milik Daerah
3 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Anggota
dan Umum Praja
4 | Fungsional Perencana Ahli Muda | Satuan Polisi Pamong Anggota
Praja
5 | Fungsional Perencana Ahli Satuan Polisi Pamong Anggota
Pertama Praja
6 | Penelaah Teknis Kebijakan Satuan Polisi Pamong Anggota
Praja
7 | Pengadministrasi Perkantoran Satuan Polisi Pamong Anggota
Praja
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU
1 | Kepala Badan Badan Penanggulangan Ketua
Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
2 | Sekretaris Badan Penanggulangan Sekretaris
Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
3 | Kepala Bidang Pencegahan dan Badan Penanggulangan Anggota
Kesiapsiagaan Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
4 | Kepala Bidang Kedaruratan dan Badan Penanggulangan Anggota
Logistik Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) 3) (4)
5 | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Badan Penanggulangan Anggota
Rekonstruksi Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
6 | Kepala Bidang Pemadam Badan Penanggulangan Anggota
Kebakaran Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
7 | Fungsional Analis Kebencanaan Badan Penanggulangan Anggota
Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
8 | Fungsional Penata Badan Penanggulangan Anggota
Penanggulangan Bencana Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
Sekretariat
1 | Ketua Tim Program Perencanaan Badan Penanggulangan | Koordinator
Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Badan Penanggulangan Anggota
dan Umum Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
3 | Ketua Tim Keuangan, Badan Penanggulangan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Bencana Daerah dan
BMD Pemadam Kebakaran
4 | Perencana Ahli Pertama Badan Penanggulangan Anggota
Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
S5 | Penelaah Teknis Kebijakan Badan Penanggulangan Anggota
Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
6 | Pengolah Data dan Informasi Badan Penanggulangan Anggota
Sekretariat Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Sosial Ketua
2 | Sekretaris Dinas Dinas Sosial Sekretaris
3 | Kepala Bidang Perlindungan dan Dinas Sosial Anggota
Jaminan Sosial
4 | Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Anggota
Sosial
5 | Kepala Bidang Penanganan Fakir | Dinas Sosial Anggota
Miskin
6 | Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Dinas Sosial Anggota
Sosial Anak dan Lanjut Sosial
7 | Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Dinas Sosial Anggota
Sosial Penyandang Disabilitas
8 | Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Dinas Sosial Anggota
Sosial Dan Korban Perdangangan
Orang
9 | Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Dinas Sosial Anggota

Perorangan Pemberdayaan dan
Keluarga




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
10 | Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Dinas Sosial Anggota
masyarakat dan Kelembagaan
Sosial
11 | Ketua Tim Kerja Kepahlawanan, Dinas Sosial Anggota
Keperintisan, Kesetiakawanan
dan Restorasi Sosial
12 | Ketua Tim Kerja Identifikasi dan Dinas Sosial Anggota
Pengolahan Data Fakir miskin
13 | Ketua Tim Kerja Pendampingan Dinas Sosial Anggota
dan Pemberdayaan
14 | Ketua Tim Kerja Bantuan Dinas Sosial Anggota
Stimulan dan Penataan
Lingkungan
15 | Ketua Tim Kerja Perlindungan Dinas Sosial Anggota
Sosial Korban Bencana Alam
16 | Ketua Tim Kerja Perlindungan Dinas Sosial Anggota
Sosial Korban Bencana Sosial
17 | Ketua Tim Kerja Jaminan Sosial Dinas Sosial Anggota
Keluarga
18 | Penyuluh Sosial Ahli Pertama, Dinas Sosial Anggota
Muda dan Madya
19 | Pekerja Sosial Ahli Pertama, Muda | Dinas Sosial Anggota
dan Madya
UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha "Khusnul Khotimah"
1 | Kepala UPT Pelayanan Sosial Dinas Sosial Anggota
Tresna Werdha, "Khusnul
Khotimah"
2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Sosial Anggota
3 | Kepala Seksi Pembinaan Sosial Dinas Sosial Anggota
4 | Kepala Seksi Pelayanan sosial Dinas Sosial Anggota
5 | Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Anggota
UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"
1 | Kepala UPT Pelayanan Sosial Dinas Sosial Anggota
Marsudi Putra "Tengku Yuk"
2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Sosial Anggota
Kepala Seksi Program dan Dinas Sosial Anggota
3 . .
Advokasi Sosial
4 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Anggota
S | Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Anggota
UPT Bina Laras
1 | Kepala UPT Bina Laras Dinas Sosial Anggota
2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Sosial Anggota
3 | Kepala Seksi Program dan Dinas Sosial Anggota
Advokasi Sosial
4 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Anggota
S | Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Anggota
UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak
1 | Kepala UPT Panti Sosial Dinas Sosial Anggota
Pengasuhan Anak
2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Sosial Anggota
3 | Kepala Seksi Program dan Dinas Sosial Anggota
Advokasi Sosial




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
4 | Kepala Seksi Pelayanan sosial Dinas Sosial Anggota
5 | Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Anggota
UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
1 | Kepala UPT Pemberdayaan Dinas Sosial Anggota
Penyandang Disabilitas Daksa
2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Sosial Anggota
3 | Kepala Seksi Pembinaan Sosial Dinas Sosial Anggota
4 | Kepala Seksi Pelayanan Dinas Sosial Anggota
Penyandang Disablilitas
S | Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Anggota
6 | Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Anggota
Sekretariat
1 | Ketua Tim Kerja Perencanaan Dinas Sosial Koordinator
Program
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Sosial Anggota
dan Umum
3 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas Sosial Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
4 | Perencana Ahli Muda Dinas Sosial Anggota
S | Perencana Ahli Pertama Dinas Sosial Anggota
6 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial Anggota
7 | Pengadministrasi Perencana dan Dinas Sosial Anggota
Program
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Ketua
Transmigrasi
2 | Sekretaris Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Sekretaris
Transmigrasi
3 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Transmigrasi
4 | Kepala Bidang Pelatihan dan Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Penempatan Tenaga Kerja Transmigrasi
5 | Kepala Seksi Pelatihan, Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Pemagangan dan Produktivitas Transmigrasi
Tenaga Kerja
6 | Kepala Seksi Penempatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Perluasan Kerja Transmigrasi
7 | Fungsional Pengantar Kerja Muda | Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Transmigrasi
8 | Kepala Bidang Hubungan Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Industrial dan Persyaratan Kerja | Transmigrasi
9 | Kepala Seksi Persyaratan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Transmigrasi
10 | Kepala Seksi Penyelesaian Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Hubungan Industrial Transmigrasi
11 | Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Ahli Muda/ Penyetaraan Transmigrasi
12 | Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Ahli Pertama Transmigrasi
13 | Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Ketenagakerjaan Transmigrasi




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
14 | Kepala Seksi Pengawasan Norma, | Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Transmigrasi
15 | Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Transmigrasi
16 | Fungsional Pengawas KK Ahli Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Madya Transmigrasi
17 | Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Muda/ Penyetaraan Transmigrasi
18 | Kepala Bidang Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Transmigrasi
19 | Analis Kebijakan Ahli Muda/ Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Penyetaraan Transmigrasi
20 | Analis Kebijakan Ahli Muda/ Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Penyetaraan Transmigrasi
UPT Latihan Kerja
1 | Kepala UPT Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Transmigrasi
2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Transmigrasi
3 | Kepala Seksi Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Transmigrasi
Sekretariat
1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Dinas Tenaga Kerja dan | Koordinator
Kepegawaian Transmigrasi
2 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Transmigrasi
3 | Pengolah Data dan Informasi Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Transmigrasi

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

PEN

GENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU

1

Kepala Dinas

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Ketua

Sekretaris Dinas

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Sekretaris

Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Pengarusutamaan
Gender

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Anggota

Kepala Bidang Kelembagaan
Tumbuh Kembang dan
Pemenuhan Hak Anak

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian

Anggota




NO

JABATAN STRUKTURAL/
FUNGSIONAL/ PELAKSANA

INSTANSI

KEDUDUKAN
DALAM TIM

(1)

(2)

(3)

(4)

Penduduk dan
Keluarga Berencana

Kepala Bidang Perlindungan Hak
Perempuan dan Khusus Anak

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Anggota

Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Anggota

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera
Data dan Informasi

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Anggota

Kepala UPT Perlindungan
Perempuan dan Anak

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Anggota

Sekretariat

1

Perencana Ahli Muda Sekretariat

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Koordinator

Kepala Sub Bagian Kepegawaian
dan Umum

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Anggota

Kepala Sub Bagian Keuangan,
Perlengkapan dan Pengelolaan
BMD

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Anggota

Penelaah Teknis Kebijakan
Sekretariat

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Anggota

Pengolah Data dan Informasi
Sekretariat

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan

Anggota




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Pangan,
Tanaman Pangan dan Ketua
Hortikultura
2 | Sekretaris Dinas Dinas Pangan,
Tanaman Pangan dan Sekretaris
Hortikultura
3 | Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan,
Tanaman Pangan dan Anggota
Hortikultura
4 | Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pangan,
Tanaman Pangan dan Anggota
Hortikultura
5 | Kepala Bidang Prasarana dan Dinas Pangan,
Sarana Tanaman Pangan dan Anggota
Hortikultura
6 | Kepala Bidang Ketahanan Pangan | Dinas Pangan,
Tanaman Pangan dan Anggota
Hortikultura
7 | Kepala UPT Pengawasan Mutu Dinas Pangan,
dan Keamanan Pangan Tanaman Pangan dan Anggota
Hortikultura
8 | Kepala UPT Perbenihan Sertifikst | Dinas Pangan,
Benih Tanaman Pangan Tanaman Pangan dan Anggota
Hortikultura Hortikultura
9 | Kepala UPT Pelatihan Penyuluhan | Dinas Pangan,
Pertanian Tanaman Pangan dan Anggota
Hortikultura
10 | Kepala UPT Perlindungan Dinas Pangan,
Tanaman Pangan Hortikultura Tanaman Pangan dan Anggota
Hortikultura
11 | Kepala Seksi Produksi Benih Dinas Pangan,
Tanaman Pangan dan Anggota
Hortikultura
Sekretariat
1 | Ketua Tim Kerja Perencanaan Dinas Pangan, Koordinator
Program Tanaman Pangan dan
Hortikultura
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pangan, Anggota
dan Umum Tanaman Pangan dan
Hortikultura
3 | Ketua Tim Kerja Keuangan, Dinas Pangan, Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Tanaman Pangan dan
Barang Milik Daerah Hortikultura
4 | Perencana Ahli Madya Dinas Pangan, Anggota
Tanaman Pangan dan
Hortikultura




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) 3) (4)
S5 | Perencana Ahli Muda Dinas Pangan, Anggota
Tanaman Pangan dan
Hortikultura
6 | Perencana Ahli Pertama Dinas Pangan, Anggota
Tanaman Pangan dan
Hortikultura
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Lingkungan Ketua
Hidup dan Kehutanan
2 | Sekretaris Dinas Dinas Lingkungan Sekretaris
Hidup dan Kehutanan
3 | Kepala Bidang Penaatan dan Dinas Lingkungan Anggota
Penataan Lingkungan Hidup dan | Hidup dan Kehutanan
Kehutanan
4 | Kepala Bidang Perubahan Iklim, Dinas Lingkungan Anggota
Pengelolaan Limbah Padat Hidup dan Kehutanan
Domestik dan Peningkatan
Kapasitas
5 | Kepala Bidang Pengendalian Dinas Lingkungan Anggota
Pencemaran, Kerusakan Hidup dan Kehutanan
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
6 | Kepala Bidang Perencanaan dan Dinas Lingkungan Anggota
Pemanfaatan Hutan Hidup dan Kehutanan
7 | Kepala Bidang Pengelolaan Dinas Lingkungan Anggota
Daerah Aliran Sungai, Restorasi Hidup dan Kehutanan
Gambut dan Perhutanan Sosial
8 | Kepala UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Anggota
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9 | Kepala UPT Pelatihan Kehutanan | Dinas Lingkungan Anggota
dan Pemberdayaan Masyarakat Hidup dan Kehutanan
10 | Kepala UPT Perbenihan Tanaman | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Hidup dan Kehutanan
11 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Produksi Minas Tahura Hidup dan Kehutanan
12 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Tasik Besar Serkap Hidup dan Kehutanan
13 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Bagan Siapi-api Hidup dan Kehutanan
14 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Bengkalis Pulau Hidup dan Kehutanan
15 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Mandau Hidup dan Kehutanan
16 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Rokan Hidup dan Kehutanan
17 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Suligi - Batu Gajah Hidup dan Kehutanan
18 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Kampar Kiri Hidup dan Kehutanan
19 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Sorek Hidup dan Kehutanan




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
20 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Tebing Tinggi Hidup dan Kehutanan
21 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Mandah Hidup dan Kehutanan
22 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Indragiri Hidup dan Kehutanan
23 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Singingi Hidup dan Kehutanan
24 | Perencana Ahli Madya Dinas Lingkungan Anggota
Hidup dan Kehutanan
25 | Perencana Ahli Muda Dinas Lingkungan Anggota
Hidup dan Kehutanan
Sekretariat
1 | Ketua Tim Sub Bagian Dinas Lingkungan Koordinator
Perencanaan Program Hidup dan Kehutanan
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Lingkungan Anggota
dan Umum Hidup dan Kehutanan
3 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas Lingkungan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Hidup dan Kehutanan
Barang Milik Daerah
4 | Pelaksana Sub Bagian Dinas Lingkungan Anggota

Perencanaan Program

Hidup dan Kehutanan

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Ketua
Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 | Sekretaris Dinas Dinas Pemberdayaan Sekretaris
Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
3 | Kepala Bidang Bina Pemerintahan | Dinas Pemberdayaan Anggota
Desa Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
4 | Ketua Tim Kerja Peningkatan Dinas Pemberdayaan Anggota
Kapasitas Aparatur Desa dan BPD | Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
S5 | Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Anggota
Masyarakat Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
6 | Ketua Tim Kerja Peningkatan Dinas Pemberdayaan Anggota
Sumberdaya Manusia Lembaga Masyarakat, Desa,
Kemasyarakatan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
7 | Kepala Bidang Pembangunan Dinas Pemberdayaan Anggota

Ekonomi dan Kawasan Pedesaan

Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
8 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Dinas Pemberdayaan Anggota
Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat, Desa,
Masyarakat Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
9 | Kepala Bidang Fasilitasi Dinas Pemberdayaan Anggota
Pendaftaran Penduduk dan Masyarakat, Desa,
Pencatatan Sipil Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
10 | Ketua Tim Kerja Fasilitasi Sarana | Dinas Pemberdayaan Anggota
dan Prasarana Pendaftaran Masyarakat, Desa,
Penduduk dan Pencatatan Sipil Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
11 | Kepala Bidang Pengeloaan Dinas Pemberdayaan Anggota
Informasi Administrasi Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan Pemanfaatan | Kependudukan dan
Data Pencatatan Sipil
12 | Ketua Tim Kerja Pengelolaan Dinas Pemberdayaan Anggota
Informasi Administrasi Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan Pemanfaatan | Kependudukan dan
Data Pencatatan Sipil
Sekretariat
1 | Ketua Tim Kerja Perencanaan Dinas Pemberdayaan Koordinator
Program Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas Pemberdayaan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Masyarakat, Desa,
Barang Milik Daerah Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
3 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Anggota
dan Umum Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
4 | Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Anggota
Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
5 | Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Anggota
Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
6 | Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Anggota
Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
7 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Anggota
Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
8 | Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pemberdayaan Anggota
Masyarakat, Desa,




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Perhubungan Ketua
2 | Sekretaris Dinas Dinas Perhubungan Sekretaris
3 | Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Anggota
4 | Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Anggota
S5 | Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Anggota
6 | Kepala Bidang Pengembangan Dinas Perhubungan Anggota
Transportasi
7 | Kepala Seksi Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Anggota
8 | Kepala Seksi Angkutan Pelayaran | Dinas Perhubungan Anggota
Rakyat dan ASDP
9 | Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas Perhubungan Anggota
Dalam Trayek dan Tidak Dalam
Trayek
10 | Kepala Seksi Keselamatan dan Dinas Perhubungan Anggota
Teknik Sarana
11 | Kepala Seksi Manajemen dan Dinas Perhubungan Anggota
Rekayasa Lalu Lintas
12 | Kepala Seksi Pengawasan dan Dinas Perhubungan Anggota
Pengendalian LLAJ
13 | Kepala Seksi Pengembangan Dinas Perhubungan Anggota
Sistem Transportasi
14 | Kepala Seksi Regulasi dan Dinas Perhubungan Anggota
Pendataan Transportasi
UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I
1 | Kepala UPT Pengelolaan Dinas Perhubungan Anggota
Perhubungan Wilayah I
2 | Kepala Seksi Operasional UPT Dinas Perhubungan Anggota
Pengelolaan Perhubungan Wilayah
I
3 | Kepala Seksi Sarana dan Dinas Perhubungan Anggota
Prasarana UPT Pengelolaan
Perhubungan Wilayah I
4 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Anggota
UPT Pengelolaan Perhubungan
Wilayah |
UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II
1 | Kepala UPT Pengelolaan Dinas Perhubungan Anggota
Perhubungan Wilayah II
2 | Kepala Seksi Operasional UPT Dinas Perhubungan Anggota
Pengelolaan Perhubungan Wilayah
I
3 | Kepala Seksi Sarana dan Dinas Perhubungan Anggota
Prasarana UPT Pengelolaan
Perhubungan Wilayah II
4 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Anggota

UPT Pengelolaan Perhubungan
Wilayah II




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
Sekretariat
1 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan Koordinator
Program
2 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas Perhubungan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
3 | Pejabat Pengurus Barang Milik Dinas Perhubungan Anggota
Daerah
4 | Analis Kebijakan Dinas Perhubungan Anggota

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU

1 | Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Ketua
Informatika dan
Statistik
2 | Sekretaris Dinas Dinas Komunikasi, Sekretaris
Informatika dan
Statistik
3 | Kepala Bidang Informasi dan Dinas Komunikasi, Anggota
Komunikasi Publik Informatika dan
Statistik
4 | Kepala Bidang Infrastruktur Dinas Komunikasi, Anggota
Teknologi Informatika dan Informatika dan
Komunikasi Statistik
5 | Kepala Bidang Aplikasi Dinas Komunikasi, Anggota
Informatika Informatika dan
Statistik
6 | Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Anggota
Informatika dan
Statistik
7 | Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Anggota
Informatika dan
Statistik
8 | Perencana Ahli Muda Dinas Komunikasi, Anggota
Informatika dan
Statistik
9 | Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Anggota
Informatika dan
Statistik
10 | Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Anggota
Ahli Muda Informatika dan
Statistik
11 | Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Anggota
Ahli Pertama Informatika dan
Statistik
12 | Manggala Informatika Ahli Muda Dinas Komunikasi, Anggota
Informatika dan
Statistik
13 | Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi, Anggota

Informatika dan
Statistik

Sekretariat




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) 3) (4)
1 | Perencana Ahli Muda Sekretariat Dinas Komunikasi, Koordinator
Informatika, dan
Statistik
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Komunikasi, Anggota
dan Umum Informatika, dan
Statistik
3 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas Komunikasi, Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Informatika, dan
BMD Statistik
4 | Arsiparis Ahli Madya Dinas Komunikasi, Anggota
Informatika, dan
Statistik
5 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Komunikasi, Anggota

Informatika, dan
Statistik

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

1 | Kepala Dinas Dinas Penanaman Ketua
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
2 | Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Sekretaris
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
3 | Perencana Ahli Madya Dinas Penanaman Anggota
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
4 | Penata Kelola Penanaman Modal Dinas Penanaman Anggota
Ahli Madya Pokja Perencanaan Modal dan Pelayanan
dan Pengembangan Iklim Terpadu Satu Pintu
Penanaman Modal
5 | Penata Kelola Penanaman Modal Dinas Penanaman Anggota
Ahli Madya Pokja Promosi Modal dan Pelayanan
Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
6 | Penata Kelola Penanaman Modal Dinas Penanaman Anggota
Ahli Madya Pokja Pengendalian Modal dan Pelayanan
Pelaksanaan dan Pengolahan Data | Terpadu Satu Pintu
Penanaman Modal
7 | Penata Perizinan Ahli Madya Pokja | Dinas Penanaman Anggota
Penyelenggaraan Pelayanan Modal dan Pelayanan
Perizinan, Perizinana Berusaha Terpadu Satu Pintu
dan Non Perizinan A
8 | Penata Perizinan Ahli Madya Pokja | Dinas Penanaman Anggota
Penyelenggaraan Pelayanan Modal dan Pelayanan
Perizinan, Perizinana Berusaha Terpadu Satu Pintu
dan Non Perizinan B
9 | Penata Perizinan Ahli Madya Pokja | Dinas Penanaman Anggota
Penyelenggaraan Pelayanan Modal dan Pelayanan
Perizinan, Perizinana Berusaha Terpadu Satu Pintu
dan Non Perizinan C
10 | Penata Perizinan Ahli Madya Pokja | Dinas Penanaman Anggota

Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Lainnya

Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
Sekretariat
1 | Perencana Ahli Muda Dinas Penanaman Koordinator
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
2 | Kepala Sub Bagian Umum Dinas Penanaman Anggota
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
3 | Analis Keuangan Pusat dan Dinas Penanaman Anggota
Daerah Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
4 | Perencana Ahli Pertama Dinas Penanaman Anggota
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
S | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Penanaman Anggota
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Kepemudaan dan Ketua
Olahraga
2 | Sekretaris Dinas Dinas Kepemudaan dan Sekretaris
Olahraga
3 | Kepala Bidang Layanan dan Dinas Kepemudaan dan Anggota
Kepemudaan Olahraga
4 | Kepala Bidang Pembudayaan Dinas Kepemudaan dan Anggota
Prestasi Olahraga Olahraga
5 | Kepala Bidang Peningkatan Dinas Kepemudaan dan Anggota
Prestasi Olahraga Olahraga
6 | Kepala Bidang Sarana, Prasarana | Dinas Kepemudaan dan Anggota
dan Kemitraan Olahraga
7 | Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kepemudaan dan Anggota
Olahraga
Sekretariat
1 | Perencana Ahli Muda Dinas Kepemudaan dan | Koordinator
Olahraga
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Anggota
dan Umum Olahraga
3 | Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Kepemudaan dan Anggota
Olahraga
4 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Anggota
Sekretariat Olahraga
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Kebudayaan Ketua
2 | Sekretaris Dinas Dinas Kebudayaan Sekretaris
3 | Kepala Bidang Bahasa dan Seni Dinas Kebudayaan Anggota
4 | Kepala Bidang Sejarah Pelestarian | Dinas Kebudayaan Anggota
Cagar Budaya dan Permuseuman
S5 | Kepala Bidang Diplomasi dan Dinas Kebudayaan Anggota
Promosi Budaya
6 | Kepala Bidang Pelestarian Adat Dinas Kebudayaan Anggota
dan Nilai Budaya
7 | Kepala UPT Museum Sang Nila Dinas Kebudayaan Anggota

Utama dan Taman Budaya




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
8 | Pamong Budaya Madya Dinas Kebudayaan Anggota
9 | Pamong Budaya Muda Dinas Kebudayaan Anggota
10 | Pamong Budaya Pertama Dinas Kebudayaan Anggota
Sekretariat
1 | Perencana Ahli Muda Dinas Kebudayaan Koordinator
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kebudayaan Anggota
dan Umum
3 | Analis Keuangan Pusat dan Dinas Kebudayaan Anggota
Daerah Ahli Muda
4 | Analis Perencanaan dan Anggaran | Dinas Kebudayaan Anggota
S5 | Pelaksana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Anggota
6 | Analis Kebijakan Dinas Kebudayaan Anggota
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Perpustakaan Ketua
dan Kearsipan
2 | Sekretaris Dinas Dinas Perpustakaan Sekretaris
dan Kearsipan
3 | Kepala Bidang Pembinaan Dinas Perpustakaan Anggota
Perpustakaan dan Kearsipan
4 | Kepala Bidang Pembinaan dan Dinas Perpustakaan Anggota
Pelayanan Arsip dan Kearsipan
S5 | Kepala Bidang Akuisisi dan Dinas Perpustakaan Anggota
Penyimpanan Arsip dan Kearsipan
6 | Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perpustakaan Anggota
Perpustakaan, Dokumentasi dan | dan Kearsipan
Informasi Perpustakaan
7 | Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan Anggota
dan Kearsipan
8 | Arsiparis Ahli Madya Dinas Perpustakaan Anggota
dan Kearsipan
9 | Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan Anggota
dan Kearsipan
10 | Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan Anggota
dan Kearsipan
11 | Perencana Ahli Muda Dinas Perpustakaan Anggota
dan Kearsipan
Sekretariat
1 | Perencana Ahli Muda Sekretariat | Dinas Perpustakaan Koordinator
dan Kearsipan
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perpustakaan Anggota
dan Umum dan Kearsipan
3 | Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perpustakaan Anggota
Sekretariat dan Kearsipan
4 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perpustakaan Anggota
Sekretariat dan Kearsipan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Kelautan dan Ketua
Perikanan
2 | Sekretaris Dinas Dinas Kelautan dan Sekretaris
Perikanan
3 | Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Anggota
Budidaya Perikanan




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
4 | Kepala Bidang Perikanan Tangkap | Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan
5 | Kepala Bidang Pengolahan dan Dinas Kelautan dan Anggota
Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
Perikanan
6 | Kepala Bidang Kelautan dan Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan Perikanan
7 | Kepala UPT Pelabuhan Perikanan | Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan
8 | Kepala UPT Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan
9 | Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil | Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan Perikanan
10 | Kepala UPT Pengendalian Dinas Kelautan dan Anggota
Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan
Perikanan Wilayah I
11 | Kepala UPT Pengendalian Dinas Kelautan dan Anggota
Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan
Perikanan Wilayah II
12 | Kepala UPT Pengendalian Dinas Kelautan dan Anggota
Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan
Perikanan Wilayah III
13 | Analis Akuakultur Ahli Muda Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan
14 | Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Dinas Kelautan dan Anggota
Muda Perikanan
15 | Pengelola Produksi Perikanan Dinas Kelautan dan Anggota
Tangkap Ahli Muda Perikanan
16 | Pengelola Produksi Perikanan Dinas Kelautan dan Anggota
Tangkap Ahli Muda Perikanan
17 | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan | Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan Ahli Muda Perikanan
18 | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan | Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan Ahli Muda Perikanan
19 | Pengelola Ekosistem Laut dan Dinas Kelautan dan Anggota
Pesisir Ahli Muda Perikanan
20 | Pengawas Perikanan Ahli Muda Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan
21 | Kepala Sub Bagian Tata usaha Dinas Kelautan dan Anggota
UPT Pelabuhan Perikanan Perikanan
22 | Kepala Seksi Tata Operasional Dinas Kelautan dan Anggota
Pelabuhan dan Kesyahbandaran Perikanan
23 | Kepala Seksi Pelayanan Usaha Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan Perikanan
24 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kelautan dan Anggota
UPT Budidaya Perikanan Perikanan
25 | Kepala Seksi Teknis Pembenihan | Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan
26 | Kepala Seksi Teknis Dinas Kelautan dan Anggota
Pembudidayaan Perikanan Perikanan




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
27 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kelautan dan Anggota
UPT Pengujian Mutu Hasil Perikanan
Perikanan
28 | Kepala Seksi Pengujian Mutu Dinas Kelautan dan Anggota
Hasil Perikanan Perikanan
29 | Kepala Seksi Penerapan Mutu Dinas Kelautan dan Anggota
Hasil Perikanan Perikanan
30 | Kepala Seksi Kerja sama Dinas Kelautan dan Anggota
Penegakan Hukum Kelautan dan | Perikanan
Perikanan
31 | Kepala Seksi Pengendalian dan Dinas Kelautan dan Anggota
Pengawasan Sumberdaya Perikanan
Kelautan dan Perikanan
32 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kelautan dan Anggota
UPT Wilayah I Perikanan
33 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kelautan dan Anggota
UPT Wilayah II Perikanan
34 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kelautan dan Anggota
UPT Wilayah III Perikanan
Sekretariat
1 | Perencana Ahli Muda Sekretariat | Dinas Kelautan dan Koordinator
Perikanan
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kelautan dan Anggota
dan Umum Perikanan
3 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas Kelautan dan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Perikanan
BMD
4 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kelautan dan Anggota
Sekretariat Perikanan
DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Pariwisata Ketua
2 | Sekretaris Dinas Dinas Pariwisata Sekretaris
3 | Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Anggota
Pariwisata
4 | Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Anggota
Pariwisata
S5 | Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Anggota
6 | Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata Anggota
Sumberdaya Pariwisata
7 | Ketua Tim Kerja Pengkajian dan Dinas Pariwisata Anggota
Pengembangan Destinasi Wisata
8 | Ketua Tim Kerja Sarana dan Dinas Pariwisata Anggota
Prasarana Destinasi Wisata
9 | Ketua Tim Kerja Objek Daya Tarik | Dinas Pariwisata Anggota
Wisata
10 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Dinas Pariwisata Anggota
Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
11 | Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Dinas Pariwisata Anggota

Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
12 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Dinas Pariwisata Anggota
Ekosistem Ekonomi Kreatif
13 | Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Dinas Pariwisata Anggota
dan Pembinaan Masyarakat untuk
Pengembangan Pariwisata
(Pendampingan Desa Wisata,
ADWR dan ADWI dan Pelatihan
Pengelola Desa Wisata)
14 | Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Dinas Pariwisata Anggota
dan Pembinaan Masyarakat untuk
Pengembangan Pariwisata
(Pelatihan Kepariwisataan)
15 | Ketua Tim Kerja Fasilitasi Dinas Pariwisata Anggota
Sertifikasi Bagi Tenaga Kerja
Bidang Pariwisata (Pelaku Usaha
Jasa Pariwisata)
16 | Ketua Tim Kerja Promosi Dinas Pariwisata Anggota
Pariwisata
17 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Dinas Pariwisata Anggota
Pasar Pariwisata
18 | Ketua Tim Kerja Sarana Promosi Dinas Pariwisata Anggota
Pariwisata
UPT Bandar Serai
Kepala UPT Bandar Serai Dinas Pariwisata Anggota
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Pariwisata Anggota
Kepala Seksi Sarana dan Dinas Pariwisata Anggota
Prasarana
4 | Kepala Seksi Pengelolaan dan Dinas Pariwisata Anggota
Pengembangan
Sekretariat
1 | Ketua Tim Kerja Perencanaan Dinas Pariwisata K .
oordinator
Program
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pariwisata Anggota
dan Umum
3 | Ketua Tim Kerja Substansi Dinas Pariwisata
Keuangan, Perlengkapan, dan Anggota
Pengelolaan Barang Milik Daerah
4 | Penelaah Kebijakan Pengadaan Dinas Pariwisata
Anggota
Barang dan Jasa
S | Pranata Komputer Terampil Dinas Pariwisata Anggota
6 | Operator Layanan Operasional Dinas Pariwisata Anggota
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Perkebunan Ketua
2 | Sekretaris Dinas Dinas Perkebunan Sekretaris
3 | Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Anggota
4 | Kepala Bidang Pengembangan Dinas Perkebunan Anggota
Usaha dan Penyuluhan
5 | Kepala Bidang Prasarana dan Dinas Perkebunan Anggota
Sarana




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
6 | Kepala Bidang Pengolahan dan Dinas Perkebunan Anggota
Pemasaran Hasil Perkebunan
7 | Kepala UPT Produksi Benih Dinas Perkebunan Anggota
Tanaman Perkebunan
8 | Kepala UPT Pengawasan dan Dinas Perkebunan Anggota
sertifikasi Benih Perkebunan
9 | Perencana Ahli Madya Dinas Perkebunan Anggota
Sekretariat
1 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perkebunan Koordinator
dan Umum
2 | Ketua Tim Keuangan dan Aset Dinas Perkebunan Anggota
3 | Perencana Ahli Muda Dinas Perkebunan Anggota
4 | Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perkebunan Anggota

Sekretariat

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

1 | Kepala Dinas Dinas Peternakan dan Ketua
Kesehatan Hewan
2 | Sekretaris Dinas Dinas Peternakan dan Sekretaris
Kesehatan Hewan
3 | Kepala Bidang Produksi Dinas Peternakan dan Anggota
Peternakan Kesehatan Hewan
4 | Kepala Bidang Kesehatan Hewan | Dinas Peternakan dan Anggota
Kesehatan Hewan
S5 | Kepala Bidang Kesehatan Dinas Peternakan dan Anggota
Masyarakat Veteriner Kesehatan Hewan
6 | Kepala Bidang Agribisnis Dinas Peternakan dan Anggota
Kesehatan Hewan
7 | Kepala UPT Laboratorium Dinas Peternakan dan Anggota
Veteriner dan Klinik Hewan Kesehatan Hewan
8 | Kepala UPT Inseminasi Buatan Dinas Peternakan dan Anggota
Ternak Kesehatan Hewan
9 | Kepala UPT Pengembangan Dinas Peternakan dan Anggota
Ternak dan Pakan Kesehatan Hewan
10 | Medik Veteriner Ahli Madya Dinas Peternakan dan Anggota
Kesehatan Hewan
11 | Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya | Dinas Peternakan dan Anggota
Kesehatan Hewan
12 | Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda | Dinas Peternakan dan Anggota
Kesehatan Hewan
13 | Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda | Dinas Peternakan dan Anggota
Kesehatan Hewan
14 | Medik Veteriner Ahli Muda Dinas Peternakan dan Anggota
Kesehatan Hewan
15 | Perencana Ahli Muda Dinas Peternakan dan Anggota
Kesehatan Hewan
16 | Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli | Dinas Peternakan dan Anggota
Muda Kesehatan Hewan
17 | Penyuluh Pertanian Ahli Muda Dinas Peternakan dan Anggota
Kesehatan Hewan
18 | Perencana Ahli Pertama Dinas Peternakan dan Anggota

Kesehatan Hewan

Sekretariat




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
1 | Perencana Ahli Muda Sekretariat | Dinas Peternakan dan Koordinator
Kesehatan Hewan
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Peternakan dan Anggota
dan Umum Kesehatan Hewan
3 | Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Peternakan dan Anggota
Kesehatan Hewan
4 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Peternakan dan Anggota
Sekretariat Kesehatan Hewan
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Energi dan Ketua
Sumber Daya Mineral
2 | Sekretaris Dinas Dinas Energi dan Sekretaris
Sumber Daya Mineral
3 | Kepala Bidang Energi dan Energi | Dinas Energi dan Anggota
Baru Terbarukan Sumber Daya Mineral
4 | Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Anggota
Sumber Daya Mineral
5 | Kepala Bidang Mineral dan Dinas Energi dan Anggota
Batubara Sumber Daya Mineral
6 | Kepala Bidang Geologi dan Air Dinas Energi dan Anggota
Tanah Sumber Daya Mineral
7 | Kepala Cabang Dinas Wilayah I Dinas Energi dan Anggota
Sumber Daya Mineral
8 | Kepala Cabang Dinas Wilayah II Dinas Energi dan Anggota
Sumber Daya Mineral
9 | Kepala Cabang Dinas Wilayah III Dinas Energi dan Anggota
Sumber Daya Mineral
10 | Kepala Cabang Dinas Wilayah IV Dinas Energi dan Anggota
Sumber Daya Mineral
11 | Kepala UPT Laboratorium Dinas Energi dan Anggota
Pengujian Sumber Daya Mineral
12 | Kepala Sub Bagian TU Cabang Dinas Energi dan Anggota
Dinas Wilayah I s.d IV Sumber Daya Mineral
13 | Kasi Pengeolaan dan Pemanfaatan | Dinas Energi dan Anggota
Sumber Daya Energi Cabang Sumber Daya Mineral
Dinas Wilayah I s.d IV
14 | Kasi Pengelolaan dan Dinas Energi dan Anggota
Pemanfaatan Sumber Daya Sumber Daya Mineral
Mineral Cabang Dinas Wilayah I
s.d IV
15 | Kepala Sub Bagian TU UPT Dinas Energi dan Anggota
Laboratorium Pengujian Sumber Daya Mineral
16 | Kasi Pengujian UPT Laboratorium | Dinas Energi dan Anggota
Pengujian Sumber Daya Mineral
17 | Kasi Pelayanan dan Dinas Energi dan Anggota
Pengembangan Peralatan Sumber Daya Mineral
Laboratorium
Sekretariat
1 | Perencana Ahli Muda Sekretariat | Dinas Energi dan Koordinator
Sumber Daya Mineral
2 | Perencana Ahli Pertama Dinas Energi dan Anggota
Sekretariat Sumber Daya Mineral




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
3 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Energi dan Anggota
dan Umum Sumber Daya Mineral
4 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas Energi dan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral
BMD
5 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Energi dan Anggota

Sekretariat

Sumber Daya Mineral

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI RIAU

1

Kepala Dinas

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Ketua

Sekretaris Dinas

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Sekretaris

Kepala Bidang Pembangunan
Sumber Daya Industri Kerjasama
dan Promosi

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Anggota

Kepala Bidang Sarana, Prasarana
dan Pemberdayaan Industri

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Anggota

Kepala Bidang Perdagangan

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Anggota

Kepala Bidang Pengawasan
Industri, Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Anggota

Kepala Bidang Koperasi dan UKM

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Anggota

Kepala UPT Industri Pangan,
Olahan dan Kemasan

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Anggota

Kepala UPT Logam

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Anggota

10

Kepala UPT Penguji dan Sertifikasi
Mutu Barang

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Anggota

11

Kepala UPT Pelatihan Koperasi
dan UMKM

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,

Anggota




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
12 | Kepala UPT Pusat Layanan Usaha | Dinas Perindustrian Anggota
Terpadu dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
Sekretariat
1 | Fungsional Ahli Muda Dinas Perindustrian Koordinator
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
2 | Fungsional Ahli Pertama Dinas Perindustrian Anggota
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
3 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perindustrian Anggota
dan Umum dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
4 | Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perindustrian Anggota
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
S5 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perindustrian Anggota
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
1 | Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Ketua
2 | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Wakil Ketua I
3 | Asisten Perekonomian dan Sekretariat Daerah Wakil Ketua II
Pembangunan
4 | Asisten Pemerintah dan Sekretariat Daerah Wakil Ketua
Kesejahteraan Rakyat 111
5 | Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Sekretaris
Pimpinan
6 | Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Anggota
7 | Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Anggota
8 | Kepala Biro Pemerintahan dan Sekretariat Daerah Anggota
Otonomi Daerah
9 | Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah Anggota
10 | Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Anggota
11 | Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Anggota
12 | Kepala Biro Pengadaan Barang Sekretariat Daerah Anggota
dan Jasa
13 | Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Anggota
Pembangunan
Sekretariat
1 | Kepala Bagian Perencanaan dan Sekretariat Daerah Koordinator

Kepegawaian Sekretariat Daerah
Biro Administrasi Pimpinan




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
2 | Fungsional Perencana Ahli Muda | Sekretariat Daerah Anggota
Biro Administrasi Pimpinan (Ketua
Tim Perencanaan dan Pelaporan)
3 | Fungsional Perencana Ahli Muda | Sekretariat Daerah Anggota
Biro Administrasi Pimpinan
4 | Fungsional Perencana Ahli Muda | Sekretariat Daerah Anggota
Biro Administrasi Pimpinan
5 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Anggota
Biro Administrasi Pimpinan
6 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Anggota
Biro Umum
7 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Anggota
Biro Organisasi
8 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Anggota
Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
9 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Anggota
Biro Kesejahteraan Rakyat
10 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Anggota
Biro Hukum
11 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Anggota
Biro Perekonomian
12 | Kepala Sub Bagian Pembinaan Sekretariat Daerah Anggota
Kelembagaan Pengadaan Barang
dan Jasa Biro Pengadaan Barang
dan Jasa
13 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Anggota
Biro Administrasi Pembangunan
14 | Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Anggota
Sekretariat Daerah Biro
Administrasi Pimpinan
15 | Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Anggota
Sekretariat Daerah Biro
Administrasi Pimpinan
16 | Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Anggota

Sekretariat Daerah Biro
Administrasi Pimpinan

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

1 | Sekretaris Dewan Sekretariat Dewan Ketua
Perwakilan Rakyat
Daerah
2 | Kepala Bagian Keuangan dan Sekretariat Dewan Sekretaris
Perencanaan Perwakilan Rakyat
Daerah
3 | Kepala Bagian Persidangan dan Sekretariat Dewan Anggota
Produk Hukum Perwakilan Rakyat
Daerah
4 | Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Anggota

Perwakilan Rakyat
Daerah




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
5 | Kepala Sub Bagian Umum dan Sekretariat Dewan Anggota
Protokol Perwakilan Rakyat
Daerah
Sekretariat
1 | Ketua Tim Kerja Perencanaan Sekretariat Dewan Koordinator
Perwakilan Rakyat
Daerah
2 | Ketua Tim Kerja Keuangan dan Sekretariat Dewan Anggota
Perjalanan Dinas Perwakilan Rakyat
Daerah
3 | Ketua Tim Kerja Verifikasi dan Sekretariat Dewan Anggota
Pelaporan Perwakilan Rakyat
Daerah
4 | Ketua Tim Kerja Komisi, Fraksi Sekretariat Dewan Anggota
dan Hubungan Antar Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
5 | Ketua Tim Kerja Produk Hukum Sekretariat Dewan Anggota
Perwakilan Rakyat
Daerah
6 | Ketua Tim Kerja Rapat dan Sekretariat Dewan Anggota
Risalah Perwakilan Rakyat
Daerah
7 | Ketua Tim Kerja Rumah Tangga, Sekretariat Dewan Anggota
Perlengkapan dan PBMD Perwakilan Rakyat
Daerah
8 | Ketua Tim Kerja Humas dan Sekretariat Dewan Anggota

Perpustakaan

Perwakilan Rakyat
Daerah

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU

1 | Kepala Badan Badan Perencanaan Ketua
Pembangunan Daerah
2 | Sekretaris Badan Badan Perencanaan Sekretaris
Pembangunan Daerah
3 | Kepala Bidang Perencanaan, Badan Perencanaan Anggota
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah
4 | Kepala Bidang Pemerintahan dan | Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan Manusia Pembangunan Daerah
5 | Kepala Bidang Perekonomian dan | Badan Perencanaan Anggota
Sumber Daya Alam Pembangunan Daerah
6 | Kepala Bidang Infrastruktur dan Badan Perencanaan Anggota
Kewilayahan Pembangunan Daerah
7 | Perencana Ahli Utama Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan Daerah
8 | Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan Daerah
9 | Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan Daerah
10 | Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan Daerah
11 | Ketua Tim Perencanaan dan Badan Perencanaan Anggota

Pendanaan Bidang Perencanaan,

Pembangunan Daerah




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) 3) (4)
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
12 | Ketua Tim Data dan Informasi Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
13 | Ketua Tim Pengendalian, Evaluasi | Badan Perencanaan Anggota
dan Pelaporan Bidang Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
14 | Ketua Tim Pemerintahan dan Badan Perencanaan Anggota
Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Daerah
Ketenagakerjaan, dan
Transmigrasi Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia
15 | Ketua Tim Pendidikan, Budaya Badan Perencanaan Anggota
dan Pemuda Bidang Pemerintahan | Pembangunan Daerah
dan Pembangunan Manusia
16 | Ketua Tim Kesehatan dan Badan Perencanaan Anggota
Keluarga Berencana Bidang Pembangunan Daerah
Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia
17 | Ketua Tim Perdagangan, Industri, | Badan Perencanaan Anggota
Koperasi, Penanaman Modal dan | Pembangunan Daerah
Keuangan Bidang Perekonomian
dan Sumber Daya Alam
18 | Ketua Tim Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Anggota
Kehutanan, Pertanian, Kelautan Pembangunan Daerah
dan Perikanan Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya
Alam
19 | Ketua Tim Pariwisata Bidang Badan Perencanaan Anggota
Perekonomian dan Sumber Daya Pembangunan Daerah
Alam
20 | Ketua Tim Tata Ruang dan Badan Perencanaan Anggota
Pertanahan Bidang Infrastruktur | Pembangunan Daerah
dan Kewilayahan
21 | Ketua Tim Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Anggota
Perumahan Kawasan Pembangunan Daerah
Permukiman Bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan
22 | Ketua Tim Perhubungan, Energi, Badan Perencanaan Anggota
Sumber Daya Mineral, Pembangunan Daerah
Komunikasi. Informatika, Statistik
dan Persandian Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan
Sekretariat
1 | Ketua Tim Perencanaan Program Badan Perencanaan Koordinator
Pembangunan Daerah
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Badan Perencanaan Anggota
dan Umum Pembangunan Daerah




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
3 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Badan Perencanaan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Pembangunan Daerah
BMD
4 | Penelaah Teknis Kebijakan Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan Daerah
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
1 | Kepala Badan Badan Pendapatan Ketua
Daerah
2 | Sekretaris Badan Badan Pendapatan Sekretaris
Daerah
3 | Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Anggota
Daerah
4 | Kepala Bidang Retribusi, PADL Badan Pendapatan Anggota
dan dana Bagi Hasil Daerah
5 | Kepala Bidang Pengolahan Data Badan Pendapatan Anggota
dan Pengembangan Pendapatan Daerah
6 | Kepada Bidang Pembukuan, Badan Pendapatan Anggota
Pengawasan dan Pembinaan Daerah
7 | Ketua Tim Kerja Substansi Badan Pendapatan Anggota
Pengolahan Data dan Pendapatan | Daerah
Sekretariat
1 | Ketua Tim Kerja Substansi Badan Pendapatan Koordinator
Perencanaan Program Daerah
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Badan Pendapatan Anggota
dan Umum Daerah
3 | Ketua Tim Kerja Substansi Badan Pendapatan Anggota
Keuangan, Perlengkapan, dan Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah
4 | Perencana Ahli Muda Badan Pendapatan Anggota
Daerah
5 | Perencana Ahli Pertama Badan Pendapatan Anggota
Daerah
6 | Penelaah Kebijakan Teknis Badan Pendapatan Anggota
Daerah
7 | Pengolah data dan Informasi Badan Pendapatan Anggota
Daerah
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU
1 | Kepala Badan Badan Pengelola Ketua
Keuangan dan Aset
Daerah
2 | Sekretaris Badan Badan Pengelola Sekretaris
Keuangan dan Aset
Daerah
3 | Kepala Bidang Anggaran Daerah Badan Pengelola Anggota
Keuangan dan Aset
Daerah
4 | Kepala Bidang Akuntansi dan Badan Pengelola Anggota
Pelaporan Keuangan dan Aset
Daerah
5 | Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Anggota

dan Kas Daerah

Keuangan dan Aset
Daerah




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) 3) (4)
6 | Kepala Bidang Pengelolaan Barang | Badan Pengelola Anggota
Milik Daerah Keuangan dan Aset
Daerah
7 | Analis Keuangan Pusat Dan Badan Pengelola Anggota
Daerah Pertama Keuangan dan Aset
Daerah
8 | Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelola Anggota
Keuangan dan Aset
Daerah
9 | Pengolah Data Dan Informasi Badan Pengelola Anggota
Keuangan dan Aset
Daerah
Sekretariat
1 | Ketua Tim Substansi Perencanaan | Badan Pengelola Koordinator
Program Keuangan dan Aset
Daerah
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Badan Pengelola Anggota
dan Umum Keuangan dan Aset
Daerah
3 | Kepala Tim Substansi Badan Pengelola Anggota
Keuangan, Perlengkapan dan Keuangan dan Aset
Pengelolaan BMD Daerah
4 | Perencana Ahli Muda Badan Pengelola Anggota
Keuangan dan Aset
Daerah
S | Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelola Anggota
Keuangan dan Aset
Daerah
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU
1 | Kepala Badan Badan Kepegawaian Ketua
Daerah
2 | Sekretaris Badan Badan Kepegawaian Sekretaris
Daerah
3 | Kepala Bidang Pengadaan, Badan Kepegawaian Anggota
Pemberhentian dan Informasi Daerah
Kepegawaian
4 | Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Anggota
Daerah
5 | Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Anggota
Aparatur Daerah
6 | Kepala Bidang Pendayagunaan Badan Kepegawaian Anggota
dan Pembinaan Daerah
7 | Ketua Tim Perencanaan dan Badan Kepegawaian Anggota
Pengadaan Daerah
8 | Ketua Tim Sistem Informasi Badan Kepegawaian Anggota
Manajemen Kepegawaian Daerah
9 | Ketua Tim Pemberhentian dan Badan Kepegawaian Anggota
Pensiun Daerah
10 | Ketua Tim Penataan Jabatan Badan Kepegawaian Anggota
Pimpinan Tinggi dan Administrasi | Daerah
11 | Ketua Tim Penataan Jabatan Badan Kepegawaian Anggota

Fungsional

Daerah




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
12 | Ketua Tim Kepangkatan Badan Kepegawaian Anggota
Daerah
13 | Ketua Tim Perencanaan Badan Kepegawaian Anggota
Pengembangan Sumber Daya Daerah
Manusia Aparatur
14 | Ketua Tim Pengembangan Badan Kepegawaian Anggota
Pendidikan Formal Daerah
15 | Ketua Tim Pengembangan Badan Kepegawaian Anggota
Kompetensi Manajerial, Teknis Daerah
dan Fungsional
16 | Ketua Tim Penghargaan dan Badan Kepegawaian Anggota
Penilaian Kinerja Daerah
17 | Ketua Tim Disiplin dan Badan Kepegawaian Anggota
Pengawasan Daerah
18 | Ketua Tim Pendayagunaan dan Badan Kepegawaian Anggota
Evaluasi Organisasi Profesi ASN Daerah
19 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Kepegawaian Anggota
Daerah
20 | Kepala Seksi Pengembangan Badan Kepegawaian Anggota
Penilaian Kompetensi Daerah
21 | Kepala Seksi Penyelenggaraan Badan Kepegawaian Anggota
Penilaian Kompetensi Daerah
Sekretariat
1 | Ketua Tim Perencanaan Program Badan Kepegawaian Koordinator
Daerah
2 | Perencana Ahli Muda Badan Kepegawaian Anggota
Daerah
3 | Perencana Ahli Pertama Badan Kepegawaian Anggota
Daerah
4 | Penelaah Teknis Kebijakan Badan Kepegawaian Anggota
Sekretariat Daerah
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU
1 | Kepala Badan Badan Pengembangan Ketua
Sumber Daya Manusia
2 | Sekretaris Badan Badan Pengembangan Sekretaris
Sumber Daya Manusia
3 | Kepala Bidang Sertifikasi Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Dan Penjamin Mutu Sumber Daya Manusia
4 | Kepala Bidang Pengembangan Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Manajerial Sumber Daya Manusia
S5 | Kepala Bidang Pengembangan Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Teknis Umum Dan Sumber Daya Manusia
Fungsional
6 | Kepala Bidang Pengembangan Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Teknis Inti Dan Sumber Daya Manusia
Sosiokultural
7 | Ketua Tim Perencanaan Program Badan Pengembangan Anggota
Sumber Daya Manusia
8 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Badan Pengembangan Anggota
dan Umum Sumber Daya Manusia




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) 3) (4)
9 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Badan Pengembangan Anggota
Perlengkapan dan Pengolaan Sumber Daya Manusia
Barang Milik Daerah
10 | Ketua Tim Kerja Pengelolaan Badan Pengembangan Anggota
Kelembagaan dan Tenaga Sumber Daya Manusia
Pengembangan Kompetensi
11 | Ketua Tim Kerja Kerja Sistem Badan Pengembangan Anggota
Informasi Pelatihan dan Sertifikasi | Sumber Daya Manusia
Kompetensi
12 | Ketua Tim Kerja Kerja Pengelolaan | Badan Pengembangan Anggota
Sumber Belajar, Kerjasama dan Sumber Daya Manusia
Penjamin Mutu
13 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Pimpinan Daerah dan | Sumber Daya Manusia
Jabatan Tinggi
14 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Jabatan Sumber Daya Manusia
Administrator dan Pengawas
15 | Ketua Tim Pengembangan Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Dasar dan Kader Sumber Daya Manusia
16 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Inti Jabatan Sumber Daya Manusia
Administrator Urusan Konkuren
Wajib Pelayanan Dasar dan
Pilihan
17 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Inti Jabatan Sumber Daya Manusia
Administrator Urusan Konkuren
Wajib Non Pelayanan Dasar
18 | Ketua Tim Kerja Pengembangan | Badan Pengembangan Anggota
Integritas dan Sosiokultural Sumber Daya Manusia
Jabatan Administrator Perangkat
Daerah Penunjang
19 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Teknis Umum Sumber Daya Manusia
Jabatan Administrasi
20 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Teknis Pilihan dan Sumber Daya Manusia
Jabatan Administrasi
21 | Ketua Tim Kerja Pengembangan | Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Jabatan Fungsional Sumber Daya Manusia
Sekretariat
1 | Ketua Tim Perencanaan Program Badan Pengembangan Koordinator
Sumber Daya Manusia
2 | Widyaiswara Ahli Utama Badan Pengembangan Anggota
Sumber Daya Manusia
3 | Widyaiswara Ahli Madya Badan Pengembangan Anggota
Sumber Daya Manusia
4 | Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengembangan Anggota
Sekretariat Sumber Daya Manusia
S5 | Pengadministrasi Perkantoran Badan Pengembangan Anggota
Sekretariat Sumber Daya Manusia




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU
1 | Kepala Badan Badan Penghubung Ketua
2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubung Sekretaris
3 Kﬁ?giﬁ;%fg:ang Hubungan Badan Penghubung Anggota
4 Efiifo?ub Bidang Humas dan Badan Penghubung Anggota
5 Kﬁ?&;agasr?%gfang Pengelola Badan Penghubung Anggota
6 | Penelaah Teknis Kebijakan Badan Penghubung Anggota
Sekretariat
1 | Fungsional Perencana Ahli Muda | Badan Penghubung Koordinator
5 lf;‘;lgiic;nal Perencana Ahli Badan Penghubung Anggota
3 | Penelaah Teknis Kebijakan Badan Penghubung Anggota
4 | Pengadministrasi Perkantoran Badan Penghubung Anggota
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU
1 | Inspektur Daerah Inspektorat Daerah Ketua
2 | Sekretaris Inspektorat Daerah Sekretaris
3 | Inspektur Pembantu I, II, III, IV Inspektorat Daerah Anggota
dan V
4 | Fungsional Auditor Ahli Madya, Inspektorat Daerah Anggota
Muda Pertama, dan Penyelia,
Fungsional Pengawas
Penyelenggara Urusan
5 | Pemerintahan Daerah (PPUPD) Inspektorat Daerah Anggota
Ahli Utama, Madya, Muda dan
Pertama
Sekretariat
1 | Ketua Tim Kerja Perencanaan Inspektorat Daerah Koordinator
2 | Kepala Subbagian Umum dan Inspektorat Daerah Anggota
Keuangan
3 | Ketua Tim Kerja Analisa dan Inspektorat Daerah Anggota
Evaluasi
4 | Fungsional Arsiparis Madya Inspektorat Daerah Anggota
5 | Fungsional Perencana Ahli Muda | Inspektorat Daerah Anggota
6 | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah Anggota
7 | Pengelola Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Anggota
8 | Pengolah Data dan Informasi Inspektorat Daerah Anggota
9 | Pengadministrasi Perkantoran Inspektorat Daerah Anggota
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
1 | Kepala Badan Badan Kesatuan Ketua
Bangsa dan Politik
2 | Sekretaris Badan Badan Kesatuan Sekretaris
Bangsa dan Politik
3 | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan | Badan Kesatuan Anggota
Kebangsaan dan Karakter Bangsa | Bangsa dan Politik
4 | Kepala Bidang Politik Dalam Badan Kesatuan Anggota

Negeri

Bangsa dan Politik




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
5 | Kepala Bidang Ketahanan Badan Kesatuan Anggota
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama | Bangsa dan Politik
dan Organisasi Kemasyarakatan
6 | Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Anggota
Nasional dan Penanganan Konflik | Bangsa dan Politik
7 | Fungsional Analis Kebijakan Ahli | Badan Kesatuan Anggota
Muda Bangsa dan Politik
8 | Fungsional Analis Kebijakan Ahli | Badan Kesatuan Anggota
Muda Bangsa dan Politik
9 | Fungsional Analis Kebijakan Ahli | Badan Kesatuan Anggota
Muda Bangsa dan Politik
10 | Fungsional Analis Kebijakan Ahli | Badan Kesatuan Anggota
Muda Bangsa dan Politik
Sekretariat
1 | Ketua Tim Kerja Perencanaan Badan Kesatuan Koordinator
Program Bangsa dan Politik
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Badan Kesatuan Anggota
dan Umum Bangsa dan Politik
3 | Ketua Tim Kerja Keuangan, Badan Kesatuan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Bangsa dan Politik
Barang Milik Daerah
4 | Fungsional Perencana Ahli Badan Kesatuan Anggota
Pertama Bangsa dan Politik
S5 | Penelaah Kebijakan Teknis Badan Kesatuan Anggota
Bangsa dan Politik
6 | Penelaah Kebijakan Teknis Badan Kesatuan Anggota
Bangsa dan Politik
7 | Pengadministrasi Perkantoran Badan Kesatuan Anggota
Bangsa dan Politik
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU
1 | Kepala Badan Badan Riset dan Ketua
Inovasi Daerah
2 | Sekretaris Badan Riset dan Sekretaris
Inovasi Daerah
Sekretariat
1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Badan Riset dan Koordinator
Kepegawaian Inovasi Daerah
2 | Fungsional Peneliti Ahli Madya Badan Riset dan Anggota
Inovasi Daerah
3 | Fungsional Peneliti Ahli Pertama Badan Riset dan Anggota
Inovasi Daerah
4 | Fungsional Perekayasa Ahli Madya | Badan Riset dan Anggota
Inovasi Daerah
5 | Fungsional Perekayasa Ahli Muda [ Badan Riset dan Anggota
Inovasi Daerah
6 | Fungsional Analis Kebijakan Ahli [ Badan Riset dan Anggota
Muda Inovasi Daerah




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
7 | Penelaah Teknis Kebijakan Badan Riset dan Anggota
Inovasi Daerah
UPT Riau Science Techno Park
1 | Kepala UPT Riau Science Techno Badan Riset dan Anggota
Park Inovasi Daerah
2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Riset dan Anggota
UPT Riau Science Techno Park Inovasi Daerah
3 | Kepala Seksi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Anggota
Teknologi UPT Riau Science Inovasi Daerah
Techno Park
4 | Kepala Seksi Inkubasi Teknologi Badan Riset dan Anggota
dan Bisnis UPT Riau Science Inovasi Daerah
Techno Park
5 | Penelaah Teknis Kebijakan Badan Riset dan Anggota
Inovasi Daerah

GUBERNUR RIAU,
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 276/111/2025
TANGGAL : 19 Maret 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029

NO

KEDUDUKAN DALAM TIM

JABATAN

TUGAS

2

3

4

Ketua

Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah,
Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala

Satuan, Sekretaris Dewan

. Memimpin Tim  penyusun Renstra dalam

pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat
Daerah

. Mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan

dalam proses penyusunan Renstra

Wakil Ketua

Asisten Sekretariat Daerah, Direktur

Rumah Sakit

Membantu Ketua Tim penyusun Renstra dalam
pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat
Daerah

Sekretaris

Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala

Bagian, Kepala Biro

. Memfasilitasi Penyusunan Renstra Perangkat

Daerah dari rancangan awal sampai dengan
penetapan Renstra

. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renstra

Perangkat Daerah

. Mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat

Daerah/lintas Perangkat Daerah dan berkoordinasi
dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Riau

. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya

kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Strategis

Koordinator

Kepala Bagian, Kepala
Perencana Ahli Muda/Madya

Sub Bagian,

Menyiapkan materi pendukung/orientasi yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun
Renstra Perangkat Daerah




S | Anggota Kepala Bidang, Kepala UPT, Fungsional, |1. Menyusun tujuan, sasaran, program, outcome,

Pelaksana kegiatan, output dan sub kegiatan beserta indikator
dan target perangkat daerah dalam rangka
pelaksanaan bidang Pemerintahan sesuai dengan
tugas dan fungsi yang disusun dan berpedoman
pada RPJMD dan bersifat indikatif

2. Menghimpun data yang diperlukan dalam
penyusunan Renstra sesuai dengan sistematika;

3. Melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan
dan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan
melakukan penajaman rancangan akhir Renstra
sebelum dilakukan penetapan Renstra Perangkat
Daerah
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